
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah. Khusus 
Ibukota .Jakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah seba.gaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun. 201.5; 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembent.ukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

TENTANG 

NOMOR 250 TAHUN 2016 

IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS} DAERAH KHUSUS 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

SALIN AN 
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16. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah. 

15. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah. 

14. Biro Organisasi d.a.n Reformasi Birokrasi yang selanjutnya 
disebut Biro Organisasi dan RB adala.h Biro Organisasi clan 
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
ad.a.Lah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota. Jakarta. 

12. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya. disingkat 
BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

11. Bada.n Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

10. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten. Keseja.hteraan 
Rakyat Sekretaris Daerah. 

9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah; 

8. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten 
Perekonomiandan Keuangan Sekretaris Daerah. 

7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan 
Sekretaris Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera.h Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

4. Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABl 

2 
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b. pela.ksan.a.an renca.na. strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Sekretariat Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Sekretariat Daerah; 

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat Daerah mernpunyai fungsi: 

( 1) Sekretariat Daerah rnempunyai tugas mernbantu Gubernur 
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordin.asi.an. 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
serta. pelaya.nan administratif, 

Pasal3 

(3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berkeduduka.n -di ba.wa.h dan berta.nggung jawab kepada 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten 
Sekretaris Daerah. 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah 
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur. 

Pasal2 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

BAB II 

21. Pegawai Aparatur Sipil Negara adaJah pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan a.tau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

20. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi 
Da.era.h Khusu.s Ibukota .Jakarta, 

19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan. Kerja Perangkat Daerah Provin.si Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 
PP adalah Satua.n Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 
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f. Kelompok Jaba.tan Fungsional. 

e. Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan 

d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

c. Asisten Perekonornian da.n Keua.ngan; 

b. Asisten Pernerintahan; 

a. Sekretaris Daerah; 

( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Oaerah, terdiri dari : 

Pasal4 

Susuna.n Organisasi 

Bagian Kesatu 

ORGANISASI 

BAB III 

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sekretariat Daerah. 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan 

k. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, 
pembangunan. dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial 
serta mental spiritual; 

J. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah dan 
protokol; 

pelayanan 
pelaporan 

1. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, 
publik, transparansi, akuntabilitas dan 
Perangkat Daerah; 

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pernerintah 
Daerah; 

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang da.n 
kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah; 

f. pembinaan a.dministra.si dan aparatur Daerah; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Pemerinta.han Daerah oleh Perangkat Daerah; 

d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; 
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c. mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 

b. memirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3; 

kebijakan menyusun dalam a. membantu Gubernur 
Pemerintahan Daerah; 

Sekretaris Daerah mempun.yai tugas : 

Pasal 5 

Sekretaris Daerah 

Bagian Kedua 

(7) Bagan .Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Gubernur ini. 

yang dalam 
bawah dan 

Da.era.h yang 

(6) Biro dipimpin. oleh seora.ng Kepa.la Biro 
melaksanakan tugasnya berkedudukan di 
bertanggung jawab kepada Asi.sten Sekretaris 
rnembidangi. 

b. Biro Pendidikan clan Mental Sipiritual. 

a. Biro Kesejahteraan Sosial; clan 

(5) Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf f, terdiri dari : 

a. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

(3) Asisten Pemba.ngunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari : 

b. Biro Administrasi Sekretariat Daerah. 

a. Biro Perekonomian; dan 

(3) Asistcn Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : 

e. Biro Umum. 

d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; dan 

c. Biro Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi: 

b. Biro Hukum; 

a. Biro Tata Pemerintahan; 

(2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari : 
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c. Badan Kepegawaian.Daerah; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

a. Inspektorat; 

Asisten Pemerintahan mengoordinasikan : 

Pasal 7 

e. melaporkan dan memperta.nggungjawa.bkan pelaksanaan 
tugas Asisten Pemerintahan. 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan 

c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan ketatausahaan 
Pemerintah Daerah; 

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan. tugas 
pen.gawasan, perencanaan, penelitian da.n pengernbangan, 
kepegawaian, pengembangan SOM, kesatuan bangsa dan 
politik, pelayanan administrasi DPRD, kependudukan, pencatatan 
sipil, penanggulangan kebakaran, bencana, perlindungan 
masyarakat, ketenteraman, · ketertiban, penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah, komunikasi dan informatika, 
statistik, persandian, pemerintahan dan kewilayahan, hukum, 
pelayanan publik, organisasi, reformasi birokrasi dan 
administrasi kepala daerah; 

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengawasan, 
perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, 
pengembanga.n SDM, kesatuan bangsa clan politik, pelayanan 
administrasi DPRD, kependudukan, penca.tatan sipil, penanggulangan 
kebakaran, bencana, perlindungan masyarakat, ketenteraman, 
ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, 
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pemerintahan 
dan kew:ilayahan, hukum, pelayanan publik, organisasi, reformasi 
birokrasi dan administrasi kepala daerah; 

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas memba.ntu Sekreta.ris 
Daerah dalam : 

Pasal 6 

Asisten Pemerintahan 

Bagian Ketiga 

h.. mela.porkan da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fun.gsi. Sekretaris Daerah. 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan 

f. melaksanakan pembinaan aparatur; 

e. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah; 

d. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah; 
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c. penyusunan kebijakan otonomi khusus, urusan 
pemerintahan, dekonsentrasi, tugas pemba.ntua.n dan 
pernerintahan umum, kapasitas daerah, Penanggulangan 
Bencana, Kebakaran, Palisi Pamong Praja, Komunikasi, 
Informatika, Statistik, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
administrasi dan perangkat wilayah Kota Administrasi/ 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Penataan 
dan Pengemba.ngan Wilayah, dan Kelembagaan 
Kemasyarakatan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Tata Pemerintahan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Tata Pemerintahan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 

( 1.) Biro Tata. Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunankebijakan, mengoordinasikan, memantau, 
rnengevaluasi dan rnernbinapelaksanaan kebijakan otonomi 
khusus, urusan pemerintahan, dekonsentrasi, tugas 
pembantuan dan pemerintahan umurn, kapasitas daerah, 
Penanggulangan Ben.cana, Kebakaran, Polisi Pa.mong Praja., 
Komunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, administra.si dan perangkat wilayah Kota 
Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, 
Penataan dan Pengembangan Wilayah, Kelembagaan 
Kemasyarakatan dan Kerja Sama Daerah. 

Pa.sal 8 

Biro Tata Pemerintahan 

Paragraf 1 

m. Kabupaten Administrasi. 

1. Kota Adrninistrasi; dan 

k. Satpol PP; 

J. Sekretariat DPRD; 

1. Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 

g. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

e. Badan Kesatuan Bangsa clan Politik; 

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Ma.nusia; 

7 



1. Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan; 
2. Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 

Pemerintahan Umum; clan 
3. Subbagian Kapasitas Daerah. 

a. Bagian Otonomi. Daerah, terdiri dari : 

(1) Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan, sebagai berikut: 

Pasal 9 

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Tata Pemerintahan. 

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Tata 
Pemerintahan; dan 

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Tata Pemerintahan; 

1. pengclolaan kepegawaian, · keuangan, dan barang Biro 
Tata Pemerinta.han; 

k. pengoordinasian evaluasi penyelenggaraan pernerintahan 
daerah; 

j. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan lapora..n 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

1. penyusunan dan penghimpunan indikator penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tu.gas 
pembantuan; 

g. penelitian, pengkajian dan penyajian. bahan pengembangan 
wilayah; 

f. pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota 
Administrasi/Kabupaten Adrninistrasi, Kecamatan dan 
Kelura.han; 

e. perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, 
fasilitasi, pema.nta.ua.n da.n evaluasi administrasi pelaksanaan 
kerja sama dengan provinsi dan kabupaten, perkotaan, serta 
lembaga/badan; 

d. pengoordinasian, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan otonomi khusus, urusan pemerintahan, 
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umwn, 
kapasitas daerah, Pena.nggula.nga.n Bencana, Kebakaran, 
Palisi Pamong Praja, Komunikasi, Informatika, Statistik, 
Kependudukan dan Penca.tatan Sipil, adrninistrasi dan 
perangkat wilayah Kota · Administrasi/Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Penataan dan 
Pengembangan Wilayah, dan Kelembagaan Kemasyarakatan; 

8 



.. 
... 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Otonomi Daerah; 

a. penyusunan · 'rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Otonomi Daerah;· 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

( 1) Bagian Otonomi Daerah mernpunyai tugas melaksanakan 
perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan da.n evaluasi otonomi khusus, 
sinkronisasi urusan pernerintahan, dekonsentrasi, · tugas 
pembantuan dan pemerintahan umum, serta kapasitas 
daerah. 

Pasal 11 

(2) Bagian Otono.ini Daerah. dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Tata Pernerintahan. 

(1) Bagian Otonomi .Daerah merupakan Unit Kerja Biro Tata 
Pemerintahan untuk melaksanakan tuga.s perumusan bahan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan 
dan evaluasi kebijakan otonomi khusus, sinkronisasi urusan 
pemerintahan, dekonsentrasi, tugas pemban.tua.n dan 
pemerintahan umum, serta kapasitas daerah. 

Pasal 10 

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur 
ini. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Subbagian Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik, 
Kependudukan da.n Ca.tata.n Sipi.1.;da.n 

, 3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

d. Bagian Tata Praja, terdiri dari: 

1. Subbagian Kerjasarna Provinsi dan Kabupaten; 
2. Subbagian Kerjasama Lernbaga clan Badan;dan 
3. Subbagian Kerjasama Perkotaan. 

c. Bagian Kerjasama Daerah, terdiri dari: 

1. Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah; 
2. Subbagi.an Penata.a.n dan Pengembangan Wilayah;dan 
3. Subbagian Lernbaga Kemasyarakatan. 

b. Bagian Bina Administrasi Kewilayahan, terdiri dari : 
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g. mengevaluasi dan faailitasi harmonisasi peraturan 
perundang-undangan sektoral dengan undang-undang 
yang mengatur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

f. rnemfasilitasi pembinaan pelaksanaan otonomi khusus 
dan urusan pemerintahan; 

e. memantau dan mengevaluasi. pelaksanaan urusan 
pemerintahan pada perangkat daerah sesuai SPM dan 
NSPK Urusan Pemerintahan; 

d. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan 
urusan Pemerintahan sesuai peraturan pelaksanaan 
urusan; 

c. merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan otonomi 
khusus da.n urusan pemerintahan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Otonomi Khusus dan . Sinkronisasi Urusa.n 
mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan 
dipimpin oleh seorang · Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Otonomi Daerah. 

( 1) Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan 
merupa.ka.n Satuan Kerja. Bagia.n Otonomi Daerah untuk 
melaksanakan tugas perumusan bahan kebijakan, 
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan 
sinkronisasi urusan. 

Pasal 12 

f. pelaporan dan perta.nggungja.waban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Otonomi Daerah. 

e. perumusan baha.n kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi pemantauan dan evaluasi kebijakan kapasitas 
daerah; clan 

d. perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum; 

c. perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan dan. evaluasi pelaksanaan keb.ijaka.n 
otonomi khusus dan sinkronisasi urusan; 
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i. melaporka.n da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan 
dan Pemerintahan Umum. 

h. rnenginventarisasi, menyimpan dan rnemelihara data 
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan 

g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan Pemerintahan Umum; 

f. mengoordinasikan dan mernfasilitasi hihah barang 
hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan 
dari Pemerintah kepada Daerah; 

e. mengoordinasikan dan rnemfasilitasi pelaksanaan 
peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di 
Dae rah; 

d. mengoordinasikan, membina, mem.fasilitasi rnemanta.u 
clan mengevaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantua.n. dan Pemerintahan Urnurn; 

c. merumuskan bahan kebijakan mengevaluasi 
pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 
Pemerintahan Umum; 

b. melaksanakan renca.na. strategis dan dokumen 
pelaksanaan a.nggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan. 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 
Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pernbantuan dan 
Pernerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah. 

(1) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 
Pemerintahan Umurn merupakan Satuan Kerja Bagian 
Otonorni Daerah untuk melaksanakan tugas perumusan 
bahan kebijakan, pengoordinasian, pernbinaan, Iasilitasi 
pernantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan 
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pemerintahan 
Umum. 

Pasal 13 

1. rnelaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkroni.sasi 
Urusan. 

h. menginventarisasi, menyirnpan dan memelihara data 
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan 
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{2) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Tata Pernerintahan. 

(1) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan .merupakan Unit 
Kerja Biro Tata Pemerinta.han untuk melaksanakan tugas 
perumusan bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, 
pema.nta.ua.n, evaluasi da.n pembinaan administrasi dan 
perangkat wilayah, penataan dan pengembangan wilayah 
serta lembaga kemasyarakatan. 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kapasitas Daerah. 

Pasal 15 

1. menginventarisasi, menyimpan dan rnemelihara data 
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan 

h. menyusun memori serah-terima jaba.ta.n Gubernur; 

g. memfasilitasi dan mengkoordinasikan · pelaksanaan 
Evaluasi Penyelengga.raan Pemerintahan Daerah yang 
dilakukan oleh Pemerintah; 

f. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

e. melakukan inventarisasi dan pernutakhiran data 
pemerintahan; 

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi memantau 
dan mengevaluasi kinerja daerah; 

c. merumuskan bahan kebijakan da.n pengkajia.n 
pengembangan kapasitas daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Otonomi- Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; .,, l 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Otonomi-Daerah sesuai dengan 
lingkup tugasnya; , , . , , ", , , , .. 

(3) Subbagian Kapasitas Daerah mempunyai tugas : 

(2) Subba.gia.n Kapa.sita.s Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada. Kepa.la. Bagian Oton.omi. Daerah. 

(1) Subbagian Kapasitas Daerah merupakan Satuan Kerja 
Bagian Otonomi Daerah untuk melaksanakan tugas 
perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam upaya 
meningkatkan kapa.sita.s daera.h. 

Pasal 14 
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(2) Subbagian Bina Administrasi da.n Perangkat Wilayah dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina 
Administrasi Kewi.la.yahan. 

(1) · Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah 
merupakan Satuan Kerja Bagian Bina Administrasi 
Kewilayahan untuk melaksanakan tugas perumusan bahan 
kebijakan, pengoordinasian, pembina.a.n, pengernbangan, 
pendayagunaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan Kota.f K.a.bupa.ten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan. 

Pasal 17 

g. pela.pora.n dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Bina Administrasi Kewilayahan. 

f. fasilitasi pengoordinasian kepada Kecamatan dan 
Kelurahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 
pemungutan pajak di wilayahnya; dan 

e. perumusan bahan kebijakan, mengoordinasikan, 
membina, memfasilitasi, mernantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan lain; 

d. perumusan bahan kebijakan, mengoordinasikan, 
membina, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi 
penataan dan pengembangan wilayah serta sarana dan 
prasarana kantor dan rumah Kota/Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

mengoordinasikan, 
dan mengevaluasi 

Kota/ Ka bu paten 

c. perumusan bahan kebijakan, 
membina, memfasilitasi, memantau 
administrasi, dan perangkat 
Administrasi, Kecarnatan dan Kelurahan; 

strategis dan dokumen 
Bagian Bina Administrasi · 

b. pelaksanaan rencana 
pelaksanaan anggaran 
Kcwilayahan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Bina Adrninistrasi-Kewilayahan; 

(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan 
fungsi : 

( 1) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, 
fasilitasi, pernantauan, evalua.si. dan pembinaan 
administrasi, sarana prasarana dan perangkat wilayah 
kota/kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, 
pena.taa.n dan pengembangan wilayah serta (koordinasi dan 
fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perumusan 
kebijakan lembaga kemasyarakatan]. 

Pasal 16 
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(2) Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina 
Administrasi Kewilayahan. 

(1) Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah 
merupakan Satuan Kerja Bagian Bina Administrasi 
Kewilayahan untuk melaksanakan tugas perumusan bahan 
kebijakan, pengoordinasian, pembina.a.an, fasilitasi, 
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan dan 
pengembangan wilayah. 

Pasal 18 

J. melaporkan dan memperta.nggungjawa.bkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah. 

1. memfasilitasi penyelesaian permasa.lahan dala.m pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kota/Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan dengan pihak lain yang ruang 
lingkupnya lintas wilayah atau lintas sektoral; dan 

h. melaksanakan fasilitasi pengoordinasian kepada 
Kecamatan . dan Kelurahan dalam mendukung 
pelaksana.an kegiatan pemungutan pajak di wilayahnya; 
dan 

g. rnengoordinasikan, m.embin.a., monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaporan 
administrasi Kota/Kabupaten Adrninistrasi, . Kecamatan 
dan Kelurahan; 

f. merumuskan bahan kebijakan pedoman pelaksanaan 
tugas dan pelaporan administrasi Kota/Kabupaten 
Administrasi, Kecarnatan, dan Kelurahan; 

e. merumuskan bahan kebijakan pembinaan perangkat 
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

d. merumuskan bahan kebijakan pendayagunaan perangkat 
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan 
meliputi seleksi, promosi, demosi dan mutasi; 

c. melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data. 
perangkat Kota/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelura.han seca.ra periodik; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Bina Administrasi 
Kewilayahan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan 
anggaran Bagian Bina Administrasi -Kewilayahan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subba.gia.n Bina. Administrasi dan Perangkat Wilayah 
mempunyai tugas : 
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(2) Subbagian Lembaga Kernasyarakatan dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepa.da Kepala Ba.gia.n Bina Adrninistrasi 
Kewilayahan. 

(1) Subbagian Lernbaga Kemasyarakatan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Bina Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan clan evaluasi penyelenggaraan lembaga 
kemasyarakatan lain. 

Pasal 19 

1. rnela.porka.n da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah. 

k. rnenginventarisasi, menyimpan dan memelihara data 
pernerintahan sesuai bidang tugas; da.n 

J. melaksanakan koordinasi, pernantauan dan evaluasi 
kebijakan maskot/ ciri wilayah; 

1. melaksanakan inventarisasi dan pengendalian 
penggunaan kantor, rumah dinas jabatan, kendaraan 
dinas dan kendaraan operasional Kecamatan dan 
Kelurahan; 

h. mengoordinasikan, memantau dan rnengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan standarisasi kantor dan rumah 
dinas jabatan camat dan lurah; 

g. melaksanakan pemantauan, inventarisasi, dan 
harmonisasi titik koorclinat pilar batas daerah; 

dan 
da.n 

memantau 
pen.ataan 

f. mengoordinasikan, memfasilitasi, 
mengevaluasi penyelenggaraan 
pengembangan wilayah; 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan profit 
wilayah, tipologi, rupabumi, toponimi, batas wilayah, 
kodifikasi wilayah dan potensi wilayah; 

d. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan 
bahan kebijakan rupabumi, toponimi, dan batas wilayah; 

c. melaksanak.an kegia.tan pengkajian dan perumusan 
bahan kebijakan penataan dan pengembangan wilayah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Bina Administrasi 
Kewilayahan sesua.i dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Bina. Administrasi Kewilayahan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

Wilayah Pengembangan dan (3) Subbagian Penataan 
mempunyai tugas : 
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(2) Bagian Kerjasama Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung ja.wa.b 
kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan. 

(1) Bagian Kerjasarna Daerah merupakan Unit Kerja Biro Tata 
Pemerintahan untuk melaksanakan tugas perumusan 
kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, fasilitasi, 
pemantauan da.n evaluasi aclministrasi pelaksanaan kerja 
sama daerah. 

Pasal 20 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Subbagian Lembaga Kemasyarakatan. 

J. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Bina Wilayah; 
da.n 

i. rnengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja clan anggaran Bagian Bina Wilayah; 

h. menginventarisasi, menyimpan clan memelihara data 
pemerintahan sesuai bidang tugas; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan la.in yang 
berkaitan dengan lembaga kemasyaratan; 

f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan dalam 
pela.ksa.na.an tugas clan fungsi Lembaga Musyawarah 
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga; 

e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaporan 
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah 
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta 
lembaga kemasyarakatan lainnya; 

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan Dewan Kota/Dewan 
Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun Warga 
dan Rukun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan 
lainnya; 

c. merumuskan ba.han kebijakan penyelenggaraan Dewan 
Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, 
Rukun Warga clan Rukun Tetangga serta lembaga 
kemasyarakatan lainnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Bina Administrasi 
Kewilayahan sesuai clengan lingkup tugasnya.; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Bina Administra.si Kewilayahan sesu.ai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Lernbaga Kemasyarakatan mempunyai tugas: 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kerjasama Da.era.h sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Kerjasa.ma Provinsi dan Kabupaten mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Kerjasa.ma. Daerah. 

(1) Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten merupakan 
Satuan Kerja Bagian Kerjasama Daerah dalarn pelaksanaan 
kegiatan perumusan kebijakan, pengoordinasian program, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi 
pelaksanaan kerja sa.ma provinsi dan kabupaten. 

Pasal 22 

J. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tuga.s da.n 
fungsi Bagian Kerjasama Daerah. 

i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan terhadap 
forum kerja sama daerah dan/ atau asosiasi pemerintahan 
daerah dan/ atau asosiasi forum pemerintah daerah 
lainnya; dan 

h. pemberian rekornendasi hibah dan bantuan keuangan; 

g. pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan. kerja 
sama daerah; 

f. fasilitasi penyusunan naskah dan penyelenggaraan 
kerjasama daerah; 

e. pembinaan pelaksanaan kerjasama daerah; 

d. pengoordinasian penyusunan program kerjasama daerah; 

c. perumusan dan pembahasan kebijakan kerjasama daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Kerjasama Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kerjasama Daerah; 

(2) Untuk melaksanak.a.n tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kerjasama Daerah menyelenggarakan fungsi: 

( 1) Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan 
kerja sama daerah .. 

Pasal 21 
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e. melaksanakan penawaran kerjasama dan/ atau mernbahas 
usulan kerjasarna perkotaan, 

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dalam 
rangka pembina.an pelaksanaan kerjasama perkotaan; 

dengan c. melaksanakan inventarisasi bahan terkait 
perumusan kebijakan kerja.sama perkotaan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pela.ksanaan 
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan. rencana kerja. dan 
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3} Subbagian Kerjasama Perkotaan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kerjasama Perkotaan dipirnpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah. 

( 1) Subbagian Kerjasama Perkotaan rnerupakan Satuan Kerja 
Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, 
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan 
kerja. sa.ma perkotaan. 

Pasal 23 

h. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten. 

1. melaksanakan Dokumentasi produk naskah kerjasama 
Provinsi dan Kabupaten; dan 

g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan dukungan terhadap 
forum kerja sama daerah; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi 
kerjasama Provinsi dan Kabupaten; 

f. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan 
naskah kerja sama Provinsi dan Ka.bupaten; 

e. melaksanakan penawaran kerjasama dan/ a tau membahas 
usulan kerja sama Provinsi dan Kabupaten; 

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dalam 
rangka pembinaan pelaksanaan kerjasama Provinsi dan 
Kabupaten; 

c. melaksanakan inventarisasi bahan terkait dengan 
perumusan kebijakan kerjasama Provinsi dan Kabupaten; 

b. melaksanakan rcncana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai 
denga.n lingkup tuga.snya; 
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g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kerja 
sama lembaga dan badan; 

f. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan 
na.skah kerja sama daerah dengan Lembaga dan Badan; 

e. inelaksanakan penawaran kerjasama dan/ a tau membahas 
usulan kerjasama lemba.ga dan ba.da.n, 

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordina.si dalarn 
rangka pembinaan pelaksanaan kerjasama daerah dengan 
lembaga dan badan; 

c. melaksanakan inventarisasi bahan terkait dengan 
perumusan kebijakan kerjasama lembaga dan badan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai 
denga.n lingku.p tugasnya; . , . ·t 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kerjasama Da.erah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala. Bagian Kerja.sama Daerah. 

(1) Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan 
kerjasama antar lembaga dan badan. 

Pasal 24 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kerjasama Perkotaan. 

J. melaksanakan Fasilitasi Kerjasama Perkotaan skala 
regional. 

1. melaksanakan Dokumentasi produk naskah kerjasama 
perkotaan 

i. melaksanakan pemberian rekomendasi hibah dan bantuan 
keuangan; 

h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan dukungan terhadap 
forum kerja sama daerah; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi 
kerjasama perkotaan; 

f. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan 
naskah kerja sama perkotaan; 
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e. fasilitasi Asisten. Pemerintahan dalam hal pengoordinasian 
urusan penunjang pemerintah daerah bidang pengawasan, 
perencanaan, penelitian dan pengembanga.n, kesbangpol, 
kepegawaian, pengembangan SDM dan kesekretariatan 
DPRD. 

d. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang 
administrasi kependudukan,ketentrarnan, ketertiban 
umum dan perlindungan rnasyarakat, komunikasi dan 
informatika, persandian, statistik; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
urusan pemerintah bidang adrninistrasi 
kependudukan,ketentraman, ketertiban urn urn dan 
perlindungan masyarakat, · komunikasi dan informatika,· 
persandian, statistik; 

b. pelaksanaan rencana · strategis dan dokumen pela.ksa.naa.n 
anggaran Bagian 'Tata Praja; , · -, ·' 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran.. Bagian Tata Praja; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Tata Praja menyelenggarakan fungsi: 

( 1) · Bagian Tata Praja mempunyai tugas merumuskan, 
mengoordinasikan, membina, rnemantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan urusan bidang administrasi 
kependudukan, · ketentraman, ketertiba.n umum dan 
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, 
persandian, statistic serta pengelola.a.n ketatausahaan biro. 

Pasal 26 

(2) Bagian Tata Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung · jawab kepada 
Kepala Biro Tata Pemerintahan. 

{l) Bagian Tata Praja merupakan Unit Kerja Biro Tata 
Pemerintahan dalam pelaksanaan perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaa.n kebijakan urusan bidang administrasi 
kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, 
persandian, statistic serta pengelolaan ketatausahaa.n biro. 

Pasal 25 

1. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kerjasarna Lembaga dan Badan. 

h. melaksanakan Dokumentasi produk naskah kerja.sama 
lembaga dan Badan; 

h. melaksanakan koordinasi, fa.silita.si dan dukungan 
terhadap asosiasi pernerintah daerah dan/ atau asosiasi 
pemerintah daerah lainnya; 
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f. mernfasilitasi penyelesaian masalah kebijakan urusan 
pemerintah daerah bidang ketentram.an dan ketertiban 
umum meliputi penanggula.nga.n Bencana., Kebakaran, dan 
Polisi Pamong Praja; 

e. menghirnpun, mengolah, memelihara, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi pelaksa.naa.n kebijakan 
uruaan pemerintah daerah bida.ng ketentraman dan 
ketertiban umum meliputi penanggulangan Bencana, 
Kebakaran, dan Polisi Parnong Praja; 

d. mengoordinasikan, membina, mernfasilitasi, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan . pemerintah 
daerah bidang ketentraman dan ketertiban umurn meliputi 
penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Polisi Pamong 
Praja; 

c. memfasilitasi perumusan, penyusunan dan pern.bahasan 
bahan kebijakan urusan pernerintah daerah bidang 
ketentraman dan ketertiban umum meliputi penanggulangan 
Bencana, Kebakaran, dan Palisi Pamong Praja; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Tata Praja sesuai dengan lin.gkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran, da.n Polisi 
Pamong Praja mempunyai tugas : 

(2} Subbagian penari.ggulangan Bencana, Kebakaran, dan Polisi 
Pamong Praja dipimpin oleh seora.n.g Kepa.la Subbagian yang 
berkedudukan di bawah da.n bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Tata Praja. 

(1) Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Polisi 
Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Praja 
untuk melaksanakan tugas perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
urusan pemerintah daerah bidang ketentraman dan ketertiban 
umum meliputi penanggulangan Benca.na, Kebakaran, dan 
Polisi Pa.mong Praja, 

Pasal27 

i. pela.pora.n dan perta.nggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Tata Praja. 

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas Biro Tata Pemerintahan; dan 

g. pengoordinasian penyusunan rencana stra.tegis, rencana 
kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran 
Biro Tata Pemerintahan; 

f. pelaksanaan ketatausahaan biro; 
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g. memfa.silitasi Asisten Pemerintahan dalam ha1 
mengoordinasikan Badan Kepega.waian Daerah dan Badan 
Pengembangan SOM; 

f. memfasili.tasi penyelesaian masalah kebijakan urusan 
pemerintah daerah bidang Komunikasi dan lnformatika, 
persandian, Statistik dan administrasi Kependudukan; 

e. menghimpun, mengolah, mernelihara, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan inforrnasi pelaksanaa.n kebijakan 
urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan 
Informatika, persandian, Statistik dan administrasi 
Kependudukan; 

d. mengoordinasika.n, membina, memfa.silitasi, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah 
daerah bida.ng Kornunikasi dan Informatika, persandian, 
Statistik da.n administrasi Kependudukan; 

c. memfasilitasi perumusan, penyusunan dan pembahasan 
bahan kebijakan. u.rusan pemerintah daerah bidang 
Komunikasi dan Informatika, persandian, Statistik dan 
administrasi Kependudukan; 

b. melaksa.naka.n rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan lin.gkup 
tuga.snya; 

a.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan 
dan Catatan Sipil mempunya.i tugas : 

(2) Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan 
dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. 
Kepala BagianTata Praja. 

(1) Subbagian Kornunikasi, lnformatika, Statistik, Kependudukan 
dan Catatan Sipil merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Praja 
untuk melaksanakan kegiatan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan, evaluasi kebijakan urusan 
pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika, 
persandian, Statistik dan administrasi Kependudukan. 

Pasal 28 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran, 
dan Polisi Pamong Praja. 

dalam hal 
Inspektorat, 

g. rnemfasilitasi Asisten PEmeerintahan 
mengoordinasikan Sekretariat DPRD, 
Bappeda, Bakesbangpol- 
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m. rnenghimpun bahan, menganalisis dan. rnengajukan 
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Tata Pemerintahan; 

1. mela.ksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Tata Pemerinta.han; 

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana stra.tegis, 
rencana kerja dan anggaran Biro Tata Pemerintahan; 

J. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro 
Tata Pemerintahan; 

1. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro Tata \ 
Pemerintahan; 

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara 
Biro Tata Pemerintahan; 

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Tata Pemerintahan; 

f. melaksanakan pemeliharaan dan. perawatan prasarana dan 
sarana kerja Biro Tata Pemerintahan; 

e. rnelaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi 
Biro Ta.ta Pemerintahan; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro Tata Pemerintahan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Tata. Praja sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Tata Pemerintahan; 

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagia.n Tata. Praja sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(2) Subbagian Tata Usaha. Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan berta.nggun.g 
jawab kepada Kepala Bagian Tata Praja. 

(3) Subbagian Tata Usaha. Biro mempunya.i tugas: 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian 
Tata Praja dala.m pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, barang, surat-rnenyurat dan kearsipan 
serta kerumahtanggaan Biro Tata Pemerintahan. 

Pasal 29 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Komuni.ka.si, Informatika, Statistik, 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 
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k. penyelenggaraan kepustakaan hukum; 

J. pengundangan dan publikasi peraturan perundang 
undangan daerah; 

i. pendokumentasian peraturan perundang-undangan; 

h. pemberian pertimbangan hukum terhadap proses kerja 
sama; 

g. penelitian dan pengembangan hukum serta evaluasi 
peraturan perundang-undangan daerah; 

f. perlindungan hak asasi manusia; 

e. penanganan sengketa hukum a.ntara pemerintah daerah 
dengan pihak lain; 

dan/atau 
Perangkat 

d. pemberian pertirnbangan, bantuan 
'pendampingan hukum kepada pimpinan, 
Daerah dan pegawai daerah; 

c. penyiapan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi dan. 
pengundangan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Hukum; 

a. penyusunan rencana strategis dan 'rencana kerja dan 
anggaran Biro Hukum; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Biro Hukum menyelenggarakan fungsi : 

( 1) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanaka.n penyusunan, 
harmonisasi, penelitian dan pengembangan, pengundangan 
produk hukum daerah, publikasi da.n dokumentasi peraturan 
perundang-undangan, pernberian pertimbangan, bantuan, 
pelayanan hukum, kerjasama serta hak asasi manusia. 

Pasal30 

Biro Hukum 

Paragraf 2 

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian. Tata. Usaha Biro. 

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Tata Praja; dan 

o. mengoordinasikan penyusunan ba.han renca.na strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tata Praja; 

n. menghimpun bahan dan rnenyusun laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Tata 
Pemerin tahan; 
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(1) Bagian Peraturan Perundang-undangan merupakan Unit Kerja 
Biro Hukum dalam pelaksanaari penyiapan, pengoordinasian, 
perumusan, penyusunan, harmonisasi, evaluasi, pengkajia.n dan 
sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah 
dan naskah kerja sama. 

Pasal 32 

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Hukum sebagaimana 
dim.a.ksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran Peraturan 
Gubemur ini. 

e. Sub Kelornpok Jabatan Fungsicnal. 

1. Subbagian. Pengundanga.n dan Dokumentasi Hukum; 
2. Subbagian Publikasi Hukurn; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

1. Subbagian Bantuan Hukum I; 
· 2. Subbagian Bantuan Hukum II; dan 
3. Subbagian Bantuan Hukurn Ill. 

d. Bagian Dokurnentasi dan Publikasi Hukum, terdiri dari : 

c. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari: 

1. Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan 
Tata Ruang; 

2. Subbagian Pelaya.nan Hukum Bidang Aset, Prasarana 
dan Sarana Umum; dan 

3. Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan 
Hak Asasi Manusia. 

b. Bagian Pela.ya.nan Hukurn dan Hak Asasi Manusia, terdiri 
dari: 

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Perekonomian dan Keuangan; 

2. Subbagian Peraturan Perundang-undanga.nBida.ng 
Pembangunan da.n Lingkungan Hidup; dan 

3. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari: 

(1) Susunan Organisasi Biro Hukum, sebagai berikut: 

Pasal 31 

o. pelapora.n dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Hukum. 

n. pengelolaan kearsipan, data dan inforrnasi Biro Hukum; 
dan 

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Hukum; 

1. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Hukum; 
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o. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal na.skah 
dinas; 

n. pengoordinasiaan dengan instansi terkait rnengenai 
evaluasi produk hukum daerah; 

m. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum 
daerah; 

1. penyelara.san naskah akademik ranperda ; 

peraturan k. pelaksanaan koordinasi pernbahasan 
perundang-undangan dan naskah kerjasama; 

peraturan penyusunan j. pelaksanaan koordinasi 
perundan.g-un.d.a.n.ga.n; 

i. pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah; 

h. fasilitasi pembahasan rancangan produk hukum daerah; 

g. penyusunan rancangan produk hukum daerah dan 
naskah kerj asama; 

f. fasilitasi perumusa.n rancangan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur; 

e. penyiapan bahan harmonisasi dan sinkronisasi 
penyusunan peraturan perundang-unda.ngan; 

d. pemberian pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan 
produk hukum daerah dan .naskah kerja sama; 

penyusunan c. penyiapan bahan pengoordinasiaan 
peraturan perundang-undangan; 

b. pelaksanaan rencana. strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan; 

a. penyusunan rencana. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Pera.turan Perun dang- undangan menyelenggarakan 
fungsi : · 

(1) Bagi.an Peratura.n Perudang-undangan mempunyai tugas 
melaksanakanpenyiapan, pengoordinasian, perumusan, 
penyusunan, harmonisasi, eva.luasi, pengkajian dan sosialisasi 
rancangan peraturan perundang-undangan daerah dan naskah 
kerjasama. 

Pasal 33 

(2) Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang 
Kepala Bagian yang berkedud.ukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Hukurn. 
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h. melaksanakan harmonisasi da.n sinkronisasi penyusunan 
peraturan perundang-undangan bidang perekonomian dan 
keuangan; 

g. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum 
daerah bidang perekonornian dan keuangan; 

f. melaksanakan fasilitasi perumusan ra.nca.ngan produk 
hukum daerah bidang perekonomian dan keuangan; 

e. melaksanaka.n pemberian pendapat dan masukan dalam 
penyusunan produk hukum daerah bidang perekonornian 
dan keuangan; 

d. rnelaksanakan penyiapan bahan harmonisasi dan 
· sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan 

bi dang perekonomian dan keuangan; 

c. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasiaan 
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
Perekonomian dan Keuangan; 

dokumen 
Perun dang- 

b. rnelaksanakan rencana strategis dan 
pelaksanaan a.nggaran Bagian Peraturan 
undangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun ba.ha.n rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

Bi dang (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan 
Perekonomian clan Keuangan mempunya.i tugas : 

(2) Subbagian Peratura.n Perundang-undangan Bida.ng 
Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkeduduka.n. di bawa.h dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan. 

, (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Perekonomian dan Keuangan merupakan Satuan Kerja Bagian 
Pera.tura.n. Perundang-undangan dalarn pelaksanaan kegiatan 
penyiapan, pengoordinasian, perumusan, penyusunan, 
ha.rmonisasi, eva.luasi, pengkajian dan sosialisasi rancangan 
peraturan perundang-undangan daerah dan naskah kerjasama 
bidang Perekonomian dan Keua.ngan. 

Pasal34 

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-undangan. 

q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan perin tah 
pimpinan;dan 

p. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan SKPD / UKPD dan instansi terkait lainnya; 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
angga.ra.n Bagia.n Peraturan Perundang-undanga.n sesuai 
dengan lingkup tugasnya; , 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Peraturan Perun.dang-undangan Bidang 
Pembanguna.n da.n Lingkungan Hidup mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan 
Perundang-undangan. 

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pembangunan da.n Lingkungan Hidup merupakan Satuan 
Kerja Ba.gian Pera.turan Perundang-undangan dalam pelaksanaan 
kegiatan penyiapan, pengoordinasian, perumusan, penyusunan, 
harmonisasi, evaluasi, pengkajian dan sosialisasi rancangan 
peraturan perundang-undangan daerah dan naskah kerjasam.a. 
bidang pernbangunan dan lingkungan hidup. 

Pasal35 

r. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Perekonomian dan Keuangan. 

q. mengikuti pembahasan rancangan peraturan Daerah 
bidang perekonomian clan keuangan bersama DPRD; dan 

p. pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenai 
evaluasi produk hukum da.erah bidang perekonomian dan 
keuangan; 

o. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum 
daerah bidang perekonomian dan keuangan; 

n. penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan 
daerah bidang perekonomian dan keuangan; 

lain sesuai dengan perintah m. melaksanakan fungsi 
pimpinan; 

1. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan SKPD /UKPD dan instansi terkait lainnya; 

k. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah 
dinas; 

j. melaksanaan koordinasi pembahasan peraturan 
perundang-undangan bidang perekonomian dan keuangan; 

i. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan 
perundang-undangan bidang perekonomian dan keuanga.n; 
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r. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 

q. mengikuti pembahasan rancangan peraturan Daerah 
bida.ng Pemba.nguna.n dan Lingkungan Hidup bersama 
DPRD; dan 

p. pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenai 
evaluasi produk hukum daerah bidang Pembanguna.n da.n 

. Lingkungan Hidup; 

o. pelaksanaan evaluasi da.n pengkajian produk hukum 
daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

n. penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan 
daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

lain · sesuai · dengan perintah m. melaksanakan fungsi 
pimpman; 

l. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan SKPD /UKPD dan instansi terkait lainnya; 

k. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah 
dina.s; 

J. melaksanaan koordinasi pembaha.san pera.turan 
perundang-undangan bidang Pembangunan dan 

. Lingkungan Hidup; 

i. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan 
perundang-undangan bidang · Pembangunan dan 
Lingk:ungan Hidup; 

h. melaksana.ka.n harmonisasi da.n sinkronisa.si. penyusuna.n. 
peraturan perundang-undangan bidang Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup; 

g. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum 
daerah bidang Pembangunan clan Lingkungan Hidup; 

f. melaksanakan fasilitasi perumusan rancangan produk 
hukum daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup; '· 

e. melaksanakan pemberian pendapat dan masukan dalam 
penyusunan produk hukum daerah bidang Pembangunan 

. dan Lingkungan Hidup; 

d. melaksanakan penyiapan ba.ha.n harmonisasi dan 
sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan 
bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

c. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasiaan 
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 
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J· melaksanaan koordinasi. pembahasan peraturan 
perundang-undangan bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

i. rnelaksanakan koordinasi penyusuna.n peraturan 
perundang-undangan bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

h. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan 
peraturan perundang-undangan bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

g. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum 
daerah bida.ng Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

f. melaksanakan fasilitasi perumusan rancangan produk 
hukum daerah bidang Pemerintahan dan Keseja.hteraa.n 
Rakyat; • J 

e. melaksanakan pemberian pendapat dan masukan dalam 
penyusunan produk hukum daerah bidang Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat; 

d. melaksanakan penyiapan bahan harmonisasi dan 
sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan 
bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

c. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasiaan 
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

dokum.en. 
Perun dang- 

b. melaksanakan rencana strategis dan 
pelaksanaan .anggaran Bagian Peraturan 
undangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun ba.han rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mem.pun.yai tugas : 

(2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh 
seorang Kepala. Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan 
Perundang-undangan. 

{l) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pemerinta.han dan. Kesejahteraan Rakyat merupakan Satuan 
Kerja Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam 
pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengoordinasian, 
perumusan, penyusunan, harmonisasi, evaluasi, pengkajian 
dan sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan 
.daerah dan n.askah kerjasama bidang Pemerintahan dan 
Kescjahteraan Rakyat. 

Pasal 36 
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c. pemberia.n pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan 
Aparatur Daerah dalam kedinasan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
an.ggara.n Ba.gia.n Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana. kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Ma.nusia 
menyelenggarakan fungsi : 

( 1) Bagian Pelayanan H.ukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 
tugas memberikan pelayanan hukum, penyelesaian sengketa 
hukum dan hak asasi manusia. 

Pasal 38 

(2) Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum. 

(1) Bagian Pelayan.an. Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan 
Unit Kerja Biro Hukum dalam pemberian pelayanan. hukum, 
penyelesaian sengketa hukum dan hak asasi manusia. 

Pasal37 

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

q. mengikuti pembahasa.n rancangan peraturan Daerah 
bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama 
DPRD; dan 

p. pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenai. 
evaluasi produk hukum daerah bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

o. pelaksa.naa.n evaluasi dan pengkajian produk hukum 
daerah bidang Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

n. penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan 
daerah bidang Pernerintahan da.n Kesejahtera.an Rakyat; 

lain sesuai dengan perin tah m. rnelaksanakan fungsi 
pimpina.n; 

1. memberikan pendapat hukurn pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan SKPD /UKPD clan instansi terkait lainnya; 

k. melakukan pengkoreksian dan mene1iti perbal n.askah. 
dinas; 
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a. menyusun rencana strategis · dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya; 

F3) Subba.gia.n Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata 
Ruang mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata 
Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pclayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.. 

(1) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata 
Ruang merupakan Satuan Kerja Bagian Pelayanan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dalarn pelaksanaan pelayanan 
hukum, penyelesaian sengketa hukum bidang pertanahan dan 
tata ruang. 

Pasal 39 

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaa.n tugas 
Bagian Pelayanan Hukum. dan Ha.k Asasi Manusia. 

n. Iasilitasi pengkoreksian dan penelitian perbal naskah 
dinas; dan 

m. pemberian pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan pada SKPD / UKPD dan instansi terkait 
lainnya; 

1. pelaksanaan kegiatan koordinasi denga.n SKPD/UKPD 
dan/ atau instansi terkait dalarn rangka penyelesaian 
Sengketa Hukum dan HAM; 

k. pemberian pertimbangan hukum kepada Gubernur dalam 
upaya penyelesaian permasalahan hukum terkait 
pertanahan, tata ruang, aset Pemerintah Daerah, 
perumahan dan HAM; 

1. pemberian pendapat dan pertimbangan hukum kepada 
pimpinan SKPD / UKPD terkait pengaduan masyarakat; 

j. pelaksanakan penghimpunan bahan penyelesaian permasalahan 
hukurn terkait pertanahan, tata ruang, aset Pemerintah 
Daerah, peruma.han da.n HAM; 

h. pelaksanaan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam 
menerima pengunjuk rasa; 

g. pelaksanaan konsultasi hukum bagi SKPD/UKPD, 
masyarakat dan swasta; 

e. pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan masyarakat 
dengan SKPD /UKPD dan instansi lainnya; 

f. pelaksanaan mediasi da.n fasilitasi · antar para pihak yang 
berselisih dan bersengketa; 

d. penerimaan pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum 
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan 
Pemerintah daerah atau instansi lainya; 
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( 1) Subbagian Pelayanan Hukum Bi dang A set, Sarana dan 
Prasarana Umum merupakan. Satuan Kerja Bagian Pelayanan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan 
pelayanan hukurn, penyelesaian sengketa hukum bidang Aset, 
Sarana dan Prasarana Umum. 

Pasal40 

n. melaksanakan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian 
perbal naskah dinas: dan 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Hukum Bida.ng Pertana.han 
dan Tata Ruang. 

L melaksanakan koordinasi dengan SKPD / UKPD dan/ atau 
instansi terkait dalam rangka penyelesa.ia.n sengketa 
hukum bidang pertanahan dan tata ruang; 

m. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan pada SKPD/UKPD dan instansi terkait 
lainnya; 

j. melaksanakan penghimpun.an bahan penyelesaian 
permasalahan hukum bidang pertanahan dan tata ruang; 

k. memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur 
dalam upaya penyelesaian permasaJahan hukum bidang 
pertanahan dan tata ruang; 

i. mernberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada 
pimpinan SKPD / UKPD terkait pengaduan masyarakat 
bidang pertanahan da.n tata ruang; 

h. mela.ksanakan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam 
menerima pengunjuk rasa bidang pertanahan dan tata 
ruang; 

g. melaksana.kan. konsultasi hukum ·bagi SKPD/UKPD, 
masyarakat dan swasta bidang pertanahan dan tata 
ruang; 

f. melaksanakan mediasi dan fasilitasi antar para pihak yang 
berselisih dan bersengketa bidang pertana.ha.n dan ta.ta. 
ruang; 

e. melaksanakan koordinasi penyelesaian pengaduan 
masyarakat dengan SKPD/UKPD dan instansi lainnya 
bidang pertanahan dan tata ruang; 

c. memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan 
Aparatur Daerah dala.m. kedinasan bidang pertanahan dan 
tata ruang; 

d. menerima pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum 
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat 
denga.n Pemerintah da.erah a.tau instansi lainya bidang 
pertanahan dan tata ruang; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokurnen 
pela.ksa.na.an. angga.ran Bagian Pelayanan Hukum dan 
HAM sesuai dengan lingkup tugasnya ; 
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n. melaksanakan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian 
perbal naskah dinas; dan 

m. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan pada SKPD/UK.PD dan instansi terkait 
lainnya; 

1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD /UKPD da.n/ atau 
instansi terkait dalam rangka penyelesaia.n. sengketa 
hukum bidang Aset, Sarana dan Prasarana Umum; 

k. memberikan pertimbangan hukurn kepada Gubernur 
dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum bidang 
Aset, Sarana dan Prasarana Umum; 

j. melaksanakan penghimpunan bahan penyelesaian 
permasalahan hukum bida.ng Aset, Sarana dan Prasarana 
Urn um; 

1. memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada 
pimpinan SKPD /UKPD terkait pengaduan masyarakat 
bidang Aset, Sarana da.n Prasarana. Umum; 

h. melaksanakan penda.mpingan bagi SKPD/UKPD dalam 
menerima pengunjuk rasa bidang Aset, Sarana dan 
Prasarana Umum; 

SKPD/UKPD, 
Sarana dan 

bagi 
A set, 

hukum 
bidang 

g. melaksanakan konsultasi 
masyarakat dan swasta 
Prasarana Umum; 

f. melaksanakan mediasi dan fasilita.si a.ntar para pihak yang 
berselisih dan bersengketa bidang Aset, Sarana dan 
Prasarana Umum; 

e. melaksanakan koordinasi penyelesaian pengaduan 
masyarakat dengan SKPD/UKPD dan instansi lainnya 
bidang Aset, Sarana da.n. Pra.sara.na. Umum; 

d. menerima pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum 
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat 
dengan Pemerintah daerah atau instansi lainya bidang 
Aset, Sarana dan Prasarana Umum; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Hukum clan 
Hak Asasi Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan 
Aparatur Daerah dalam kedinasan bidang Aset, Sarana 
dan Prasarana Umum; 

a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset, Sarana dan 
Prasarana Umum rnempunyai tugas: 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum bidang Aset, Sara.n.a. d.an 
Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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1. memberikan pcrtimbangan hukum kepada Gubernur 
dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum bidang 
Peruma.ha.n; 

penyelesaian k. melaksanakan penghimpunan bahan 
perrna.sala.han hukum bidang Perumahan; 

j. rnelaksa.na.kan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian 
perbal naskah dinas; 

1. mernberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada 
pimpinan SKPD /UKPD terkait pengaduan masya.ra.kat 
bidang Perumahan; 

h. melaksanakan pendampingan bagi SKPD / UKPD dalarn 
menerima pengunjuk rasa bidang Perumahan; 

g. melaksanakan konsultasi hukurn bagi SKPD/UKPD, 
masyarakat dan swasta bida.ng Perumahan; 

e. melaksanakan koordinasi penyelesaian pengaduan 
rnasyara.kat denga.n SKPD / UKPD dan instansi lainnya 
bidang Perumahan; 

f. rnelaksanaka.n mediasi clan fasilitasi antar para pihak yang 
berselisih dan bersengketa bidang Perumahan; 

c. memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan 
Apa.ratur Daerah dalarn kedinasan bidang Perumahan; 

d. menerima pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum 
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat 
dengan Pemerintah daerah atau instansi lainya bidang 
Perumahan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak 
Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pelayanan Hukum. 

(3) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak 
Asasi Manusia mempunyai tugas : 

(1) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak 
Asasi Manusia merupakan Satuan Kerja Bagi.an Pelayanan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan kegiatan 
pengembangan hak asasi manusia. 

Pasal 41 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset, Sarana 
dan Prasarana Umum. 
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a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
Bagian Bantuan Hukum rnenyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Bantuan Hukum merupakan unit kerja. Biro Hukum 
dalam pelaksanaan kegi.atan Bantuan Hukum. 

Pasal 43 

(2) Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Hukum. 

( 1) Bagian Bantuan Hukum merupakan Unit Kerja Biro Hukum 
dala.m pem berian bantuan hukum. 

Pasal 42 

v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan 
dan Hak Asasi Manusia. 

u. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 

t. mengoordinasikan penyusuna.n baha.n rencana stra.tegis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pelayanan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia; · 

s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan hak asasi 
manusia; 

r. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama 
dengan instansi/lembaga terkait di bidang hak asasi 
manusia; 

q. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi perlindungan hak 
asasi manusia; 

p. melaksanakan kegiatan perlindungan hak asasi manusia; 

o. menghimpun bahan dan menyusun rencana dan program 
perlindungan hak asasi manusia; 

n. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan pada SKPD /UKPD dan instansi terkait 
lainnya; 

m. m.elaksana.kan koord.ina.si den.gan SKPD/UKPD da.n/ata.u 
instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa 
hukum bidang Perumahan; 
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(2) Subbagian Bantuan Hukum I dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepa.la. Ba.gia.n Bantua.n Hukum. 

( 1) Subbagian Bantuan Hukurn. I merupa.kan Satuan Kerja 
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan 
bantua.n hukum pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Pasal 44 

n. Pelaporan dan Pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
ba.gian Ba.ntuan Hukum. 

m. pela.ksa.na.a.n fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan 

1. pemberian pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait; 

k. pengkoreksian d.an penelitian perbal naskah dinas; 

j. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan kantor 
hukum clan organisasi bantuan hukum dalam rangka 
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerint.ah Daera.h; 

i. pela.ksa.na.an kegiatan koordinasi dengan instansi penegak 
hukum dalam rangka penyelesaian perkara hukum di bidang 
litigasi; 

h. pelaksanaan pengadministrasian perkara hukum di bidang 
litigasi dan pendokumentasian putusan/penetapa.n 
pengadilan dan bukti perkara; 

g. pendatangan SKPD /UKPD dan pihak-pihak terkait dalam 
rangka pengumpulan bukti dalam rangka penanganan 
perkara. hukum di bidang dalam litigasi; 

f. pelaksanaan rapat koordinasi. dengan SKPD /UKPD dan 
pihak-pihak terkait dalam rangka penanga.nan perkara 
hukum di bidang litigasi; 

e. pemberian pertimbangan dan/ atau perlindungan hukum 
bagi SKPD / UKPD; 

d. pemberian pertimbangan dan/atau perlindungan hukum 
kepada. Pimpina.n da.n Apa.ra.tur Daerah; 

c. pelaksanaan penanganan perkara hukum dalam di bidang 
litigasi meliputi uji materiil pera.turan perundang-undangan 
di. bawah undang-undang, perkara perdata, perkara pidana, 
perkara tata usaha Negara dan perkara di Badan Peradilan 
Lainnya; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
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n. melaporkan dan Pertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas subbagian Bantuan Hukum I. 

m. melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan 

l. memberi pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi 
terkait; 

k. mengkoreksi dan meneliti perbal naskah dinas; 

j. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor 
hukum dan organisa.si bantua.n hukum dalam rangka 
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daera.h; 

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi 
penega.k hukum dalam rangka penyelesaian perkara 
hukum di bidang litigasi; 

h. rnengadministrasikan perkara hukum di bidang litigasi 
dan pendokumentasian putusan / penetapan pengadilan 
clan bukti perkara.; 

g. mendatangi/menghadap SKPD/UKPD dan pihak-pihak 
terkait dalam rangka pengumpulan bukti dalam rangka 
penanganan perkara hukum di bidang dalam litigasi; 

f. melakukan rapat koordinasi dengan SKPD /UKPD dan 
pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan perkara 
hukum di bidang litigasi; 

e. memberikan pertimbangan dan/ atau perlindungan 
hukum bagi SKPD/UKPD; 

d. mern.berika.n pertimba.ngan da.n./a.ta.u perlindungan 
hukum kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah; 

c. melaksanakan penanganan perkara hukum dalam di 
bidang litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara meliputi uji 
materiil peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang, perkara. perdata, perka.ra pidana 
danperkara di Badan Peradilan Lainnya. 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum I 
sesuai dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana. kerja 
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum I sesuai 
dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan Negeri 
Jakarta. Pusat da.n Pengadilan Negeri Jakarta Uta.ra; 

(3) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas : 
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J. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor 
hukum da.n organisasi bantuan hukum dalam rangka 
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daerah; 

1. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi 
penegak hukum dalam rangka penyelesaian perkara 
hukum di bidang litiga.si; 

h. mengadministrasikan perkara hukum di bidang . litigasi 
da.n pendokumentasian putusan/penetapan pengadilan 
dan bukti perkara; 

g. mendatangi/menghadap SKPD/UKPD dan pihak-pihak 
terkait dalam rangka pengumpulan bukti dalam rangka 
penanganan perkara. hukum di bidang dalam litigasi; 

f. melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD dan 
pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan perkara 
hukum di bidang Iitigasi; 

e. memberikan pertimbangan dan/ atau perlindungan 
hukum bagi SKPD/UKPD; 

d. memberikan pertimbangan dan/ atau perlindungan 
hukum kepada Pirn.pina.n da.n Aparatur Daerah; 

c. melaksanakan penanganan perkara hukum dalam di 
bidang litigasi pada. wilaya.h Pengadilan Negeri .Jakarta 
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri .Jakarta Barat 
meliputi uji materiil peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang, perkara perdata, perkara pidana; 
d~n perkara di Badan Peradi.lan La.innya. 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum II 
sesuai dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri 
.Jakarta Barat; 

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum II sesuai 
dengan lingkup tugasnya pada wilayah wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat; 

(3) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Bantuan Hukum II dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di ba.wah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum. 

(1) Subbagian Bantuan Hukum II merupakan Satuan Kerja 
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan 
bantuan hukum pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Pasal 45 
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g. menda.tan.gi/rnenghadap SKPD/UKPD clan pihak-pihak 
terkait dalam rangka pengumpulan bukti. da.la.m rangka 
penanganan perkara hukum di bidang dalam litigasi; 

f. melakukan rapat koordinasi dengan SKPD I UKPD dan 
pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan perkara 
hukum di bidang litigasi; 

e. memberikan pertimbangan dan/ atau perlindungan 
hukum bagi SKPD/UKPD; 

d. memberikan. pertimbangan dan/atau perlindungan 
hukum kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah; 

c. melaksanakan penanganan perkara hukum. dalarn di 
bidang litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur clan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi uji 
materiil peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang, perkara perdata, perkara pidana, 
perkara tata usaha negara dan perkara di Badan 
Peradilan Lainnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum III 
sesuai dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadila.n 
Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum III sesuai 
dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

(3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunya.i tugas : 

(2) Subbagian Bantuan Hukum III dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagia.n yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum. 

( 1) Subbagian Bantuan Hukum III merupakan Satuan Kerja 
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan 
bantuan hukurn pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Pasal46 

n. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subha.gian Bantuan Hukum II. 

m. melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan 

l. memberi pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan oleh SKPD /UKPD dan/ atau instansi 
terkait; 

k. mengkoreksi dan rneneliti perbal naskah dinas; 
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d. pendokurnentasian Peraturan Perundang-undangan; 

c. penghimpunan Peraturan Perundang-unda.n.gan sebagai 
bahan perpustakaan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 

a. penyusun.an. bahan rencana strategis, rencana kerja dan 
anggaran Bagian Dokumentasi, Pengundanga.n dan 
lnformasi Hukum; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Dokumentasi dan. Publ.ika.si Hukum menyelenggarakan 
fungsi: 

( 1) Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan. hukum, dokumentasi dan 
inforrnasi hukum kepustakaan hukum, pengundangan dan 
publikasi hukum serta ketatausahaan Biro. 

Pasal 48 

(2) Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukurn .. 

( 1) Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum merupakan Unit 
Kerja Biro Hukum dalam pelaksanaan pernbinaan hukurn, 
dokumentasi dan informasi hukum kepustakaa.n huku.m, 
pengundangan dan publikasi hukum serta ketatausahaan 
Biro. 

Pasal 47 

n. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Bantuan Hukum III. 

m. melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan 

1. memberi pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan oleh SKPD / UKPD dan/ a tau instansi 
terkait; 

k. mengkoreksi dan meneliti perbal naskah dinas; 

J. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor 
hukum dan organisasi bantuan hukum dalam rangka 
pen.yelesa.ia.n permasala.ha.n Hukurn. Pernerintah Daerah; 

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi 
penegak hukum dalam rangka penyelesaian perkara 
hukum di bidang litigasi; 

h. mengadministrasikan perkara hukum di bidang litigasi 
dan pendokumentasian putusan/ penetapan pengadilan 
dan bukti perkara; 
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(1) Subbagian Pengundangan da.n Dokumentasi Hukum 
merupakan Satuan Kerja Bagian Dokumentasi dan Publikasi 
Hukum dalam pelaksanaan kegiatan pendokumentasian. 
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v. pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Bagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum. 

u. pengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Dokumentasi 
dan Informasi Hukum; dan 

t. pengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
clan dokumen pelaksanaan anggaran Biro Hukum; 

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; 

r. pemberian pendapat hukum pada rapat koordinasi yang 
diselenggarakan SKPD / UKPD clan instansi terka.it lainnya; 

q. pengk.oreksia.n dan men.eliti perbal naskah dinas; 

p. pelaksanaan pengkoreksian clan meneliti perbal naskah 
din as; 

o. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran 
da.n dokumen pelaksanaan anggaran Biro Hukum; 

barang dan keuangan, n. pengelolaan kepegawaian, 
ketatausahaan Biro Hukum; 

m. pengelolaan kepustakaan Hukum; 

l. pelaksanaan pelayanan informasi peraturan perundang 
undangan; 

k. pelaksanaan penaklikan, registrasi, pengundangan da.n 
autenfikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 

j. pela.ksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
daerah serta peraturan perundangan lainnya melalui media 
cetak elektronik dan media lainnya kepada masyarakat 
dan aparat; 

i. pelaksanaan penyuluhan Hukum terpadu; 

h. pelaksanaan pembinaan kelompok Kadarkum; 

g. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada Kelurahan Sadar 
Hukum; 

f. pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum 
(JDIH); 

e. penyimpanan dan perneliharaan produk-produk hukurn; 
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p. mela.ksana.kan pelayanan informasi hukum; 

o. melaksanakan pendistri.busia.n dan./ atau penyebarluasa.n 
peraturan perundang-undangan; 

n. melaksanakan kegiatan pengandaan dan pendokurnentasian 
lembaran daerah dan berita daerah; 

m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Jaringan 
Dokumentasi Informasi Hukum; 

l. melaksanakan kegiatan, pembinaan clan birnbingan teknis 
.Jaringan Dokumenta.si dan Informa.si Hukum (JDIH); 

k. melaksanakan kegiatan pendokumentasian peraturan 
perundang-undangan dan dokumen hukum Iainnya; 

j. rnelaksanakan kegiatan penyusunan abstraksi/ ringkasan 
warta dan informasi produk hukum daerah; 

i. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan 
penyimpanan peraturan perundang-undangan pusat dan 
daerah serta bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya; 

h, rn.elakukan penaklikan, registrasi, pengundangan dan 
autenfikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 

g. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah 
dinas; 

f. melakukan autentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur; 

e. melakukan pengundangan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur; 

kepada Dae rah d. melakukan registrasi Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri; 

c. melakukan penaklika.n naska.h Pera.tura.n Da.era.h dan 
Peraturan Gubernur; 

b. rnelaksanakan rencana strategis dan anggaran Bagian 
Dokumentasi dan Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum 
sesua.i den.gan lin.gkup tuga.snya.; 

Hukum (3) Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi 
mernpunyai tugas : 

(2) Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum 
dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan 
di ba.wah dan berta.nggung jawa.b kepada. Kepala. Bagian 
Dokumentasi dan Publikasi Hukum 
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d. memberikan pernberian pendapat hukum pada rapat 
koordinasi yang diselenggarakan SKPD /UKPD dan 
instansi terkait la.innya; 

c. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah 
dinas; 

b. melaksanakan rencana strategis dan. dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi 
Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum 
sesuai dengan lingkup tugasnya: 

(3) Subbagian Publikasi Hukum mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Publikasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Dokumentasi clan Publikasi 
Hukum. 

{ 1) Subbagian Publikasi Hukum merupakan Satuan Kerja Bagian 
Dokumentasi dan Publikasi Hukum dalam pelaksanaan 
kegiatan analisis dan pengundangan serta publikasi peraturan 
perundang-undangan daerah. 
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y. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Dokumentasi Hukum. 

x. memberikan pemberian pendapat hukum pada rapat 
koordinasi yang diselenggarakan SKPD /UKPD dan 
instansi terkait lainnya; dan 

w. melakukan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; 

v. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah 
dinas; 

u. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD 
dalam rangka penetapan dan pengundangan Pera.turan 
Daerah dan Peraturan Gubernur; 

t. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri dan/ atau Kementerian lainnya dalam 
rangka evaluasi rancangan Peraturan Daerah; 

s. melaksanakan kegiatan penyusunan hirn.punan. pera.tura.n 
perundang-undangan (kodifikasi); 

r. melaksanakan kegiatan penyusunan katalog perpustakaan 
hukurn; . 

q. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan 
kepustakaan huk:um; 
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g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Hukum; 

f. melaksanakan pemeliharaan da.n perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Hukum; 

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan 
informasi Biro Hukum; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaa.n ketatausahaan dan 
{ kerumahtanggaan Biro Hukum 

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan da.n 
barang Biro Hukum; 

b. melaksanakan rencana strategis da.n dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Dokumentasi dan 
Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya: 

a. menyusun bahan rencana strategis da.n rencana kerja dan 
anggaran Bagi.an Dokumentasi dan Publikasi Hukum 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian. Dokumentasi da.n Publikasi 
Hukum. 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, 
ha.rang, surat-menyurat dan kearsipan serta 
kerumahtanggaan Biro Hukum. 
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k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Publika.si Hukum. 

j. melaksanakan kegiatan penghimpunan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan; da.n 

1. melakukan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; 

h. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
daerah serta peraturan perundangan lainnya. m.elalui 
media cetak elektronik dan media lainnya kepada 
masyarakat dan aparat; 

g. melaksanakan penyuluhan Hukum terpadu; 

f. melaksanakan pembi.naan kelompok Ka.darkum; 

e. melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kelurahan 
Sadar Hukum; 
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksana.an anggaran Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Biro Organisasi dan Reformasi Birokraai menyelenggarakan 
fungsi: 

( 1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokraai mempunya.i tuga.s 
melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi, 
pembinaan kelembagaa.n, analisis jabatan, analisis ·beban 
kerja, evaluasi ja.batan, reformasi birokrasi, pelayanan 
publik, evaluasi dan pelaporan, ketatalaksanaan, standarisasi 
sarana kerja da.n tata ruang kerja serta system dan prosedur 
kerja. 
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Biro Organisasi clan Reformasi Birokrasi 

Paragraf 3 

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, · 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Dokumentasi 
dan Publikasi Hukum; dan 

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Dokumentasi 
dan Publikasi Hukum; 

n. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Hukum; 

m. rnenghimpun bahan, meriganalisi.s dan mengajuka.n 
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Hukum; 

l. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan ren.ca.na strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Hukum; 

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, 
rencana. kerja. dan a.nggaran Biro Hukum; 

J. · melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Biro 
Hukum; 

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Hukum; 

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan. penga.turan acara 
Biro Hukurn; 
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1. Subbagian Kelembagaan I; 
2. Sub bagian Kelembagaan II; dan 
3. Subbagian Kelembagaan III. 

a. Bagian Kelernbagaan, terdiri dari : 

( 1) Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi, sebagai berikut : 
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o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. 

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro 
Organisasi da.n Reformasi Birokrasi; dan 

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

1. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

k. pembinaan dan pengembangan reformasi birokrasi; 

J. pengembangan transparansi dan akuntabilitas; 

1. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan 
laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat 
Daerah; 

h. pembakuan/ standardisasi perlengkapan/ peralatan kerja 
dan penataan rua.ng kan.tor; 

g. penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pakaian dinas dan atributnya; 

f. penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata 
naskah dina.s, kode, stempel, kop naskah dinas dan 
papan nama SKPD / UKPD; 

e. pemantauan, evaluasi dan pembinaan kelembagaan, 
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 
reformasi birokrasi, pelayanan publik, eva.luasi dan 
pelaporan, ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja 
dan tata ruang kerja serta sistem dan prosedur kerja; 

d. pelaksanaan penataan kelembagaan, analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi 
birokrasi, pel.a.ya.nan publik, eva.luasi dan pelaporan, 
ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja dan tata 
ruang kerja serta sistem dan prosedur kerja; 

c. penyusunan kebijakan penataan kelernbagaan, analisis 
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi 
birokrasi, pelayanan publik, evaluasi dan pelaporan, 
ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja dan tata 
ruang kerja serta aistem dan prosedur kerja; 
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d. penghimpunan dan pengolahan bahan penataan 
kelembagaan perangkat daerah; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan , 
penataan organisasi perangkat daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan a.ngga.ran Bagian Kelembagaan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kelern.bagaa.n; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: 

merumuskan, 
kelembagaan 

(1) Bagian Kelembagaan mempunyai tugas 
menata, membina dan mengevaluasi 
organisasi perangkat daerah. 
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(l) Bagian Kelernbagaan merupakan Unit Kerja Biro Organisasi 
dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan perumusan, 
penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan organisasi 
perangkat daerah. 

(2) Bagian Kelembagaan dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di· ba.wa.h dan. bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. 
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(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Gubernur ini. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Subbagian Reformasi Birokrasi; 
2. Subbagian Pelayanan Publik; dan 
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, terdiri 
dari: 

1. Subbagian Ana1isis Jabatan I; 
2. Subbagian Analisis .Jabatan II; dan 
3. Subbagian Analisis Ja.batan III. 

c. Bagian Analisis Jabatan, terdiri dari: 

1. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja.; 
2. Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dart Tata Ruang 

Kerja; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

b. Bagian Tatalaksana, terdiri dari: 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggara.n Bagian Kelembagaan sesuai dengan lingkup 
tugasnya.; 

(3) Subbagian Kelembagaa.n I mempunyai tugas : 

(2) Subbagia.n Kelernbagaan I dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah da.n bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan. 

(1) Subbagian Kelembagaan I merupakan Satuan Kerja Bagian 
Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
penataan, pernbinaan dan evaluasi kelembaga.an Sekreta.riat 
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, 
Kabupaten Administrasi, Kccamatan dan Kelurahan, Dinas 
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Palisi 
Pa.mong Praja dan Sadan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak da.n Pengendalian Penduduk dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Kelembagaan. 

l. pelayanan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi .penataan 
organisasi badan usaha rnilik daerah; dan 

k. pendokumentasian dokumen kelernbagaan perangkat 
daerah; 

J. pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan 
perangkat daerah; 

pemrosesan usul 
penghapusan atau 

1. penerimaan, analisis dan 
pembentuka.n, pen gem bangan, 
penggabungan UKPD; 

h. penerimaan, analisis dan pemrosesan usul pena.ta.an 
kelembagaan SKPD/UKPD; 

g. pelayanan bim bingan dan konsultasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi organisasi perangkat daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, penataan, 
pernbinaan, pemantaua.n. dan evaluasi kelembagaan 
organisasi perangkat daerah dengan SKPD / UKPD 
dan/ atau instansi pemerintah pusat; 

e. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemantaua.n dan 
evaluasi kelembagaan perangkat daerah; 
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g. melaksanakan kegiatan analisis dan proses usul penataan 
kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat 
DPRD, Kata Adrninistrasi, Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan clan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Pcnyelamatan, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Din.as Pernberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas 
Kependuduka.n dan Pencatatan Sipil; 

h. melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi 
pelaksanaan tugas dan Iungsi Sekretariat Dacrah, 
Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten 
Administrasi, Kecarnatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Poli.si Pamong 
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas 
Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindunga.n 
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan 
penataan, pernbinaan, pemantauan dan evaluasi 
kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat 
DPRD, Kota Adrninistrasi, Kabupaten Adrninistrasi, 
Kecarnat.an dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Sadan Penanggulangan Bencana Da.era.h, 
Dinas Kesehatan, Din.as Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pelaksanaan 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan 
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota 
Adrninistrasi, Kabupaten Adrninistrasi, Kecarnatan dan 
Kelurahan, Din.as Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamat.a.n, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Din.as Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pernberdayaan, Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

d. melaksanakan kegiata.n penghimpunan dan pengolahan 
bahan penataan kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat, 
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kcba.karan 
dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pen.yusunan dan 
pemba.hasan bahan kebijakan penataan kelembagaan 
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota 
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan, Din.as Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Satuan Poli.si Pamong Praja dan Sadan 
Penanggula.ngan Benca.na. Daerah, Dinas Kesehatan, Dina.s 
Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
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c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan ba.ha.n kebijakan penataan kelembagaan 
Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dina.s Cipta. 
Karya, Tata Ruang .dan Pertanahan, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dina.s Kehutanan, Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dan Dinas Pendidikari. 

b. melaksanakan rcncana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai denga.n lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagia.n Kelernbagaan II mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kelem.baga.an II dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala. Bagia.n Kelem bagaan. 

( 1) Subbagian Kelembagaan II merupakan Satuan Kerja Bagian 
Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
penataa.n, pembinaan da.n eva.luasi kelembagaa.n Dinas Bina 
Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata 
Ruang dan Perta.nahan, Dina.s Peruma.ha.n. Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan. 

Pasal 57 

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kelembagaan I. 

· k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
k.inerja dan akuntabilitas Bagian Kelembagaan; dan 

J. mengoordinasikan penyusuna.n bahan rencana. strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Kelernbagaan; 

1. melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan penyajian 
dokumen kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat, 
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, 
Kecamata.n dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Bada.n Pena.nggula.ngan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak clan Pengendalian Penduduk clan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

51 



i. melaksanakan kegiatan pendokumenta.sian dokumen 
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karya, Ta.ta. Rua.ng dan Pertanahan, Dinas 
Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas 
Perhubungan, Dinas Lingk:ungan Hidup, Dinas Kehutanan, 
Dinas Keta.ha.na.n Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaa.n 
dan Dinas Pendidikan; dan 

h. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelernbagaan Dinas 
Bina Marga, Dina.s Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Pcrmukiman, Dinas Perhubungan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan da.n Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan; 

g .. melaksanakan kegiatan analisis dan . proses usul 
penataan kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Surnber 
Daya.Air, Dinas Cipta. Ka.rya, Tata. Ruang dan Pertanahan, 
Dinas Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukima.n, 
Dina.s Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Kehutanan, Dinas . Ketahanan Pangan, Kelautan clan 
Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidika.n; 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukim.an, Dina.s 
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, 
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertania.n, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dan Dinas Pendidikan; 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pelaksanaan 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertan.ahan, Dina.s 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas 
Perhubungan, Dinas Lingk:ungan Hidup, Dinas Kehutanan, 
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata da.n. Kebudayaan 
dan Dinas Pendidikan; 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan 
bahan penataan kelernbagaan Dinas Bina Marga, Dinas 
Sumber Daya. Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukima.n, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan; 
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f. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan 
kebijakan penataan, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi kelembagaan Badan, Dinas Kopera.si, UKM dan 
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

e. melaksanakan kegiatan penyusuna.n ba.han pelaksanaan 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evalua.si 
kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan, Dina.s Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigraei, Din.as Penanarnan Modal 
dan PTSP, Dina.s Kornunikasi, Informatika dan Statistik 
clan Dina.s Perpustakaan dan Kearsipan; 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan 
bahan penataan kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, 
UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, 
Dinas Tenaga Kerja dan Tra.nsmigrasi, Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan clan 
pembahasan bahan kebijakan penataan kelembagaan 
Badan, Dinas Koperasi, UKM clan Perdagangan, Dinas 
Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Din.as Pena.naman Modal dan PTSP, Dinas 
Komunikasi, lnformatika dan Statistik dan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksan.aa.n anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Kelembagaan III mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kelembagaan III dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan. 

(1) Subbagian Kelembagaan III merupakan Satuan Kerja Bagi.an 
Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
penataan, pembinaa.n dan evaluasi kelembaga.a.n Badan, 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian 
da.n Energi, Dina.s Tenaga Kerja dan · Transmigrasi, Dinas 
Penanaman Modal dan PfSP, Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik dan Dinas Perpustakaan clan Kearsipan. 

Pasal 58 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kelembagaan II. 
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c. perurnusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
sistem dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang 
kerja, tata usaha biro, tata naskah dinas; 

dokumen b. pelaksanaan rencana strategis clan 
pela.ksana.an anggaran Bagian Tatalaksana; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggara.n, Bagian Tata.la.ksana; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. 
ayat (1), Bagian Tata.l.aksana. menyelengga.ra.kan fungsi: 

(l) Bagian Ta.talaksana. mempunyai tuga.s merumuskan, menata, 
membina dan mengevaluasi sistem dan prosedur kerja, 
sarana kerja dan tata ruang kerja, tata usaha biro, tata naskah 
dinas, serta pengaturan pakaian dinas. 

Pasal60 

(2) Bagian Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di ba.wa.h da.n bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. 

(1) Bagian Tatalaksana merupakan Satuan Kerja Biro Organisasi 
da.n Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan perurnusan, 
penata.an, pembinaan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, 
sa.ra.n.a kerja da.n tata ruang kerja, tata usaha biro, tata naskah 
dinas serta pengaturan pakaian dinas. 
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J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kelembagaan III. 

1. melaksanakan kegiatan pendokumentasian dokumen 
kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal 
dan. PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
dan Dinas Perpustakaan dan KearsipanP; d.an. 

h. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi 
pelaksanaan tugas dan f ungsi serta kelembagaan Bad an, 
Dina.s Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas 
Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Penanama.n Modal clan PTSP, Dinas 
Komunikasi, Informa.tika. d.an Statistik dan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan; 

g. rnelaksanakan kegiatan analisis dan proses usul 
penataan kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika da.n Statistik 
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
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f. Melaksanakan proses penetapan tata naskah dinas 
SKPD/UKPD; 

e. melaksana.kan kegiatan penataan, pernbinaan, 
pemantauan dan evaluasi standar operasional prosedur 
dan tata naskah dinas; 

c. melaksanakan kegiatan perurnusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan sistem dan prosedur kerja; 

d. melaksanakan koordinasi pengembangan kebijakan 
sistern dan prosedur kerja; 

strategis dan dokumen 
Ba.gia.n Tatalaksana sesuai 

b. melaksanakan rencana 
pelaksanaan angga.ran 
dengan lingkup tugasnya; 

a .. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaranBagian Tatalaksana sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(2) Subbagian Sistern da.n Prosedur Kerja dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana. 

(3) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas : 

( 1) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja merupakan Satuan 
Kerja Bagian Tatalaksana dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, penataan, pernbinaan, pemantauan dan 
evaluasi sistem dan prosedur kerja serta. ta.ta naskah dinas. 

. Pasal 61 

J. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tuga.s 
dan fungsi Bagian Tatalaksana . 

1. pengoordinasian penyusunan. l.a.pora.n keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas Biro Organisasi dan 
Reforrnasi Birokrasi; dan 

h. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 
rencana kerja dan anggaran Biro Organisa.si dan 
Reformasi Birokrasi; 

g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan sistem dan prosedur 
kerja, sarana kerja clan tata ruang kerja, tata. usaha biro, 
tata naskah dinas; 

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta 
ketatausahaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

e. pendokumentasian dokumen ketatalaksanaan; 

d. pelaksana.an penataan, pembinaan, pemantauan da.n 
evaluasi sistem dan prosedur kerja, sarana kerja clan tata 
ruang kerja, tata usaha biro, tata naskah dinas serta. 
pengaturan pakaian dinas termasuk atributnya; 
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g. melaksanakan pendokumen.tasian dan penyajian 
dokumen kebijakan standardisasi/ pembakuan sarana 
kerja dan tata ruang kerja termasuk penataan ruang 
kantor; 

f. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan 
koordinasi standa.rdisasi prasa.rana dan sarana kerja 
termasuk penataan ruang kantor; 

e. melaksanakan kegiatan penataan, pernbinaan, 
pemantauan dan evaluasi penerapan. standarisasi sarana 
kerja dan tata ruang kerja termasuk penataan ruang 
kantor SKPD /UKPD; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pemba.hasa.n ba.han kebijakan standardisasi sarana kerja 
dan tata ruang kerja tcrmasuk penataan ruang kantor; 

d. melaksanakan kegiatan penyusunan standardisasi 
sarana kerja dan ta.ta. ruang kerja tennasuk penataan 
ruang kantor; 

b. melaksanakan renca.na stra.tegis dan dokumen 
pela.ksanaan anggaran Bagian Tatalaksana sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun baha.n rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Tatalaksana sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang 
Kerjamempunyai tugas : 

(2) Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja 
dipimpin o1eh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Tatalaksana. 

(1) Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja 
merupakan Satuan Kerja Bagian Tatalaksana dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, penataan., pembinaan 
da.n evaluasi standardisasi sarana kerja dan tata ruang 
kerja. 

Pasal 62 

J. melaporkan dan mempertanggungjawabka.n pelaksanaan 
tugas Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja. 

1. melaksanakan kegiatan bimbingan da.n konsul.ta.si 
penyusunan, penerapan dan penggunaan standar 
operasional prosedur dan tata naskah dinas; da.n 

h. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan tata naskah 
dina.s dan standar operasional prosedur; 

g. melaksanakan kegia.tan. penghirnpunan, pendokumentasian 
dan penyajian dokumen kebijakan tata naskah dinas dan 
standar operasional prosedur; 
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1. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Organisasi dan Reforrn.asi Birokrasi; 

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan penga.turan acara 
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

. g. melaksanakan. pemelihara.an kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Orga.nisasi. da.n 
Reformasi Birokrasi: 

f. melaksanakan pemeliharaan dan pera.wa.ta.n prasarana 
dan sarana kerja Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi; 

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan 
informasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan keta.tausaha.an dan 
kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi 

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Organisasi clan Reformasi Birokrasi; 

stra.tegis dan dokumen 
Bagian Tatalaksana sesuai 

b. melaksanakan rencana 
pelaksanaan anggaran 
dengan lingkup tugasnya.; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Tatalaksana sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana. 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Bagian Tatalaksana dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, · barang, surat-menyurat serta. 
kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi. 

Pasal63 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Standarisasi Sarana. Kerja dan Tata 
Ruang Kerja. 

1. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan, 
pembahasan dan evaluasi pengaturan pa.ka.ian dinas clan 
atributnya;dan 

h. rnelaksanakan kegiatan sosialisa.si pengaturan 
standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja termasuk 
penataan ruang kantor; 
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b. pelaksanaan rencan.a strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Analisis Jabatan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), Bagian Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi : 

(1) Bagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan 
a.na.lisis jabatan, analisis be ban kerja serta evaluasi jabatan. 

Pa.sa.l. 65 

(2) Bagian Analisis .Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan berta.nggung 
jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi 
Birok.rasi. 

(1) Bagian Analisis · Ja.ba.ta.n merupa.kan Unit Kerja Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan 
analisis jabatan dan a.nalisisbeban kerja serta evaluasi 
jabatan. 

Pasal64 

r. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pela.ksanaa.n 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan a.k:un.tabilita.s Bagian Tatalak.sana; 
dan 

p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tatalaksana; 

o. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan a.kunta.bilita.s Biro Organisasi dan 
Reformasi Birokrasi; 

menganalisis dan mengajukan 
dan sarana Biro Organisasi dan 

n. menghimpun bahan, 
kebutuhan prasarana 
Reformasi Birokrasi; 

m. pengelolaan perpustak.aan Sekretariat Daerah; 

1. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Orga.nisasi dan Reforma.si 
Birokrasi; 

k. menghimpun bahan dan rnenyusun rencana strategis, 
rencana kerja. dan anggaran Biro Organisasi dan 
Reformasi Birokrasi; 

J. melaksanakan pengelola.an ruang rapat/ pertemuan Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan; 

c. melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pembahasan 
bahan kebijakan analisis jabatan dananalisis beban kerja 
serta evaluasi jabatan pada. Sekretariat Daerah, Inspektorat, 
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Ka.bupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pa.mong 
Praja. dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pernberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan 
Dinas Kependudukan dan Penca.ta.ta.n Sipil; . 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(1) Subbagian Analisis Jabatan I merupakan Satuan Kerja. 
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan Analisis jabatan, 
Analisis beban kerja. serta evaluasi jabatan pada Sekretariat 
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, Dinas 
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk da.n. Din.as 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi1. 

(2) Subbagia.n Analisis Jabatan I dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Analisis .Jabatan. 

(3} Subbagian Analisis Jabatan I mempunyai tugas : 
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h. pendokumentasi hasil analisis jabatan, analisis beban 
kerja, evaluasi jabatan, peringkat jabatan, kamus 
jabatan, klasifikasi dan spesifikasi ja.batan; 

i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan analisis jabatan 
da.nanalisis be ban kerja serta evaluasi jabatan; dan 

J. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Analisis Jabatan. 

d. pelaksanaan pengolahan penyusunan dan verifikasi/ 
validasi analisis jabatan, analisis beban kerja serta 
evaluasi jabatan perangkat daerah; 

e. pernbinaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta 
evaluasi jabatan perangkat daerah; 

f. Pengendalian · dan evaluasi penerapan hasil analisis 
ja.ba.tan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan, 
perangkat daerah; 

g. pendokumentasian kebijakan analisis jabatan dananalisis 
beba.n kerja serta. evaluasi jabatan; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebija.kan. 
dan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan 
analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi 
jabatan perangkat daerah; 
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h. melaksanakan penghirnpunan, pendokumentasia.n da.n 
penyajian dokumen kebijakan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja. serta. evaluasi jabatan pada 
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota 
Administrasi, Kabupaten · Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan, Dinas Pena.nggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pernberdayaan, Perlindunga.n Ana.k 
clan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 

g. melaksanakan penyu.sunan, pengembangan, evaluasi, 
pendokumentasian informasi jabatan, formasi jabatan, 
kelas/peringkat jabatan dan kamus jabatan pada 
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekreta.riat DPRD, Kota 
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan, Dina.s Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Satuan Palisi Pamong Praja dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak 
dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan 
dan Penca.ta.tan Sipil; 

f. melaksanakan pengendalian dan eva.lua.si penerapan 
hasil jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi 
jabatan pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat 
DPRD, Kota. Administrasi, Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran da.n Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

e. mela.ksa.na.kan pembinaa.n ana.lisi.s jabatan dan analisis 
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Sekretariat 
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kot.a Administrasi, 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, 
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosia.l, Dinas 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk da.n Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil; 

d. melaksanakan pengolahan penyusunan dan verifikasi/ 
valida.si analisis jabatan clan analisis beban kerja serta 
evaluasi jabatanpada Sekretariat Daerah, Inspektorat, 
Sekret.ariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Adrninistrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
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c. melaksanakan perumusan, penyusuna.n da.n pembahasan 
bahan kebijakan analisis jabatan dan analisisbeban kerja 
serta evaluasi jabatan pada Dinas Bina Marga, Dinas 
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Pertanahan, Dinas Perumaha.n Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan; 

b. melaksanakan rencana stra.tegis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana. strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Analisis Jabat.a.n sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Analisis Jabat~n II mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Analisis Jabatan II dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Ba.gian Analisis Jabatan. 

(1) Subbagian Analisis .Jabatan II merupakan Satuan Kerja 
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan kegiatan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi 
jabatan Dinas Bina Marga, Di.na.s Sumber Daya Air, Dinas 
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasa.n Permukiman, Dinas Perhubungan, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan 
01.ahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan. 
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1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Analisis ,.Ja.batan I. 

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Bagian Analisis Jabatan; dan 

J. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagia.n Analisis Jabata.n; 

1. melaksanakan sosialisasi kebijakan analisis jabatan ·da.n 
analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada 
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota 
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak 
dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 
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1. mela.ksanakan penghimpunan, pendokumentasian dan 
penyajian dokumen kebijakan analisis jabatan clan 
analisisbeban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas 
Bina Marga., Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang dan Pertanahan, Dina.s Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelauta.n dan. Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan; 

h. melaksanakan penyusuna.n, pengembangan, evaluasi, 
pendokumentasian informasi jabatan, formasi jabatan, 
kelas/peringkat jabatan dan ka.mus jabatan pada Dinas 
Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta K.arya, 
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Perm.ukima.n, Dina.s Perhubungan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahan.an. 
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan; 

f. melaksanakan pemantauan penerapan hasil analisis 
jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan 
pada Dinas Bina Marga, Din as Sum ber Daya Air, Dinas 
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Din.as 
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, 
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan da.n Pertania.n, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dan Dinas Pendidikan; 

g. melaksanakan eva.lua.si penerapa.n hasil analisis jabatan 
dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada 
Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya. Air, Dinas Cipta 
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas 
Ketahanan Pangan, Kela.utan da.n Pertanian, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dan Dinas Pcndidikan; 

e. melaksanakan pembinaan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas Bina 
Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata 
Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas 
Pen.didikan; 

d. melaksanakan pengolahan, penyusunan clan verifikasi/ 
validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta 
evaluasi jabatan pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber 
Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawa.san. 
Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan; 
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e. melaksanakan pembinaan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Badan, Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian 
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja. dan Transmigrasi, Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

d. rnelaksanakan pengolahan penyusunan dan verifikasi/ 
validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta 
evaluasi ja.batan pada Badan, Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga Kerja da.n Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

c. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan 
bahan kebijakan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja serta evaluasi jabatan pada Badan, Dinas Koperasi, 
UKM dan Perdaga.ngan, Dinas Perindustrian clan Energi, 
Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi, Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP, Dinas Komunika.si, Informatika dan 
Statistik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

b. melaksanakan rencana strategis clan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai 
dengan lingkup tuga.snya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan renca.na kerja 
dan anggaran Bagian Analisis .Jabatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(2) Subbagian Analisis .. Jabatan III dipimpin oleh seora.ng 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan. 

(3) Subbagian Analisis Jabatan III mempunyai tugas : 

( 1.) Subbagian Anali.sis .Jabatan III merupakan Satuan Kerja 
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan kegiatan 
analisis jabatan dan analisisbeban kerja serta evaluasi 
jabatan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 
Dina.s Perindustria.n dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dirias 
Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan. 
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k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Analisis Jabatan II. 

J. melaksanakan sosialisasi kebijakan analisis jabatan 
dananalisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas 
Bina Marga, Dinas Sumber Daya. Air, Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, Dina.s Perhubungan, Dina.s 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas Pariwisata da.n Kebudayaan dan Dinas 
Pendidikan; dan 
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( 1) Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 
mempun.ya.i tuga.s rnelaksanakan penyusunan kebijakan, 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi reformasi. 
birokrasi, pelayanan publik serta evaluasi dan pelaporan. 
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(2) Ba.gia.n Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organi.sa.si da.n. 
Reformasi Birokrasi. 

{ 1) Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 
merupakan Unit Kerja Biro Organisasi dan Reformasi. 
Birokrasi dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi reformasi 
birokrasi, pelayanan publik serta evaluasi clan pelaporan. 
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J. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian A.na.lisis .Jabatan III. 

1. rnelaksanakan sosialisasi kebijakan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada Badan, 
Dinas Koperasi, UKM da.n Perdagangan, Dinas 
Perindustrian clan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal clan PTSP, Dinas 
Kornunikasi, Informatika dan Statistik clan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan; dan 

h. melaksanakan penghimpunan, pendokumentasian dan 
penyajian dokumen kebijakan analisis jabatan. da.n 
analisis beban kerja serta evaluasi jabatan Badan, Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdaga.nga.n, Dinas Perindustrian 
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja clan Transrnigrasi, Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, 
lnforrnatika dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

g. melaksanakan penyusunan, pengembangan, evaluasi, 
pendokurnentasian inforrnasi jabatan, formasi jabatan, 
kelas / peringkat jabatan dan kamus jabatan pad a Badan, 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian 
da.n Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra.si, Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik dan Dina.s Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan 
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta 
evalua.si jabatan pada Badan, Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas 
Tenaga. Kerja dan Transmigrasi, Dina.s Penanaman Modal 
dan PTSP, Dinas Kornunikasi, lnforrnatika dan Statistik 
clan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayana.n 
Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Reformasi Birokrasimempunyai tugas : 

(2} Subbagian Reforma.si Birokrasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan. 
bertanggung jawab kepada . Kepala Bagian Reformasi 
Birokrasi dan Pelaya.na.n Publik. 

(1) Subbagian Reformasi Birokrasi merupakan Satuan Kerja 
Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam 
pelaksanaan kegiatanperumusan, penyusunan, koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi. 
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j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 
Publik. 

i. pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis 
Sekretaria.t Da.erah;dan 

h. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusuna.n key 
performance indikator; 

g. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja instansi 
pemerintah; 

f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan 
evaluasi kebijakan refonnasi birokrasi, pelaya.n.a.n publik 
serta evaluasi dan pelaporan; 

e. sosialisasi, internalisasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, 
pelayanan publik serta evaluasi dan pelaporan; 

d. perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 
reformasi birokrasi, pelayanan publik serta evaluasi dan 
pelaporan; 

c. perumusan, penyusunan, penetapan kebijakan dan 
pedoman pelaksanaan reforrnasi birokrasi, pelayanan 
publik serta evaluasi clan pelaporan; 

b. · pelaksanaan rencana strategis dan · dokumen 
pelaksariaan anggaran Bagian · Reform.a.si Birokra.si dan 
Pelayanan Publik; 

a. penyusuna.n rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 
Publik; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagi.an Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 
menyelenggarakan fungsi : 
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d. melaksanaka.n kegiatan pembinaan, pemantauan clan 
evaluasi standar pelayanan, standar pelayana.n minimal, 
penilaian pelayanan dan survei indeks kepuasan 
ma.syarakat; 

c. melaksa.na.kan kegiatan perumusan dan penyusunan 
bahan kebijakan pelayanan publik; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Ba.gia.n Reformasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayarian 
Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pclayanan Publik mempunya.i tuga.s : 

(2) Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala 
Subba.gian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

. jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokra.si dan 
Pelayanan Publik. 

(1) Subbagian Pelayanan Publik rnerupakan Satuan Kerja 
Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, penyusunan, pembinaan 
dan evaluasi pelayanan publik. 
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1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian reformasi birokrasi 

h. rnelaksanakan kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi; 
dan 

g. melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi 
dalam rangka pelaksan.aa.n refori:na.si birokrasi SKPD / 
UKPD;. 

f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan eva.lua.si 
penerapan pedoman reformasi birokrasi; 

e. rnelaksanakan kegiatan koordinasi pengembangan 
reformasi birokrasi daerah; 

d. rnelaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyusunan 
petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan reformasi 
birokrasi SKPD/UKPD; 

kebijakan, 
reformasi 

perumusan, 
dan evaluasi 

kegiatan 
pernbahasan 

c. mela.ksanakan 
penyusunan, 
birokrasi: 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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h. rnenghimpun bahan clan menyusun rencana. stra.tegis 
Sekretariat Daerah; 

g. menghimpun bahan dan penyusunan laporan kinerja 
instansi pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

f. menghimpun bahan clan penyusunan laporan kinerja 
instansi pemerintah Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan pemantauan clan evaluasi 
penerapan pedoman pelaporan; 

d. melaksanakan kegiatan penyusun.an petunjuk teknis 
pelaksanaan clan pembinaan pelaporan SKPD /UKPD; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, pernbahasan dan 
evaluasi pelaporan; 

· b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. rnenyusun bahan ren.cana. stra.tegis dan rencana. kerja dan 
anggaran Bagian Reforrnasi Birokrasi dan Pelayanan 
Publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Eva.luasi dan Pelapora.n dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi 
Birokrasi dan Pelayanan Publik. 

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Reforma.si Birokrasi dan Pelayanan Publik 
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan 
penge.mba.ngan eva.lua.si dan pela.poran. 
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h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Publik. 

g. melaksanakan kegiatan sosialisasi standar pelayanan, 
standar pelayanan minimal, penilaian pelayanan dan 
survei indeks kepuasan masyarakat; dan 

f. melaksanakan pendokumentasian dan penyajian 
dokumen standar pelayanan, standar pelayanan 
minimal, penilaian pela.yanan. dan survei indeks 
kepuasan masyarakat; 

e. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi 
penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar 
pelayanan minimal, penilaian pelayanan dan survei 
indeks kepuasan masyarakat; 
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h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 

g. penyiapan bahan sambutan Gubernur dan. Wakil 
Gubernur; 

f. pelaksanaan administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur; 

e. penyusunan kebijakan administrasi Gubernur dan Wakil 
Gubernur; 

d. pelaksanaan keprotokolan, kerjasama luar negeri, 
pelayanan tamu dan perjalanan dinas; 

c. penyusunan dan pcngoordinasian kebijakan keprotokolan, 
kerjasama luar negeri, pelayanan tamu dan perja.1anan 
din as; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 
menyelenggarakan fungsi : 

(l) Biro Kepala Daerah da.n Kerja.sa.ma Luar Negeri mempunyai 
tugas melaksanakan administrasi Gubernur dan Wakil 
Gubernur, keprotokolan, pelayanan tamu.: perjalanan dinas 
dan kerjasama luar negeri. 
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Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 

Paragraf 4 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagia.n Evalu.a.si da.n Pelaporan. 

m. mengoordinasikan penyusuna.n la.poran keua.ngan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Reformasi 
Birokrasi dan Pelayanan Publik; dan 

1. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana · kerja dan anggaran Bagian Reformasi 
Birokrasi dan Pelayanan Publik; 

k. melaksanakan monitoring da.n evalua.si pencapaian key 
performance indikator SKPD/UKPD; 

j. menghimpun data dan mendokumentasikan key 
performance indikator; 

perforrnance key penyusunan 1. mengoordinasikan 
indikator; 
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(2) Bagian Administrasi Kepala Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri. 

( 1) Bagian Administrasi Kepala Daerah merupakan Satuan 
Kerja Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan administrasr, penyusunan 
naskah pidato, makalah dan kertas kerja, pengoordinasian 
pengaduan warga serta penyiapan kelengkapan dan fasilitas 
kerja Gubernur dan Wakil Gubernur . 
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(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

e. Sub Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

1. Subbagian Pelayana.n Tamu; 
2. Subbagian Perjalanan Dinas; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

c. Bagian Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari : 

1. Subbagian Kerjasarna Sister City; 
2. Subbagian Organisasi Internasi.ona.l; dan 
3. Subbagiart Fasilitasi Korps Diplomatik. 

d. Bagian Pelayanan Tarnu dan Perjalanan Dinas, terdiri 
dari: 

1. Subba.gia.n Pena.tausahaan Acara; 
2. Subbagian Pelaksanaa.n Acara; dan 
3. Subbagian Jamuan Acara. 

b. Bagian Acara, terdiri dari : 

1. Subbagian Administrasi Gubernur; 
2. Subbagian Administrasi Wakil Gubernur; dan 
3. Subbagian Pelayanan lnformasi Kepala Daerah. 

a. Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri dari : 

(1) Susunan Organisasi Biro Kepala Daerah dan Kerjasarna 
Luar Negeri, sebagai berikut: 

Pasal 75 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. 

j. pengelolaan kearsipan, data dan inforrnasi Biro Kepala 
Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; dan 

1. pengeloa.an ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
· Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran. Bagian Administrasi , Kepala Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Administra.si Gu.bernur mempunya.i tugas: 

( 1.) Subbagian Administrasi. Gubernur merupakan Satuan Kerja 
Bagian Administrasi Kepala Daerah dalam pelaksanaan 
kegiatan Administra.si Gubernu. 

(2) Subbagian Administrasi Guberrrur dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Kepala. Daerah. 

Pasal 78 

1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
da.n fungsi Bagian Administra.si Kepala Daera.h. 

h. pengoordinasian pengelolaan keuangan Gubernur dan 
W akil Gubernur; dan 

g. penyusunan dan pendistribusian hasil rapa.t kedinasan 
yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; 

f. penyiapan kelengkapan dan fasilitas kerja Gubernur 
dan Wakil Gubernur; 

e. pengoordinasian pengaduan warga yang disampaikan 
langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur; 

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah pidato, 
makalah dan kertas kerja Gubernur clan Wakil 
Gubernur; 

c. pengelolaan administrasi Gubernur dan Wakil 
Gubernur; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 
Negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Bagian 
Administrasi Kepala Daerah; 

a. penyusunan. bahan renca.na. kerja dan anggaran, serta 
dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kepala Daerah 
clan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugas 
dan. fungsi Bagian Administrasi Kepala Daerah; · 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Administrasi Kepala Daerah menyelenggarakan 
fungsi: 

(1) Bagian Administrasi Kepala Daerah mempunyai tugas 
menyelenggara.kan administrasi, menyusun na.skah pidato, 
makalah dan kertas kerja, mengoordinasikan pengaduan 
warga serta menyiapkan kelengkapan dan fasilitas kerja 
Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Pasal 77 
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(2) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Kepala Daerah. 

(1) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur merupakan 
Satuan Kerja Bagian Administrasi Kepala Daerah dalam 
pelaksanaan kegiatan Administrasi Wakil Gubernur. 

Pasal79 

o. melaporkan da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Administrasi Gubernur. 

n. melaksanakan fasilitasi kegi.ata.n kedinasan dan 
undangan rapat yang dilakukan oleh Gubernur; dan 

m. melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan 
kelengkapan kerumahtanggaan di kantor Gubernur; 

1. melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyusunan, 
pemilahan arsip dokumen keuangan Gubernur; 

k. mengoordinasikan kegiatan penyusunan program 
kegiatan dan kebutuhan anggaran Gubemur; 

J. melaksanakan kegiatan penyiapan, pengaturan dan 
penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi 
Gubernur; 

i. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh 
Gubernur; 

h. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaa.n 
dokumen dan arsip khusus Gubernur; 

g. mela.ksa.na.kan kegiatan koordinasi penjadwalan acara 
Gubernur; 

jadwal penyusunan f. melaksanakan kegiatan 
acara/kegiatan Guberriur; 

e. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan proses 
perrnohonan audiensi dan undangan yang disampaikan 
kepada Gubernur; 

d. melaksanakan kegiatan proses surat, naskah dinas, 
perba.l yang telah ditandatangani dan didisposisi oleh 
Gubernur; 

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan, 
penelitian, penyusunan ringkasan isi surat, naska.h 
dinas, perbal dan menyampaikannya kepada Gubernur; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala 
Daera.h sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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(1) Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah merupakan 
Satuan Kerja Bagia.n Administrasi Kepala Daerah dalarn 
pelaksanaan pelayanan informasi penunjang tugas Guberrrur 
dan Wakil Gubernur dan fasilitasi pengaduan langsung 
masyara.ka.t kepada. Gubemur dan Wakil Gubemur. 

Pa.sal 80 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Administrasi Wakil Gubernur. 

n. melaksanakan fa.silita.si kegiatan kedinasan Wakil 
Gubemur; dan 

kegiatan penyusunan kebutuhan 
kerumahtanggaan di kantor Wakil 

m. melaksanakan 
kelengkapan 
Gubemur; 

1. melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyusunan, 
pemilahan arsip dokumen keuangan Wakil Gubernur; 

k. rnengoordinasikan kegiatan penyusunan program 
kegiatan clan kebutuhan anggaran Wakil Gubernur; 

j. melaksanakan kegiatan penyiapan, pengaturan dan 
penugasan ajudan, pengawal pribadi da.n pengemudi 
W akil Gubernur; 

1. rnelaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Wakil 
Gubernur; 

h. melaksanakan kegia.ta.n penyimpana.n dan pemeliharaan 
dokumen dan arsip khusus W akil Gubernur; 

g. melaksanakan kegiatan koordinasi penjadwalan acara 
Wakil Gubernur; 

e. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan proses 
permohonan audiensi dan undangan yang disampaikan 
kepada Wakil Gubernur; 

f. melaksanakan kegiatan penyusunan jadwal acara/ 
kegiatan Wakil Gubernur; 

d. rn.ela.ksa.na.ka.n kegiatan proses surat, naskah dinas, 
perbal yang telah ditandatangani dan didisposisi oleh 
Wakil Gubernur; 

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan, 
penelitian, penyusunan ringkasan isi surat, naskah 
dinas, perbal dan menyampaikannya kepada Wakil 
Gubernur; 

b. melaksa.na.ka.n rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Administrasi Kepala Daerah 
sesuai dengan lingkup tuga.snya; 

(3) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur mempunyai tugas: 
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( 1) Bagian Acara merupakan Unit Kerja Biro Kepala Daerah 
dan Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksanaan pengelolaan 
kegiatan keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekreta.ris Daerah da.n Depu.ti Gubernur. 

Pasal 81 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan lnformasi Kepala Daera.h. 

k. mengoordinasikan penyusunan lapora.n keuangan, 
kegiata.n, kinerja. dan akuntabilitas Bagian Administrasi 
Kepala Daerah; clan 

J. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan a.nggaran Bagian Administrasi 
Kepala Daerah; 

1. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh 
Gubernur dan Wakil Gubernur; 

h. mengoordinasikan kebutuhan informasi dan materi 
penunjang tugas Gubernur dan Wakil Gubernur; 

g. melaksanakan kegiatan penyia.pan dan pendistribusian 
surat jawaban atas pengaduan warga sesuai petunjuk 
Gubernur dan Wakil Gubernur; 

f. melaksanakan analisa dan telaahan staf atas 
permohonan bantuan dari warga yang disampaikan 
kepada Gubernur dan Wakil Gubernur; 

e. menyusun dan mendistribusikan hasil rapat kedinasan 
dan audiensi yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil 
Gubernur; 

d. melaksanakan koordinasi . dan penyusunan naskah 
pidato, makalah dan kertas kerja Gubernur dan Wakil 
Gubernur; 

c. rnelaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian 
pengaduan warga yang disampaikan langsung kepada 
Gubernur dan Wakil Gubernur; 

b. melaksa.naka.n rencana strategis clan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Administrasi Kepala Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Kepala Daerah. 
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b. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Acarasesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Acarasesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Penatausahaan. Acara. mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Penatausa.haa.n Acara dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Acara. 

(1) Subbagian Penatausahaa.n Acara m.erupa.kan Satuan Kerja 
Bagian Acara dalam kegiatan penatausahaan dan persiapan 
acara. 

Pasal 83 

i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksana.an 
tugas dan fungsi Bagian Acara. 

h, penganalisaan dan pengevaluasian acara Gubernur, 
Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah; dan 

g. penyelenggaraan jamuan acara Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

f. pengoordinasian dan penyelenggaraan acara Gubernur, 
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur; 

e. pengelolaan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Daerah; 

d. pelaksanaan kegiatan pernbinaan keprotokolan terhadap 
SKPD /UKPD yang melaksanakan kegiatan keprotokolan; 

c. penyusun.an pedoma.n/petunjuk teknis/petunjuk 
pelaksanaan kegiatan keprotokolan pemerintah daerah; 

dokumen b. pelaksanaan rencana strategis dan 
pelaksa~aan anggaran Bagian Acara; 

a. penyusun.an. rencana stra.tegis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagi.an Acara; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Acara menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Acara mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
kegiatan keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil Gubernur 
dan Sekretaris Daerah. 

Pasal 82 

(2) Bagi.an Acara dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Kepala Daerah clan Kerjasama Luar Negeri. 

74 



d. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD 
dan/ a.tau instansi pemerintah/ swa.sta/ masyarakat untuk 
pelaksanaan acara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan acara 
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubernur; 

b. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Acara sesua.i dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Pelaksanaan Acara mempunyai tugas : 

(2) Subbagia.n. Pelaksanaa.n Acara dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagia.n Acara. 

{l) Subbagian. Pelak.sa.na.a.n Acara merupakan Satuan Kerja 
Bagian Acara dala.m kegiatan pelaksanaan acara. 

Pasal 84 

k. melaporka.n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tuga.s Subbagian Penatausahaan Acara. 

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Acara; dan 

j. 

i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Acara; 

h. melaksanakan kegiatan pencetakan, penggandaan dan 
pendistribusian undangan acara Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan 
acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah 
yang bersifat khusus; 

g. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan acara kegiatan 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

e. memberikan telaahan, saran dan pertimbangan terhadap 
persiapan penyelenggaraan acara Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD / UKPD 
dan/ atau instansi pemerintah/ swasta/ masyarakat untuk 
persiapan acara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

c. mengatur persiapan penyelenggaraan acara yang dihadiri 
oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubernur; 
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h. melaksanakan kegiatan analisa menu jamuan acara 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

g. melaksanakan kegiatan penyajian makanan dan 
minuman; 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD 
dalam pcnyi.a.pan dan pengaturan kebutuhan jamuan 
acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekreta.ris Daerah; 

e. melaksanakan penyiapan kebutuhan logistik kantor 
Gubernur dan Wa.kil Gubernur; 

d. melaksanakan fasilitasi dukungan konsurnsi acara sesuai 
denga.n petunjuk Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Dae rah; 

c. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pengelolaan acara 
jamuan resmi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris 
Daerah; 

b. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Acara sesuai denga.n lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian .Jamuan Acara mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Jamuan Acara dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah da.n berta.n.ggung 
jawab kepada Kepala Bagian Acara. 

(1) Subbagian Jamuan Acara merupakan Satuan Kerja Bagian 
Acara dalam penyelenggaraan jamuan acara. 

Pasal 85 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelaksanaan Acara. 

1. melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi acara 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan 

h. melaksa.naka.n kegiata.n penyelenggaraan acara Gubernur, 
Wakil Gubernur clan Sekretaris Daerah; 

g. menyelenggarakan upacara peringatan hari-hari besar 
nasional serta keagamaan di daerah; 

f. melaksanakan kegiatan penataan acara-acara Gubernur, 
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan survey dan gladi teknis 
pelaksanaan acara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah; 
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g. pelaksanaan kerjasarna luar negeri da.n perjanjian 
internasional; 

f. penyiapan bahan, dan penyusunan., penghimpunan dan 
pendokumentasian dokurnen kerjasama luar negeri dan 
perjanjian intemasional; 

e. penerimaan, an.alisis dan pemberian pertimbangan usul 
rencana kerjasama luar negeri; 

d. pelaksanaan fasilitasi kepada Korps Diplomatik dan 
Organisasi Internasional; 

c. penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah daerah 
dengan pemerintah lokal di luar negeri, organisa.si 
internasional dan fasilitasi korps diplomatik; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksa.na.a.n anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kerjasama Luar Negeri rnenyelenggarakan 
fungsi : 

(1) Bagian Kerjasama Luar Negeri rnempunyai tugas 
mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama luar 
negeri dan fasilitasi korps diplomatik. 

Pasal87 

(2} Bagian Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepal.a Biro Kepala Daerah da.n Kerjasama 
Luar Negeri. 

(1) Bagian Kerjasama Luar Negeri merupakan Unit Kerja Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dalam 
pelaksanaan pengoordinasian dan pengembangan kerjasama 
luar negeri dan fasilitasi korps diplomatik. 

Pa.sa.1 86 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Jamuan Acara. 

k. rnelaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi jarnuan 
a.cara Gubernur, Wakil Gubernur da.n Sekretaris Daerah; 
dan 

J. melaksanakan kegiatan dokurnentasi jarnuan acara 
Gubernur, Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah; 

i. mengoordinasikan penggunaan ruangan/ tern pat acara 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah di 
lingkungan dan luar Balaikota; 
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g. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan dan 
penyusunan dokumen hukum/perjanjian/rencana aksi 
(action plan) dalarn ra.ngka kerjasama sister city/ 
province; 

f. melaksanakan kegiatan fasilita.si perumusan rencana 
aksi (action plan) dalam rangka kerjasama sister city/ 
province; 

e. rnelaksanakan kegiatan fasilitasi perumusan substansi 
bidang-bidang kerjasa.ma perjanjian internasional dalam 
rangka kerjasarna sister city/ province; 

d. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan 
penyusunan pertimbangan terhadap usulan kerjasarna 
sister city/ province dari pemerintah. loka.l dari luar negeri 
dengan memperhatikan azas resiprositas dan kelaziman. 
internasional; 

c. melaksanakan kegiatan penyusuna.n pedoman/petunjuk 
teknis / petunjuk pelaksanaan kerjasama sister city/ 
province; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksan.aan a.n.ggara.n Bagian Kerjasama Luar Negeri 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis clan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Kerjasama Sister City mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kerjasama Sister City dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar 
Negeri. 

(1) Subbagian Kerjasama Sister City merupakan Satuan Kerja 
Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksan.aan kegiatan 
kerjasama sister city. 

Pasal88 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Kerjasama Luar Negeri. 

J. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan bantuan dan hibah 
luar negeri dalam rangka kerjasama teknik dan 
organisasi internasional; dan 

i. pengendalian dan. evaluasi pelaksa.naa.n. program 
kerjasarna luar negeri; 

h. pelaksanaan koordinasi clan kegiatan pengernbangan 
kerjasama luar negeri; 
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' d. Melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan, 
pengkajian dan penyusunan substansi deklara.si bersama 
dan perjanjian internasional; 

c. melaksana.ka.n kegiatan penerimaan, analisis dan 
penyusunan pertimbangan terhadap permohon.an 
partisipasi dalam event internasional, keanggotaan dan 
kerjasarna organisasi intemasional dari luar atau dalam 
negeri; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Organisasi Interna.sional mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Organisasi Interna.siona.l dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
berta.nggu.ng jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar 
Negeri. 

(1) Subbagian Organisasi Internasional merupakan Satuan. 
Kerja Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksanaan 
keikutsertaan dan keanggotaa.n serta kerjasama dengan 
organisasi internasional. 

Pasal 89 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kerjasama Sister City. 

m. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengenda.lia.n dan 
evaluasi pelaksanaan pengisian kcgiatan kerjasama sister 
city/ province; dan 

1. melaksanakan kegiatan dan pendokumentasian program 
kerjasama sister city/ province; 

k. melaksanakan kcgiatan pengoordinasian program dalam 
rangka pemberangkatan delegasi Pemerintah Daerah ke 
kota sister city/ province dan calon sister city/ province; 

j. melaksanakan kegiatan korespondcnsi dengan rnitra 
kerjasama sister city dan/ atau pemerintah lokal luar 
negeri yang telah membina hubungan kerjasama sister 
city /province; 

1. melaksanakan kegiatan pengoordinasia.n pengkajian 
kerja sama sister city /province; 

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyaluran hibah/ 
tenaga teknis dari pihak luar negeri dalam rangka 
kerjasama sister city/ province; 
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d. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, perumusan, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta 
standardisasi teknis bersama dengan SKPD dan UKPD 
dan/ atau instansi pemerintah/ swasta yang terkait 
dengan pemenuhan k.ebutuhan. pelayanan terhadap 
korps diplomatik dan organisasi intemasional di Jakarta; 

c. melaksanakan kegiatan an.alisis surat-surat yang 
diajukan kepada Pemerintah Daerah oleh korps 
diplomatik dan organisasi internasional di Jakarta 
melalui Kementeria.n Luar Negeri; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri 
sesuai dengan lingkup tugasnya.; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai 
dengan lingkup tugasnya; · 

(3) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada. Kepala Ba.gia.n Kerjasama 
Luar Negeri. 

( 1) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik merupakan Satuan 
· Kerja Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksariaan 

kegiatan fasilitasi korps diplomatik. 

Pasal 90 

1. mela.porkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Organisasi Internasional 

k. melaksanakan kegiatan pendampingan tamu manca 
negara yang berkunjung ke Pemerintah Daerah dalam 
rangka event internasional;dan 

j. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana penyelengga.raa.n 
event internasional; 

i. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian 
dan penyajian kegiatan program kerjasama organisasi 
intemasional dan keikutsertaan dalam event internasional; 

h. mela.ksanaka.n kegiatan pengoordinasian program dalam 
rangka pemberangkatan delegasi Pemerintah Daerah ke 
event dan kegiatan organisasi internasional; 

g. melaksanakan kegiatan komunikasi clan korespondensi 
dengan mitra kerjasarna organisasi internasional; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian pengurusan 
administrasi bantuan/ hi bah dalam rangka kerjasama 
teknik dan organisasi internasional; 

e. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi clan 
pemantauan pelaksanaan pengisian kegiatan kerjasama 
organisasi intemasional dan kerjasama pemerintah 
daerah dengan mi.tra kerja luar negeri 

80 



(2) Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas dipirnpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama. Lua.r Negeri. 

( 1) Bagian Pelayanan Ta.mu dan Perjalanan Dinas merupakan 
Unit Kerja Biro Kepala Daerah dan Kerja.sama Luar Negeri 
dalam pelaksanaan pelayanan terhadap tamu dan 
pengelolaan perjala.na.n dinas pimpinan, pejabat, pegawai 
dan/ atau pihak lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah 
dan pengelolaan ketatausahaan Biro. 

Pasal 91 

m. melaporkan dan memperta.nggungja.wabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik. 

1. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Ba.gia.n Administrasi 
Kepala Daerah; dan 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Administrasi 
Kepala Daerah; 

J. melaksanakan kegiatan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan 
teknis . bersama dengan SKPD dan UKPD dan/ a tau 
instansi pemerintah/ swast.a yang terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan pelayanan terhadap korps 
diplomatik dan. organisasi internasional di Jakarta; 

1. melaksanakan kegiatan korespondensi dengan mitra luar 
negeri, KBRI, KJRI dan Perwakilan RI lainnya di luar 
negeri guna membina hubungan kerjasama dalam 
kerangka memberikan pelayanan kepada korps 
diplomatik; 

h. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD dan 
UKPD dan/ atau instansi pemerintah/ swasta yang terkait 
dalam kegiatan penyusunan format perjanjian 
internasional dalam rangka kerjasama dengan mitra luar 
negeri 

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan format 
perjanjian internasional dalam rangka kerjasama dengan 
mitra luar negeri 

f. mela.porkan dan menyampaikan rekomendasi kepada 
Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk 
pengambilan keputusan dengan memperhatika.n azas 
resiprositas dan kelaziman internasional; 

pemantauan dan evaluasi 
ol.eh Perangkat Pernerintah 
diplomatik atau organisasi 

e. melaksanakan kegiatan 
fasilitasi yang diberikan 
Daerah terhadap korps 
internasional di Jakarta; 
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o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi. Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan 
Dinas. 

n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri; da.n 

m, pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasam.a. Lua.r Negeri; 

I. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang da.n 
ketatausahaan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 
Negeri; 

k. penyusunan rencana strategis Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri; 

j. penyerahan dokumen perjalanan dinas; 

i. pengoordinasia.n rencana perjalanan dinas pimpinan; 

h. pengurusan administrasi dan dokumen perjalanan d.ina.s 
pimpinan, pejabat, pegawai dan/ atau pihak lain yang 
ditugaskan Pemerintah Daerah; 

g. penerimaan dan analisis usulan perjalanan dinas; 

f. penyiapan fasilitas pelayanan tamu Pem.erintah Da.erah; 

e. pelayanan tarnu Pemerintah Daerah; 

d. pengaturan dan penjadwalan penerimaan tamu; 

c. pelaksanaan kegiatan perumusan, penyusunan, 
pembahasan dan pembinaan bahan kebijakan peraturan 
perjalanan dinas; 

b. pelaksanaan rencan.a strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan 
Perjalanan. Dinas; 

a. penyusun.an rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 

( 1) Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas mempunyai 
tugas melaksanaka.n pelayanan terhadap tamu dan 
mengelola perjalanan dinas pimpinan, pejabat, pegawai 
dan/ atau pihak Jain yang ditugaskan Pemerintah Daerah dan 
pengelolaan ketatausahaan Biro. 

Pa.sal 92 

82 



k. melaksanakan kegiatan pelaporan dan evaluasi 
pelaksanaan penerimaan tamu resmi Pemerintah Daerah; 

j. melaksana.kan kegiatan penatausahaan audiensi/kunjungan 
tamu resmi Pemerintah Daerah; 

i. melaksanakan kegiatan analisa penyusunan kebutuhan 
penerimaan tamu resmi Pemerintah Daerah; 

h. rnelaksanakan kegiatan koordinasi da.n. korespondensi 
dengan SKPD /UKPD dan/ atau instansi pernerintah/ 
swasta/masyarakat terkait persiapan dan pelaksanaan 
penerimaa.n tamu resmi Pemerintah Daerah yang telah 
mendapatkan persetujuan Gubernur, Wak.il Gubernur 
dan Sekretaris Daerah; 

g. menyusun ta.nggapan/jawaban atas pertanyaan tertulis 
dari tamu resrni Pernerintah Da.era.h yang dikoordinasikan 
dengan SKPD /UKPD terkait; 

f. melaksanakan kegiatan . analisa permohonan 
audiensi/kunjungan tamu resmi Perrierinta.h Daerah luar 
negeri yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur, 
Wakil. Gubernur da.n Sekretaris Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan analisa permohonan 
audiensi/kunjungan tarnu resrni Pemerintah Daerah 
dalam negeri yang tel.ah menda.patkan persetujuan 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

d. rnenyiapkan penerimaan kunjungan tamu Pemerintah 
Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari 
Gubernur, Wa.kil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

c. melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyusunan 
jadwal kunjungan tamu Pemerintah Daerah dari dalam 
dan luar negeri; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan 
Perjalanan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pclayanan Tamu dan Perjalanan 
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Pelayanan Tamu. mempunyai tugas : 

(2) Subba.gia.n Pelayanan Tamu dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Tamu dan 
Perjalanan Dinas. 

(1) Subbagian Pelayanan Tamu merupakan Satuan Kerja 
Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas dalam 
pelaksanaan kegiatan pel.aya.na.n tamu Pemerintah Da.erah. 

Pasal 93 

83 



h. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemrosesan dan 
penyelesaian administrasi dokumen perjalanan dinas dalam 
dan luar negeri; 

g. melaksanakan kegiatan pendokumenta.sian dan sosialisasi 
kebija.ka.n pera.tu.ra.n perjalanan dinas dalam dan luar 
negeri: 

f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana perjalanan 
'dinas Gubernur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubernur; 

e. rn.ela.ksa.na.kan. kegiatan telaahan dan/ atau analisa usulan 
perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk memberikan 
saran dan masukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Da.erah; 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyiapan dan 
pengkajian bahan kebijakan peraturan perjalanan dina.s 
dalam dan luar negeri; 

c. melaksanakan pemrosesan administrasi perjalanan dinas 
dalam dan luar negeri melalui aplikasi sistem informasi 
perjalanan dinas; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayarian Tamu dan 
Perjalanan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan 
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Perjalanan Dinas dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Tamu dan 
Perjalanan Dinas. 

(1) Subbagian Perjalanan Dinas merupakan Satuan Kerja 
Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas · dalam 
pengelolaan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dan 
luar negeri. 

Pa.sal 94 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Tamu. 

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan 
Tarnu da.n Perjalanan Dinas; dan 

1. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu 
dan Perjalanan Dinas: 
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f. rnelaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Kepala Daera.h da.n Kerjasama 
Luar Negeri; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro K.epala. Da.era.h dan Kerjasama 
Luar Negeri 

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi 
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Kepala Daerah dan Kerjasarn.a Lua.r Negeri; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pelayanan Ta.mu dan Perjalanan Dinas 
Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggara.n. Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas 
Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mernpunyai tugas : 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Ta.mu dan 
Perjalanan Dinas. 

( 1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Bagian Administrasi Kepala Daera.h dalarn pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat 
menyurat dan kearsi.pa.n serta. kerumahtanggaan Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. 

Pasal95 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subba.gian Perjalanan Dinas. 

m .. melaksanakan kegiata.n pemantauan, evaluasi, tindak 
lanjut dan pelaporan kegiatan perjalanan dinas dalam dan 
luar negeri; dan 

1. melaksanakan kegiatan pelayanan keberangkatan dan 
keda.ta.ngan dalam dan luar negeri Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubemur; 

k. melaksanakan kegiatan pernrosesan permohonan izin dan 
dokumen perjalanan dinas luar negeri; 

J. melaksanakan pembuatan notulensi rapat koordinasi 
pembahasan usulan perjalanan dinas dalam dan luar 
negeri; 

1. mela.ksanakan kegiatan koordinasi dan korespondensi 
dengan SKPD /UKPD, instansi pemerintah, piha.k 
pengundang dan/ atau kota tujuan perjalanan dinas dalam 
dan luar negeri serta Kedutaan Besar negara tujuan 
perjalanan dinas luar negeri; 
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Umum; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Umum; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. 
ayat ( 1), Biro Umum menyelenggarakan fungsi : 

(1) Biro Umum m.empunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
kerumahtanggaan, pengamanan Kompleks Balaikota da.n 
ketatausahaan Pemerintah Daerah. 

Pasal 96 

Biro Umum 

Paragraf 5 

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan Tamu 
dan Perjalanan Dinas; dan 

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu 
dan Perjalanan Dinas; 

n. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Kepala Daerah 
dan Kerjasama Luar Negeri; 

m. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan 
kebutuhan. pra.sa.rana dan sara.na Biro Kepala Daerah 
dan Kerjasama Luar Negeri; 

1. rnelaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasarna Luar Negeri; 

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, 
rencana kerja dan anggaran Biro Kepa.la Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri; 

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Kepala. Daerah clan Kerjasama Luar Negeri; 

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara 
Biro Kepala Da.era.h da.n Kerjasama Luar Negeri; 

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Kepala Daerah dan 
Kerjasama Luar Negeri; 
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. (2) Bagan Susunan Organisasi Biro Umum sebagaimana 
tercantum dalam. Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

e. Subkelompok Jabatan Fungsional . 

1. Subbagian Pengamanan Dalam.; 
2. Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Setda; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

d. Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan terdiri dari: 

1. Subbagian Pelayanan da.n Pema.nfaatan Gedung; dan 
2. Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial; 

c. Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota, 
terdiri dari : 

1. Subbagian Bangunan Gedung; 
2. Subbagia.n Jaringan Listrik; dan 
3. Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi. 

b. Bagian Rumah Tangga terdiri dari : 

1. Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan: 
2. Subbagian Pengetikan dan Pena.klikan Na.skah Dinas 

dan Badan; dan 
3. Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf 

dan Wilayah. 

a. Bagian Naskah Dinas Pimpinan da.n Kearsipan, terdiri 
dari: 

(1) Susunan Organisasi Biro Umum, sebaga.i berikut : 

Pasal 97 

1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Umum. 

k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Umum; dan 

J. pembinaan ketatausahaan setda; 

i. pengelolaan ketatausahaan dan keruma.htanggaan Biro Umum; 

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro Urnurn; 

g. pengelolaan telekomunikasi balaikota dan ruma.h dinas; 

f. fasilitasi peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta sesuai 
lingkup tuga.snya; 

e. pemeliharaan dan perawatan kompleks Balaikota termasuk 
ba.ngun.a.n dan gedung di da.l.a.mnya serta. rumah dina.s 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

d. pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dan pengamanan 
kompleks balaikota, termasuk rumah dinas Gubernur dan 
Wa.kil Gubemur dan Sekretaris Daerah; 

c. pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah; 
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k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
clan fungsi Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan 
Kearsipan. 

J· penyimpanan, pena.taan dan penemuan kembali arsrp 
dan penyusutan arsip yang ditandatanga.ni oleh 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan 

1. melaksanakan penginputan naskah dinas yang telah 
ditandatangani pimpinan ke dalam database; 

h. melaksanakan pengiriman serta pemantauan percepatan 
penyampaian naskah dinas dan disposisi pimpinan 
(manual) ke alamat yang dituju; 

g. melaksanakan penomoran, penggandaan dan pensternpelan 
naska.h dinas; 

f. melaksanakan penerimaan, pengarahan, pencatatan dan 
pem beria.n kode kla.sifikasi pada surat; 

e. melaksanakan layanan informasi perbal Naskah Dinas; 

d. melaksanakan Koordinasi dan Konsolidasi Perbal Naskah 
Dinas dengan SKPD/UKPD; 

c. pen.yelesaian perbal, pengetikan clan penaklikan net 
naskah dinas; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksana.an anggaran Bagian Naskah Dinas Pirnpinan 
dan Kearsi pan 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan 
mempunyai fungsi : 

(1) Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan mempunyai 
tugas melaksanakan ketatausahaan pemerintah daerah. 

Pasal99 

(2) Bagian Naskah Dinas · Pimpinan dan Kearsipan dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Um um. 

(1) Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan merupakan 
Unit Kerja Biro Umum dalam pelaksanaan ketatausahaan 
pcmerintah daerah. 

Pasal98 
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J. melaksanakan kegiatan pendataan arsip pen ting yang 
ditandatangani oleh Gubemur, Wakil Gubernur, 
Sekretaris Daerah; 

i. mela.ksanaka.n kegiatan penyimpanan, penataan dan 
penemuan kembali arsip dan. penyusutan arsip yang 
ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, 
Sekretaris Daerah; 

h. melaksanakan penginputan naskah dinas yang telah 
ditandatangani Gubernur, Wakil Gubemur dan 
Sekretaris Daerah ke dalam database; 

g. melaksanakan kegiatan pengiriman serta pemantauan 
percepatan penyampaian naska.h dinas dan disposisi 
pimpinan (manual) ke alamat yang dituju; 

f. melaksanakan kegiatan pengga.ndaan dan penstempelan 
naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur, 
Wa.kil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan penerimaan, penomoran, 
pencatatan, pemberian kode klasifikasi pada naskah 
dinas; 

d. memverifikasi berkas perbal Naskah Dinas yang telah 
ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Daerah sebelum penomoran; 

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pengarahan, 
pencatatan dan pemberia.n kode klasifikasi pada surat; 

b. melaksanakan. renca.na. strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan 
dan Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Naskah Dinas Pirnpinan dan 
Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya.; 

(3) Subbagian Ketata:usahaan dan Kearsipan mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah 
Dinas Pimpinan dan Kearsipan, 

( 1) Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan merupakan 
Satuan kerja Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan 
dalam pelaksanaan kegiatan penerima.an, pendistribusian 
naskah dinas dan arsip. 

Pasal 100 
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1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah 
Dinas dan Badan. 

h. melaksanakan layanan informasi perba.l Naskah Dinas; 
dan 

g. melaksanakan penginputan Perbal Naskah Dinas ke 
dalam database; 

f. melaksanakan Konsolidasi Perbal Naskah Dinas dengan 
SKPD/UKPD; 

e. melaksanakan Koordinasi Perbal Naskah Dinas dengan 
SKPD/UKPD; 

d. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penaklikan net 
naskah Dinas dan Badan; 

c. melaksanakan kegiatan penerima.an, pencatatan dan 
penyelesaian perbal naskah Dinas dan Badan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan 
dan Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagia.n Naskah Dinas Pimpinan dan 
Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pengetikan dan Pena.klika.n Naskah Dinas clan 
Ba.dan rnempunyai tugas : 

(2) Subbagia.n Penget.i.ka.n dan Penaklikan Na.skah Dinas da.n 
Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
KepalaBagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan.. 

( 1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas dan 
Badan merupakan Satuan Kerja Bagian Naskah Dinas 
Pimpinan dan Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan 
pengetikan dan penaklikan naskah Dinas dan Badan. 

Pasal 101 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan. 

1. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Naskah Dinas 
Pimpinan dan Kearsipan; da.n 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja clan anggaran Bagian Naskah Dinas 
Pimpinan dan Kearsipan; 
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(1) Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan kerumahtanggaan kompleks Balaikota dan 
rumah dinas Gubernur, Wakil Gubemur dan Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 104 

(2) Ba.gia.n Ruma.h Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala. Biro Umum. 

( 1) Bagian Rumah Tangga merupa.kan Unit Kerja Biro Umum 
dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan 
kornpleks Balaikota dan rumah dina.s Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah. 

Pasal 1.03 

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Sta.f 
dan Wilayah. 

h. melaksanakan layanan informasi perbal Naskah Dinas; dan 

g. melaksanakan penginputan Perbal Naskah Dinas ke dalam 
database; 

f. melaksanakan Konsolidasi Perbal Naskah Dinas dengan 
SKPD/UKPD; 

e. melaksanakan Koordinasi Perbal Naskah Dinas dengan 
SKPD/UKPD; 

d. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penaklikan net 
naskah staf dan wilayah; 

b. melaksanakan rancana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan 
dan Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan dan 
penyelesaian perbal naskah staf dan wilayah; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan a.ngga.ran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan 
Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf clan 
Wilayah merupakan Satuan Kerja Bagian Naskah Dinas 
Pim.pi.nan da.n Kearsipan da.Ja.m pelaksana.an. pengetikan 
dan penaklikan naskah Staf dan Wilayah. 

(2) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf dan 
Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan. 

(3) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf dan 
Wila.yah mempunyai tugas : 

Pasal 102 
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c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/ 
petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan 
urusan Rumah Tangga kompleks Balaikota yang terkait 
dengan pengelolaan ba.nguna.n; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(2) Subbagian Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga. 

(3) Subbagian Bangunan Gedung mempunyai tugas : 

(1) Su.bba.gia.n Bangunan Gedung merupakan Satuan Kerja 
Bagian Rumah Tangga dalam pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan penataan bangunan dan taman di 
kompleks Balaikota dan rumah dinas Gu.bernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Da.erah. 

Pasal 105 

h. pelaporan da.n pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Rumah Tangga. 

f. pelaksanaan pernantauan, supervisi dan pemeliharaan/ 
perawatan bangunan gedung beserta kelengkapan 
fasilitas mekanikal elektrikal dan tata lingkungan di 
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah 

g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Kompleks Balaikota 
da.n rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Daerah dengan SKPD/UKPD terkait; dan 

e. pelaksanaa.n pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/ 
perawata.n kebersihan, kerapihan, keindahan halaman 
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

d. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/ 
perawatan kebersihan dan kerapihan serta keindahan 
tarnan dan halaman kompleks Balaikota dan rumah 
dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan 
kerumahtanggaan kompleks Balaikota dan rumah dinas 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Rumah Tangga; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi: 
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e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/ 
petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan 
urusa.n rumah tangga Balaikota yang terkait dengan 
jaringan listrik instalasi listrik lengkap denga.n 
armature lampu, AC, lift, genset di Kompleks Balaikota 
dan ru.mah dinas pimpinan daerah; 

d. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

b. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan angga.ra.n Bagian Rumah Tangga sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Jaringa.n Listrik mempunyai tugas : 

(2) Subbagian .Jaringan Listrik dipimpin oleh seorang Kepala 
Subba.gian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga. 

(1) Subbagian Jaringan Listrik merupakan Satuan Kerja Bagian 
Rumah Tangga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
jaringan listrik di kompleks Balaikota, rumah dinas 
Gubernur, Wakil Gubernur dan. Sekretaris Daerah 

Pasal 106 

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Bangunan Gedung. 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan 
Kornpleks Balaikota, rumah dinas Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan SKPD /UKPD 
terkait; dan 

e .. melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan, 
supervisi dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung 
beserta kelengkapan gedung di Kompleks Balaikota, 
rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris 
Daerah; 

d. melaksanakan kegia.ta.n perenca.naan, pemantaua.n, 
supervisi da.n pcmeliharaan/ perawatan kebersihan dan 
kerapihan serta. keindahan dan halaman Kompleks 
Balaikota, rumah dinas Gubernur, Wakil Guberrrur dan 
Sekretaris Daerah; 
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p. rnenyiapkan bahan la.poran Bagian Rumah Tangga yang 
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Listrik; 

o. mcnyiapkan bahan l.aporan. Bagia.n Rumah Tangga yang 
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Listrik; 

n. melaksanakan kegiatan pelayanan. penggunaan fasilitas 
jaringan listrik jaringan listrik : instalasi listrik lengkap 
dengan armature la.mpu, AC, lift, genset di Lingkungan 
Kompleks Ba.laikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

l. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan 
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan listrik 
jaringan listrik instalasi listrik lengkap dengan 
armature lampu, AC, lift, genset di lingkungan Kompleks 
Ba.la.ikota da.n rumah dinas pirnpinan daerah; 

m. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas 
jaringan listrik instalasi listrik lengkap dengan 
armature lampu, AC, lift, genset di Lingkungan Kompleks 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

k. melaksanakan kegiatan pengawasan clan pemantauan 
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan listrik : 
instalasi listrik lengkap dengan armature lampu, AC, lift, 
genset di lingkungan Kompleks Balaikota dan rumah 
dinas pimpinan daerah; 

j, melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan 
segenap jaringan listrik jaringan listrik : instalasi listrik 
lengkap dengan armature lampu, AC, lift, genset pada 
gedung-gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah 
dinas pimpina.n daerah; 

1. melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan 
segenap jaringan listrik jaringan listrik : instalasi listrik 
lengkap dengan armature lampu, AC, lift, genset pada 
gedung-gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah 
dinas pimpinan daerah; 

h. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan 
pemeliharaan dan perawatan jaringan listrik jaringan 
listrik : instalasi listrik lengkap dengan armature lampu, 
AC, lift, genset pada gedung perkantoran di lingkungan 
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan 
pemeliharaan dan perawatan jaringa.n listrik ja.ringan 
listrik : instalasi listrik lengkap dengan armature lampu, 
AC, lift, genset pada gedung perkantoran di lingkungan 
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

f. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/ 
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan 
urusan rumah tangga Balaikota yang terkait dengan 
jaringan listrik instalasi listrik lengkap dengan 
armature lampu, AC, lift, genset di Kompleks Balaikota 
dan rumah dinas pimpinan daerah; 
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h. menyiapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga yang 
terkait dengan tuga.s Subbagian. .Jaringan Air dan 
Telekomunikasi; 

g. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas 
jaringan . air CCTV dan telekomunikasi di Lingkungan 
Kompleks Balaikota; 

f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan 
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan air : 
instalasi plumbing, instalasi hydrant, STP dan 
telekomunikasi serta CCTV di lingkungan Kompleks 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

e. melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan 
segen.a.p jaringan air : instalasi plumbing, instalasi 
hydrant, STP dan telekomunikasi serta pada gedung 
gedung kantor di Kompleks Balaikota dan ruma.h dinas 
pimpinan daerah; 

d. melaksanakan kegiatan penyusunan perencariaan 
perneliharaan dan perawatan jaringan air : instalasi 
plumbing, instalasi hydrant, STP dan telekomunikasi 
serta pada gedung perkantoran di lingkungan Kompleks 
Balaikota da.n ruma.h dinas pimpinan daerah; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/ 
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penye 
lenggaraan urusan rumah tangga Balaikota yang terkait 
dengan jaringan air : instalasi plumbing, instalasi 
hydrant, STP dan telekomunikasi serta CCTV di Komplek 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (DPA) dan 
dokumen pelaksanaan anggaran dari Bagian Rumah 
Tangg~ sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan kegiatan kegiatan dan anggaran Bagian 
Rumah Tangga sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi dipimpin oleh 
seora.ng Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan berta.nggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah 
Tangga. 

{ 1) Subbagian .Jaringan Air dan Telekomunikasi merupakan 
Satuan Kerja. Bagian Rumah Tangga dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan Jaringan Air dan Telekomunikasi. 

Pasal 107 

r. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian .Jaringan Listrik. 

q. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Jaringan Listrik; dan 
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(1) Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan 
Ba.laikota. da.n ketata.usa.haa.n Biro Umum. 

Pasal 109 

(2) Bagian Ketatausahaan dan Pengarnanan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum. 

( 1} Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota. merupakan 
Unit Kerja Biro Umum dalam pelaksanaan pengelolaan 
keamanan Balaikota dan ketatausahaan Biro Umum. 

Pasa.l 108 

r. melaporkan dan mempertanggungja.wabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi. 

p. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas 
jaringan air CCTV dan telekomunikasi di Lingkungan 
Kompleks Balaikota; 

q. menyiapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga yang 
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Air dan 
Telekomunikasi; dan 

o. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan 
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan air : 
instalasi plumbing, instalasi hydrant, STP dan 
telekomunikasi serta CCTV di lingkungan Kompleks 
Balaikota dan rurnah dinas pimpinan daerah; 

n. melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan 
segena.p jaringa.n air : instala.si plum bing, insta.lasi 
hydrant, STP dan telekomunikasi serta pada gedung 
gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah dinas 
pimpinan daerah; 

m. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan 
pemeliharaan dan perawatan jaringan air : instalasi 
plumbing, instalasi hydrant, STP dan telekomunikasi 
serta pada gedung perkantoran di lingkungan Komplek 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

I. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/ 
petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan penye 
lenggaraan urusa.n rumah tangga. Balaikota yang terkait 
dengan jaringan air : instalasi plumbing, instalasi 
hydrant, STP dan telekomunikasi serta CCTV di Komplek 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

k. melaksanakan kegiatan kegiatan dan anggaran Bagian 
Rumah Tangga sesuai dengan lingkup tugasnya; 

J. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (DPA) dan 
dokumen pelaksanaan anggaran dari Bagian Rumah 
Tangga sesuai dengan lingku p tugasnya; 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Jaringan Air dan Telekorrrunikasi; 
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(2) Subbagian Pengamanan Dalam dipimpin oleh seorang 
Kepala Subba.gia.n yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatausahaan 
dan Pengamanan Balaikota. · 

(l) Subbagian Pengamanan Dalam merupakan Satuan Kerja 
Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengamanan dalam 
Gedung Ba.la.ikota dan rumah dinas pimpinan. 

Pasal 110 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana.an tugas 
dan fungsi Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan 
Balaikota. 

J. penyiapan bahan laporan Biro Umum yang terkait 
dengan tugas dan fungsi Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota; dan 

i. penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan 
pengendalian gangguan keamanan/ketertiban dan 
penanggulangan bencana di Komplek Balaikota clan 
rumah dinas pimpinan daerah; 

h. penga.manan. Kom.plek Balaikota termasuk rumah dinas 
pimpinan daerah; 

g. penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan 
administrasi ketatausahaan di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

f. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, 
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Biro Umum; 

e. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Biro Umum; 

d. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan 
ketatausahaan Biro Umum; 

c. penyusunan rencana strategis Biro U mum; 

b. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Penga.m.a.nan 
Balaikota; 

a. penyusunan rencana strategis dan. rencana kerja dan 
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan 
Balaikota; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota 
mempunyai fungsi : 
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( 1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Ba.gia.n Pengama.nan Balaikota dala.m pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat 
serta kerumahtanggaan Biro Umum. 

Pasal 111 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pengamanan Dalam. 

j. melaksanakan kegiatan peningkatan peran penghuni 
perkantoran kompleks Balaikota dalam rangka 
pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban; dan 

1. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas 
gangguan keamanan dan ketertiban di kompleks 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

h. melaksanakan kegiatan penyiapan, perneliharaan 
prasarana da.n sarana dala.m pena.nggulanga.n gangguan 
keamanan dan ketertiban di kompleks Balaikota dan 
rumah dinas pimpinari daerah; 

g. melaksan.akan kegia.ta.n fasilitasi penanganan gangguan 
keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana di 
kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

f. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja 
petugas gangguan keamanan dan ketertiban di kompleks 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

e. melaksan.akan. kegia.tan. pengoordinasian gangguan 
kearnanan dan ketertiban di kompleks Balaikota dan 
rumah dinas pimpinan daerah; 

d. melaksanakan kegiatan · pemantauan terhadap 
kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan 
ketertiban di kompleks Balaikota dan rumah dinas 
pimpinan daerah; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan 
program, petunjuk pela.ksanaan, pengembangan, 
penanggulangan, penanganan, pengendalian dan 
pencegahan · gangguan keamanan dan ketertiban di 
kompleks Balaikota dan rurnah dinas pimpinan daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Ketatausahaan clan Pengamanan 
Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas: 
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o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegia.ta.n, kinerja. da.n akuntabilitas Bagian Ketatausahaan 
dan Pengamanan Balaikota; 

n. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Ketatausahaan 
dan Penga.ma.na.n Balaikota; 

rn. rnenghimpun bahan dan menyusun laporan keua.ngan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Umum; 

1. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan 
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Umum; 

k. melaksanakan pemantauan, pengendalian clan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Umum; 

J. menghimpun ba.han dan menyusun rencana strategis, 
rencana kerja dan anggaran Biro Umum; 

i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Biro 
Umum; 

h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Umum; 

g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara 
Biro Umum; 

f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Umum; 

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan 
informasi Biro Umum; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro Umum; 

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Umum; 

b. melaksana.kan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan 
Balaikota. sesua.i dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Tata U saha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawa.h dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota. 
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(1) Bagian Pelayanan Urn.um d.an. Perlengkapa.n merupakan 
Unit Kerja Biro Umum dalam pelaksanaan pelayanan umum 
dan pemanfaatan gedung di Kompleks Balaikota dan rumah 
dinas serta. perlengka.pan dan sara.na. seremonial pimpinan. 

Pasal 113 

h. pela.poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
Subbagian Pembinaan Adrninistrasi. Ketatausahaan Setda. 

g. menyiapkan bahan laporan Bagian Ketatausahaan dan 
Pengarnanan yang berkaitan dengan tugas Subbag 
Pembinaan Administrasi Ketatusahaan Setda; da.n 

f. melaksanakan. kegia.tan monitoring dan evaluasi 
administrasi ketatausahaan Setda; 

e. melaksanakan. kegiatan sosialisasi peraturan 
perundangan-undangan administrasi ketatausahaan 
Setda; 

d. rnelaksanakan kegiatan perumusan kebijakan, 
pemantauan, koordinasi, pengendalian, bimbingan, 
konsultasi teknis administrasi ketatausahaan Setda.; 

c. melaksanakan kegiatan penyiapan, bahan, pembinaaan, 
pelaksanaan sistem administrasi ketatausahaan Setda; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan 
Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Pembinaan Administrasi Keta.tau.sa.haa.n Setda 
rnempunyai tugas : 

(2) Subbagian Pembinaan Administrasi Ketatausahaa.n Setda 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkeduduka.n di bawah dan berta.nggung jawab kepada 
Kepala Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota. 

(1.) Subbagian Pembinaan Administrasi Ketata.usahaan Setda 
merupakan Satuan Kerja Bagian Ketatausahaan dan 
Pengamanan Balaikota dalam pelaksanaan kegiatan 
pembinaan administrasi ketatausahaan sekretariat daerah. 

Pasal 1.1.2 

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

p. mela.ksana.kan pelayanan kedina.san kepada Kepala Biro 
Urnum dalam rangka penyelesaian surat-menyurat; dan 
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(1) Subbagian Pelayanan clan Pemanfaatan Gedun.g merupakan 
Satuan Kerja Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan 
dalam pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan ruang dan 
gedung Balaikota. 

Pasa.1 115 

1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan. 

k. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas 
gedung di lingkungan Komplek Balaikota dan rumah 
dinas Pimpinan; dan 

J. pelaksa.na.an pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/ 
perawatan perlengkapan pendukung acara di Komplek 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

1. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Komplek Balaikota 
dan rumah dinas pimpinan daerah dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait; 

h. melaksanakan koordinasi terhadap perawatan perlengkapan 
dan sarana serernonial; 

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan acara-acara yang 
telah dijadwalkan yang meliputi persiapan, pelaksanaan 
dan perapihan kembali lokasi acara; 

f. melaksanakan fasilitasi peringatan Hari Ulang Tahun 
.Jakarta sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; 

e. melaksanakan Pelayanan Umurn dan perlengkapan bagi 
SKPD/UKPD; 

d. pelaksanaan pengelolaan ruang rapat/ ruang pertemuan 
Balaikota 

c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan 
Pelayanan Umum dan perlengkapan di SKPD /UKPD; 

b. pelaksanaan rencana Strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Pelayanan Umurn dan Perlengkapan 
mempunyai fungsi : 

(1) Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan mempunyai 
tugas mela.ksanakan kegiatan pelayanan umum dan 
pemanfaatan gedung di Kompleks Balaikota dan rumah 
dinas serta perlengkapan dan sarana seremonial pimpinan 

Pa.sa.1114 

{2) Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh 
seora.ng Kepala. Bagian ya.ng berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum. 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaa.n anggaran Bagian Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya.; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial dipimpin 
oleh seoran.g Kepala. Subbagia.n yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pelayanan Um.um dan Perlengkapan. · 

(1) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial 
rnerupakan Satuan Kerja Bagian Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan dalam pelaksanaan pengelolaan perlengkapan 
dan sarana seremonial. 

Pasal 116 

g. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung. 

f. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas 
gedung da.n administrasi di lingkungan Komplek 
Balaikota dan rumah dinas Pimpinan; dan 

e. pelaksa.naa.n pemantauan, supervisi dan pemeliharaa.n/ 
perawatan perlengkapan pendukung ruangan di Komplek 
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah; 

d. menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan pelayanan 
dan pemanfaatan ruangan di kompleks balaikota serta 
mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan serta 
mengkoordinasikan kegiatan dengan unit terkait; 

c. mela.ksa.naka.n koordinasi penjadwa.lan dan pelayanan 
penggunaan fasilitas gedung beserta sarana dan 
perlengkapan pendukung di Lingkungan Komplek 
Balaikota yang dikelola oleh Biro Umum pada hari kerja, 
akhir pekan maupun hari libur nasional lainnya; 

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Ba.gia.n Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan 
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3). Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Pelayanan dan Pemanfaata.n Gedung dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan berta.nggun.g jawab kepada Kepala Bagian 
Pelayanan Urnum dan Perlengkapan. 
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d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas 
pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, pajak daerah, 
retribusi daerah serta pengadaan barang/ jasa; 

c. mengoordinasikan pcnyusunan kebijakan pengelola.an keuangan 
daerah, aset daerah, pajak daerah, retribusi daerah serta 
pengadaan barang/ jasa; 

. b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas 
urusan pemerintahan bidang pariwisataan, kebudayaan, 
perhubungan, perindustrian, energi, koperasi dan usaha kecil 
dan menengah, perdagangan, kela.uta.n, perikanan, pertanian, 
pangan, tenagakerja, transmigrasi, penanaman modal dan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan, pembinaan 
ba.dan usaha milik daerah; 

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan 
bidang pariwisataan, kebudayaan, perhubungan, perindustrian, 
energi, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan, 
kelautan, perikanan, pertanian, pangan, tenagakerja, 
transmigrasi, penanaman modal dan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan/non perizinan, pembinaan badan usaha 
milik daerah; 

Asisten Perekonomian dan Keuangan rnernpunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam : 

Pasal 117 

Asisten Perekonomian clan Keuangan 

Bagian Keempat 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Prasarana dan Sarana Serernonial. 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagia.n Pelayanan 
Umurn dan Perlengkapan; dan 

g. memfasilitasi peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta 
sesua.i lingkup tugasnya; 

f. mengoordinasikan tempat acara, memeriksa persiapan 
pelaksanaan seremonial serta merapihkan kembali lokasi 
acara sesuai lingkup tugasnya; 

e. menyiapkan clan merawat perlengkapan dan sarana 
acara-acara seremonial; 

d. menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan acara 
acara seremonial yang akan dilaksa.nakan; 

c. mengoordinasikan kegiatan dan acara-acara pimpinan 
dengan unit terkait; 
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pela.ksanaan anggaran Biro Administrasi Sekretariat 
Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggara.ry. Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Biro Administrasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan 
fungsi: 

( 1) Biro Administrasi Sekretariat Da.erah mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan adrninistrasi keuangan Sekretariat 
Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 
pemantauan penyelenggaraan urusan penunjang keuangan, 
pajak dan retribusi, aset dan pengadaan barang/ jasa daerah. 

Pasal 119 

Biro Administrasi Sekretariat Daerah 

Paragraf 1 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

j. Dinas Perhubungan; 

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

h. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 

g. Dinas Perindustrian dan Energi; 

f. Din.as Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga.h sert.a. Perda.ganga.n; 

e. Badan Pembinaan Badan Usa.ha. Milik Daerah; 

d. Ba.da.n Pelayan.an. Pengada.a.n Barang/.Jasa Daerah; 
' 

c. Bada.n Pajak da.n Retribusi Daerah; 

b. Ba.da.n Pengelola Aset Daerah; 

a. Badan Pengelola Keuangan Daerah; 

Asisten Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan : 

Pasal 118 

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Asisten Perekonomian dan Keuangan. 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan 

e. mengoordinasika.n pelaksanaan pengelolaan keuangan Sekretariat 
Daerah dan aset Sekretariat Daerah; 
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1. Subbagian Tata. Usaha Sekretariat Daerah; 
2. Subbagian Tata U saha Deputi; dan 
3. Subbagian Kepegawaian Setda dan Tata Usaha Biro. 

b. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 

(1) Susunan Organisasi Biro Administrasi Sekretariat Daerah, 
se ba.ga.i berikut : 

a.. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari : 

1. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi; 
2. Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan 
3. Subbagian Penganggaran. 

Pasal 120 

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tuga.s 
dan fungsi Biro Adrninistrasi Sekretariat Daerah. 

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro 
Administrasi Sekretariat Daerah; dan 

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Adrninistrasi Sekretariat Daerah; 

m. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; 

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Adrninistrasi Sekretariat Daerah; 

L pelaksanaan ketatausahaan Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubernur; 

k. penyusunan kebijakan administrasi Sekretaris Daerah 
dan Deputi Gubernur; 

keuangan laporan J. pengoordinasian penyusunan 
Sekretaria.t Daerah; 

1. penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan penatausahaan 
keuangan da.n aset Sekretariat Daerah; 

h. penatausahaan aset Sekretariat Daerah; 

g. pengelolaan keuangan Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur; 

f. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset 
Sekretariat Daerah; 

e. fasilitasi Asisten Perekonornian dan Keuangan dalam 
pengordinasian SKPD bidang keuangan, pajak dan 
retribusi, aset dan pengadaan barang/jasa; 

d. fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinasian penyusunan kebijakan bidang keuangan, 
pajak, retribusi, aset dan penga.daan barang/jasa daerah; 

c. pemantauan penyelenggaraan urusan penunjang bida.ng 
keuangan, pajak dan retribusi, aset dan pengadaan 
barang/ jasa daerah; 
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e. penyajian data dan informasi pelaksanaa.n anggaran 
berdasarkan pelaksanaan anggaran Biro Sekretariat 
Da.era.h; 

d. pembinaan pengelolaan keuangan terhadap Biro-Biro di 
lingkungan SKPD Sekretariat Daerah; 

c. pelaksanaan pengoordinasian dan penyusunan anggaran 
pada rencana kerja dan anggaran dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Administrasi Sekretariat 
Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
an.ggara.n Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Ba.gia.n Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai 
fungsi: 

(1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan a.nggaran Sekretaris Daerah, 
Deputi dan Biro Administrasi Sekretariat Daerah serta 
perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
[bukota .Jakarta .. 

Pasal 122 

(2) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Bagia.n yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah. 

(1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan Unit Kerja 
Biro Administrasi Sekretariat Da.erah dalam pengelolaan 
anggaran Sekretariat Daerah dan Deputi serta Biro 
Adrninistrasi Sekretariat Daerah dan Perjalanan Dinas 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Pasal 121 

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Administrasi Sekretariat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

d. Subkelompok Ja.ba.t.an Fungsional. 

1. Subbagian Keuanga.n Daerah; 
2. Subbagia.n Pajak dan Retribusi Daerah; dan 
3. Subbagian Aset Daerah. 

c. Bagian Keuangan., Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah, 
terdiri dari : 
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h. menetapkan saldo pengisian kas Bendaharawan 
Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran 
Pembantu, ba.ik saldo ka.s yang akan dipergunakan lagi 
maupun saldo kas yang akan disetor ke Ba.da.n 
Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Perbendaharaan 
da.n Kas Da.era.h; 

g. melaksanakan kegiatan penerimaan surat pertanggungja:wa.ban 
belanja daerah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), 
Tambahan Uang (TU), Langsung (LS) Pengisian Kas dan 
Langsung (LS) beban tetap dari angga.ran SKPD 
Sekretariat Daerah; 

f. melaksa.na.ka.n kegiatan penyiapan Surat Perintah 
Pembayaran (SPM) dari anggaran SKPD Sekretariat 
Daerah dan kegiatan Deputi dari anggaran SKPD 
Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan penelitian kelen.gkapan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) dari anggaran SKPD 
Sekretariat Daerah dan kegiatan Deputi dari anggaran 
SKPD Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan keuangan Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

c. mela.ksanakan kegiatan dan anggaran pada Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah dan Deputi sesuai dengan lingkup tugasnya: 

a. menyusun bah.an rencana strategis da.n rencana kerja 
dan anggaran Ba.gian Keuangan Sekretariat Daerah dan 
Deputi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah d.an Deputi 
mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Keuangan Sekretaria.t Daerah dan Deputi 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 

(1) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi 
merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah dalam pengelolaan keuangan. 

Pa.sal 123 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 

f. pemantauan pelaksanaan anggaran Biro Administrasi 
Sekretaria.t Da.era.h;dan . 
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c. melaksanakan proses pengelolaan administrasi 
keua.ngan perjalanan dinas dalam negeri dan luar 
negen; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Ba.gian Keua.ngan Sekretariat 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di ba.wa.h 
dan bertanggung jawab kepada. Kepala Bagian Keuangan 
Sekretaria.t Da.erah. 

(1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas merupa.kan Satuan 
kerja Bagian Keuanga.n Sekretariat Daerah dalam 
pelaksana.an kegiatan pengelolaan Keuangan perjalanan 
Dinas. 

Pasal 124 

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah. 

q. melakukan Pen.elitian bukti penyetoran kembali sisa 
(UYHD); dan 

p. mencatat hasil pengesahan (Verifikasi) uang yang harus 
dipertanggungjawabkan (UYHD); · 

o. memberikan pembinaan teknis kepada Satuan 
Pemegang Kas, sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku; 

n. meneliti, menilai dan mernverifikasi Surat Pertanggungiawaban 
(SPJ) realisasi keuangan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

m. menyiapkan laporan Keuangan Bulanan, triwulanan, 
Semesteran dan Tahunan serta laporan insidentil dari 
anggaran biro; 

1. melaksanakan pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan 
Internet (TALI) di lingkungan Sekretariat Daerah; 

k. melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja 
Daerah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah; 

j. melaksanakan pembayaran Operasional Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

i. melaksan.a.kan pembayaran BP.JS Pejaba.t Negara clan 
PNS di lingkungan Provinsi Da.erah Khusus Ibukota 
.Jakarta; 
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o. menyusun laporan keuangan perjalanan dinas dalam 
negeri dan luar negeri dan melaporkannya kepada 
pimpinan secara bulanan, triwulanan da.n tahunan; 

n. melakukan pencatatan realisasi anggaran. biaya 
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri secara 
berkala dan melaporkannya kepada pimpinan; 

m. melaksanakan proses pembayaran biaya perjalanan 
dinas lainnya yang telah dituangkan dala.m daftar 
pengeluaran riil; 

1. melaksanakan proses pembayaran tagihan pihak 
maskapai atas pemesanan tiket pesawat perjalanan 
dinas dalam negeri dan luar negeri; 

k. meneliti, menilai dan memverifikasi seluruh 
permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas baik 
dari maskapai ma.upun SKPD/UKPD dan/atau non 
lernbaga pemerintah; 

j. mela.kukan kegia.tan koordinasi dengan pihak 
maskapai dalam rangka proses pemesanan tiket 
pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri; 

1. melakukan pernesanan tiket pesa.wat perjalanan dinas 
dalam negeri dan luar negeri sesuai peraturan yang 
berlaku mengenai penyediaan tiket pesawat dalam 
rangka perjalanan dinas rnelalui sistern; 

h. membuat estimasi biaya. perjalana.n dinas dalam negeri 
dan luar negeri berdasarkan disposisi Pimpinan atas 
usulan SKPD/UKJ:>D dan/atau non lembaga 
pemerintah dan/ a tau berdasarkan surat tugas 
Sekretaris Daerah; 

g. mempersiapkan proses administrasi keuanga.n 
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri 
berdasarkan surat tugas yang · telah dikeluarkan 
Sekretaris Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan 
SKPD /UKPD dan/ atau pihak lain/ non lembaga 
pemerintah untuk percepatan proses administrasi 
keuangan perjalanan dinas dala.m negeri da.n. luar 
negeri; 

e. melaksanakan kegiatan penyampaian bahan 
pertimbangan ketersediaan anggaran biaya perjalanan 
dina.s dalam n.egeri clan lua.r negeri kepada pimpinan; 

d. melaksanakan kegiatan analisis terhadap kebutuhan 
pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar 
negeri bagi pimpinan dan staf serta non pegawai 
berdasarkan disposisi pimpinan atas usulan 
SKPD/UKPD da.n/ a.tau piha.k la.in/non lemba.ga 
pernerintah; 
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k. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Sekretariat 
Da.era.h; 

j. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis 
dan Rencana Kerja dan. Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

i. mela.ksa.na.kan kegiatan evaluasi dan pelaporan atas 
pela.ksa.naan program dan kegiatan; 

h. melaksanakan kegiatan pemantauan proses penerbitan 
dan penyimpanan dokumen Surat Penyiapan Dana 
(SPD); . 

g. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan inventarisasi 
usulan-usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan/ atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro 
Administra.si Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan penetapan indikator kinerja 
untuk a.nggaran yang direncanakan Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

pelaksanaan 
(DPA) Biro 

e. melaksanakan kegiatan pemantauan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Administrasi Sekretariat Daerah; 

d. mengoordinasikan dan penyu.sunan bahan rencana 
kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

c. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan 
penyusunan rencana strategis Biro Administrasi 
Sekreta.riat Daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun ba.han rencana stra.tegis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Penganggaran mernpunyai tugas : 

(2) Subbagia.n Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
ja.wa.b kepada Kepala Ba.gian Keuan.gan Sekretariat 
Daerah. · 

( 1) Subbagian Penganggaran merupakan Satuan kerja Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan 
Perencanaan dan Penganggaran Biro. 

Pasal 125 

q. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas. 

p. mendokumentaaikan seluruh dokumen keuangan 
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri; dan 
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(1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah merupakan Satuan 
kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dalam 
pelaksanaan kegiatanpengelolaan penerima.a.n sura.t, mencatat 
surat, kegiatan musyawarah pimpinan dan kearsipan. 

Pasal 128 

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Adrninistrasi Sekretariat Daerah. 

e. pelaksanaan penatausahaan Sekretariat Daerah dan 
Deputi; da.n 

d. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; 

c. pengelolaan kepegawaian, keua.nga.n, barang dan 
Ketatausahaan Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

b. pela.ksa.naa.n rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Sekretariat 
Daerah; 

a. penyusunan renca.na. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah; 

(1) Bagian Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Biro, Sekretaris 
Daerah da.n Deputi serta. pengel.olaa.n kepegawaian Setda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Administrasi Sekretariat Daerah 
mempunyai fungsi : 

Pasal 127 

(2} Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah. 

(1) Bagian Administrasi Sekretariat Daerah merupakan Unit 
Kerja Biro Administra.si Sekretariat Daerah dalam 
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Biro, Sekretaris 
Daerah dan Deputi serta pengelolaan kepegawaian Setda. 

Pasal 126 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Penganggaran. 

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah; dan 

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana 
strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah; 

l. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pembukuan 
semua Surat Penyiapan Dana (SPD) ke dalam buku 
register; 
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(2} Sµbbagian Tata Usah.a Deputi dipimpin. oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah. 

(1) Subbagian Tata Usaha Deputi merupakan Satuan Kerja 
Bagian Administrasi Sekrctariat Daerah dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan penerimaan surat, mencatat surat, 
kegiatan musyawarah pirnpinan dan kearsipan. 

Pasal 129 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pela.ksa.naa.n 
tugas Subbagian Tata Usaha Sekretaria.t. Da.erah. 

J. me)aksanakan kegiatan analisis permohonan kehadiran 
Sekretaris Daerah pada acara yang diajukan oleh 
SKPD/UKPD;dan 

i. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan rapat, 
fasilitasi da.n koordinasi pela.ksanaan rapat kedinasan 
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah; 

h. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan rapat 
Musyawarah Pimpinan Daerah; 

g. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan 
a.rsip dan dokumen khusus Sekreta.ris Daerah; 

f. melaksanakan kegia.tan penyusunan dan pendistribusian 
hasil rapat Sekretaris Daerah; 

e. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan naskah 
sambutan /pidato, makalah dan kertas kerja Sekretaris 
Daerah; 

d. menyiapkan dan memproses surat lainnya sesuai 
petunjuk Sekretaris Daerah; 

penerimaan, pencatatan, 
ringkasan isi surat, naskah 
menyampaikannya kepada 

c. melaksanakan kegiatan 
penelitian dan penyusunan 
dinas dan perbal serta 
Sekretaris Daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Sekretariat 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Adrninistrasi Sekretariat Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Tata U saha Sekretaris Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Sekretariat Daerah. 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
clan anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda 
mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kcpala Bagian Administrasi Sekretariat Da.erah. 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda 
merupakan Satuan Kerja Bagian Administrasi Sekretariat 
Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat 
dan kearsipan serta kerumahtanggaan Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. 

Pasal 130 

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Deputi. 

1. menganalisis permohonan kehadiran Deputi pada acara 
yang diajukan oleh SKPD /UKPD; dan 

h. meyiapkan penyusunan bahan rapat, fasilitasi dan 
koordinasi pelaksanaan rapat kedinasan yang dipimpin 
oleh Deputi; 

g. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan 
arsip clan dokumen khusus Deputi; 

f. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pendistribusian 
hasil rapat Deputi; 

e. mengoordinasikan penyusunan naskah sambutan/pidato, 
makalah clan kertas kerja Deputi; 

d. rnenyiapkan dan memproses surat lainnya sesuai 
petunjuk Deputi; 

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan, 
penelitian dan penyusunan ringkasan isi surat, naskah 
dinas dan perbal serta menyampaikannya kepada Deputi; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pela.ksana.an. a.nggaran. Ba.gian. Administra.si Sekreta.ria.t 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Adrninistrasi Sekretariat Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Deputi mernpunyai tugas: 
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q. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 
Administrasi Sekretariat Daerah; 

p. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian dan pemeliharaa.n data i.nforma.si dan dokumen 
kepegawaian Sekretariat Daerah termasuk Sasara.n Kerja 
Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 
pegawai Sekretariat Daerah; 

o. melaksanakan kegiatan koordinasi proses adrninistrasi 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai 
dalam dan dari jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah; 

n. melaksanakan kegiatan pengurusan hak, kesejahteraan, 
penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun 
pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 

m. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, 
penernpatan, mutasi, pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan pegawai di lingkunga.n. Sekretaria.t Daerah; 

l. menghimpun, mengolah, mernelihara, mengemba.ngkan, 
memanfaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro 
Administrasi Sekretariat Daerah; 

k. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan 
kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro 
Administrasi Sekretariat Daerah; 

J. melaksanakan pen.gelolaan teknologi informasi dan 
ruang rapat Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

i. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan 
pengaturan acara Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

h. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindaha.n, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan pengelolaan kearsipan Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat Biro 
Administrasi Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan barang Biro Administrasi 
Sekretariat Da.erah; 

c. mela.ksa.na.ka.n pengelolaan kepegawaian Biro Administrasi 
Sekretariat Daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis clan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Sekretaria.t 
Daerah sesuai denga.n lingkup tugasnya.; 
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e. rnemfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan da1am 
perumusan kebijakan bidang keuangan, pajak, retribusi, 
aset dan pengadaan barang/ jasa daerah; 

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan 
bidang keuangan, pajak, retribusi, aset dan pengadaan 
barang/ jasa daerah; 

c. mernfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi 
kebijakan keuangan, pajak, retribusi, aset dan 
pengadaan barang/ jasa daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pela.ksanaan anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan 
Retribusi dan Aset Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Daerah; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada. 
ayat (1), Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Da.erah menyelenggaraka.n fungsi : 

(1) Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan 
Akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah dan 
Deputi serta pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan 
kebijakan Pemerintah Daerah menggenai keuangan, pajak, 
retribusi, aset dan pengadaan barang/ jasa daerah. 

Pasal 132 

(2) Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepa.la Bagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada. Kepa.la Biro 
Administrasi Sekretariat Daerah. 

(1) Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah 
merupa.kan Unit Kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah 
dalam pelaksanaa.n kegiata.n penyusunan Akuntansi dan 
pelaporan keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi serta 
pengoordina.sian. dan pema.nta.ua.n pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Daerah menggenai keuangan, retribusi, aset 
dan pengadaan barang/jasa daerah. 

Pasal 131 

s. melaporkan dan memperta.nggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro clan Kepega.waian 
Setda. 

r. mengoordinasikan menyusun laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan clan akuntabilitas Bagian Administrasi 
Sekretariat Daerah; dan 
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f. menghimpun, meneliti 'dan mengadministrasikan 
dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan dari 
biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan siklus Akuntansi dala.m penyusunan 
laporan keuangan; 

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
melaksanakan dan men.goordina.sikan pemantauan 
pelaksanaan kebijakan Bidang Keuangan Daerah; 

c. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
melaksanakan Penghimpunan dan pengelolaan data dan 
informasi kebijakan Bidang Keuangan Daerah; 

b. melaksanakan renca.na strategis dan dokumen 
pelaksariaan anggaran Bagia.n Keuangan, Pajak dan 
Retribusi dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3} Subbagian Keuangan Daerah mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi 
dan Aset Daerah. 

(1) Subbagian Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja 
Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah 
dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan dan Akuntansi 
Sekretariat Daerah dan pengoordinasian kebijakan keuangan 
daerah. 

Pasal 133 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan 
Aset Daerah. 

1. pelaksanaan pencatatan/penatausahaan dokumen aset 
Sekreta.ris Daerah, inventarisasi, pemeliharaan, 
pengendalian, pembinaan serta penghapusan aset 
Sekretaris Daerah; dan 

h. pendataan aset dan pemeliharaan Kendaraan Dinas 
Operasional (KDO) di lingkungan Sekretariat Daerah; 

g. penggabungan (konsolidasi) Laporan Keuangan dari Biro 
Biro di lingkungan SKPD Sekretaris Daerah; 

f. pelaksanaan proses a.kuntansi meliputi pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan SKPD Sekret.aris 
Daerah; 
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e. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbag Pajak dan Retribusi Daerah. 

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian da.n Keua.ngan dalam 
melaksanakan dan rnengoordinasikan pemantauan 
pelaksanaan kebijakan pajak, retribusi dan pen.ga.daa.n 
barang/jasa daerah; dan 

c. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam · 
melaksa.na.ka.n Penghimpunan dan pengelolaan data dan 
informasi kebijakan pajak, retribusi dan pengadaan 
barang/jasa daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan 
Retribusi dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Pajak 
dan Retribusi dan Aset Daerah. 

(1) Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Satuan 
Kerja Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Da.erah dalam pelaksa.na.an pen.goordinasian kebijakan 
pajak, retribusi dan pengadaan barang/jasa daerah. 

Pasal 134 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Keuangan Daerah. 

J. rnelakukan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap 
Biro-Biro di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah; dan 

i. menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD 
Sekretariat Daerah Semesteran dan Tahunan; 

h. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara 
periodik meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, 
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan 
catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan 
(lapora.n realisasi a.nggaran, neraca,la.poran operasional, 
laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan 
keuangan) SKPD/UKPD Sekretariat Daerah; 

keuangan . Biro Administrasi g. menyusun laporan 
Sekretariat Daerah; 
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k. melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan 
kendaraan dinas operasional; 

J. melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi 
terhadap aset Sekretariat Daerah; 

1. melaksanakan kegiatan pemantauan dan supervisi da.ri 
pemeliharaan/ perawatan aset Sekretariat Daerah secara 
berkala.; 

h. melaksanakan koordinasi registrasi penomoran peralatan 
kerja teknis pada Biro-biro di bawah koordinasi 
Sekretariat Daerah; 

g. melaksanakan inventarisir/pencatatan aset tetap di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan evaluasi dan penelitian kelaikan 
pakai barang Sekretariat Da.erah; 

e. menyusun rencana periodik (anggaran dan kegiatan) 
pemeliharaan aset Biro-Biro Sekretariat Daerah; 

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
melaksanakan dan mengoordinasikan pemantauan 
pelaksanaa.n kebijakan a.set daerah; 

c. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
melaksanakan Penghimpunan dan pengelolaan data dan 
informasi kebijakan aset Daerah: 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan, Pajak clan 
Retribusi dan Aset Daerah Sekretariat Daerah sesua.i 
dengan lingkup tugasnya; 

a. rn.enyusun baha.n rencana stra.tegis dan renca.na kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset 
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Aset Daerah mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Aset Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
berta.nggung jawab kepada Kepala. Ba.gian Keuangan, Pajak 
dan Retribusi dan Aset Daerah. 

(1) Subba.gian Aset Daerah merupaka.n Satuan Kerja Bagian 
Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah dalam 
pelaksanaan pengoordinasian kebijakan aset daerah serta 
pelaksanaan kegiatan monitor, evalua.si, rekapitulasi, 
pemutakhiran data, penyimpanan barang serta 
mengoordinasikan rencana kebutuhan barang sekretrariat 
daerah. 

Pasal 135 

118 



a.. penyusuna.n rencana. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Perekonomian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 

(1.) Biro Perekonomia.n rnernpunyai tu.gas melaksanakan 
penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, mernantau, 
mengevaluasi, membina pela.ksanaan kebijakan urusan 
pariwisata, kebu.dayaa.n, tenaga kerja, · transmigrasi, 
perhubungan, perindustrian, energy dan sumber daya. mineral, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, kelautan 
dan perikanan, pertanian, pangan serta mengoordinasikan 
penyusunan perumusan kebijak.an bada.n usaha milik 
daerah dan penanaman modal. 
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Biro Perekonomian 

Paragraf 2 

t. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Aset Daerah. 

s. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengusulan 
penghapusan barang Sekretariat Daerah yang datanya 
bersum.ber dari Biro-Biro/UKPD Sekretaria.t Da.erah; dan 

r. mengevaluasi laporan penyusutan aset Sekretariat 
Daerah dan menyusun rencana usulan penghapusan 
aset yang tela.h habis nilai ekonomis atau tida.k 
difungsikan lagi; 

q. menyusun Standar Operasional Pemeliharaan Aset Tetap 
di Lingkup Sekretariat Daerah; 

p. penyiapan bahan laporan Biro Administrasi Sekretariat 
Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian 
Keuangan, Pajak dan Retribusi, dan Aset Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; clan 

o. melaksanakan pendataan Aset dan pemeliharaan KDO 
Biro-biro di lingkungan Setda Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

n. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan/ penerapan 
ketentua.n perundang-undangan pengelola.a.n aset kepada. 
Biro-Biro/ UKPD; 

m. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan 
terhadap pengurus barang pada Biro-biro; 

1. melaporkan aktivitas pemeliharaan aset serta data aset 
yang dipeliha.ra secara berkala ke Kepala Bagia.n 
Keuangan, Pajak, Retribusi dan Aset Daerah; 
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c. Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :. 

1. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 
2. Subbagian Penanaman Modal dan PTSP; dan 

· 3. Subbagian Ekonomi Daerah. 

b. Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Pen.an.ama.n 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi 
Daerah terdiri da.ri : 

1. Subbagian Perindustrian dan Energi; 
2. Subbagian Perdagangan; dan 
3. Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

a. Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan, terdiri dari : 

(1) Susunan Organisasi Biro Perekonomian, sebagai berikut: 
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j. pela.poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Perekonomian. 

data dan informasi Biro i. pengelolaan kearsipan, 
Perekonomian; dan 

h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Perekonomian; 

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
· Perekonomian; 

f. perumu.san, pernantauan, pengenda.lian dan evaluasi 
kebijakan ekonorni mikro dan ekonomi makro daerah; 

e. pengoordinasian · penyusunan perumusan kebijakan 
pembinaan badan usaha milik daerah, penanaman modal, 
pelayanan terpadu satu pintu dan ekonomi daerah; 

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata, kebudayaan, 
tenagakerja, transmigrasi, perhubungan, perindustrian, 
energy dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perdagangan, kelautan dan perikanan, 
pertanian, pa.ngan; 

c. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pariwisata, 
kebudayaan, tenagakerja, transmigrasi, perhubungan, 
perindustrian, energy dan sumber daya mineral, koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perdagangan, kelautan dan 

. perikanan, pertanian, pangan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Perekonomian; 
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c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
dibidang Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagia.n Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ), Ba.gian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah serta Perdagangan menyelenggarakan fungsi : 

(1) Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta Perdaga.ngan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
pengoordinasian, pembinaan, pernantauan, dan evaluasi 
kebijakan di bidang Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan. 
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(2) Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan dipimpin oleh scorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Perekonomian. 

(1) Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan merupakan Unit Kerja Biro 
Perekonomian dalam melaksanakan penyusunan dan 
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pernbinaan, 
pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang Perindustrian, 
Energi, Perdagangan dan Koperasi, Usaha. Kecil da.n 
Menengah. 
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· (2) Bagan Susunan Organisasi Biro Perekonornian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Subbagian Kelautan dan Pertanian; 
2. Subbagian Ketahanan Pangan; dan 
.3. Subba.gia.n Tata. Usa.ha Biro. 

d. Ba.gia.n Ketaha.nan Pangan, Kelau tan dan Pertanian clan 
terdiri dari : 

1. Subbagian Perhubungan; 
2. Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan; dan 
3. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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(1) Subbagian Perdagangan merupakan Satuan Kerja Bagian 
Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
serta Perdagangan mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksa.naan kebijakan 
di bidang perdagangan 
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f. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perindustrian dan Energi. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pem.anfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebija.ka.n di bidang 
Perindustrian dan energi; dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijaka.n di bidang Perindustrian 
dan Energi; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pembaha.sa.n kebijakan di bidang Perindustrian dan Energi; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan angga.ra.n Bagi.an Perindustrian, Energi, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Perindustrian dan Energi mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Perindustrian dan Energi dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Ba.gian Perindustrian, 
Energi, Koperasi., Usaha Kecil dan Menengah serta 
Perdagangan. 

( 1) Subbagian Perindustrian dan Energi merupakan Satuan Kerja 
Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha. Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemanta.uan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
di bidang Perindustrian dan energi. 
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e. pelaporan dan pertanggungjawaban pclaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah serta Perdagangan. 

d. pengoordina.sian, pemantauan, evaluasi dan pembinaa.n 
pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian, Energi, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 
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(2) Subbagia.n Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian, 
Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta 
Perdaganga.n. 

( 1) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan 
Satuan Kerja Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan dalarn pela.ksa.na.a.n 
perumusan, pengoordinasian, pernbinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksa.na.an kebijakan clibidang Koperasi, Usaha 
Kecil dan menengah; 
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h. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perdagangan. 

g. mengoordinasikan penyusuna.n la.poran keuangan, 
kegiatan kinerja dan akuntabilitas Bagian Perindustrian, 
Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta 
Perdagangan;dan 

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana kerja dan anggaran Bagian Perindustrian, 
Energi, Koperasi, Usaha Kecil da.n Menengah serta 
Perdagangan; 

e. melaksanakan . kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijaka.n dibida.ng 
Perdagangan; 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan; 

c. melaksana.kan kegiatan perumusan, penyu.sunan dan 
pernbahasan bahan kebijakan dibidang Perdagangan; 

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelakaanaan anggaran Bagian Perindustrian, Energi, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; J 

a. menyusun bahan rencana strategis clan rencana kerja dan 
a.ngga.ra.n Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Perdagangan mernpunyai tugas: 

(2) Subbagian Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, 

. Usaha Kecil dan Menenga.h serta. Perdagangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l), Bagian Pernbinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 
Ekonomi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

(1) Bagian Pembinaan Sadan Usaha Milik Daerah, Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang Pernbinaan 
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayana.n 
Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan. Ekonomi Daerah. 
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(2) Bagia.n Pernbinaan Sadan Usaha Milik Daerah, Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi 
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan. bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Perekonomian. 

( 1) Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman 
Modal, Pelaya.nan Terpadu Satu Pintu (PTSP) clan Ekonomi 
Daerah merupakan Unit Kerja Biro Perekonomian dalam 
melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
pengoordinasian, pernbinaan, pemantauan, dan. evaluasi 
kebijakan di bidang pern.binaa.n Badan Usaha Milik Daera.h, 
Penana.man Modal, Pelaya.nan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 
Ekonomi Daerah. 
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f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

e. melaksana.kan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan dibidang 
Koperasi, Usa.ha Keci.l da.n Menengah; dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah; 

b. melaksanakan rencana. s.trategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Perindustrian, Energi, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Koperasi, U saha Kecil dan Menengah mempunyai 
tugas: 

124 



d. melaksa.naka.n pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman 
Modal dan PTSP; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pemba.ha.san kebija.kan di bidang Penana.man Modal dan 
PTSP; 

b. mela.ksana.kan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan 
anggaran Bagia.n Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} 
dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(2) Subbagian Penanaman Modal da.n PTSP dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
berta.nggun.g jawab kepada Kepa.la. Bagia.n Pembinaan Sadan 
U saha Milik Daerah, Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah. 

(3) Subbagian Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas : 

( 1) Subbagian Penariarnan Modal dan PTSP merupakan Satuan 
kerja Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 
Ekonomi Daerah mempunyai tugas mela.ksanakan penyusunan 
dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanaman modal da.n PTSP. 
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f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Pembinaan. Badan Usaha Mi.lik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Ekonomi Daerah; 

e. pela.ksana.an perumusan, pemanta.uan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan makro daerah;dan 

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha 
Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah; 

c. penyusunan, perumusan dan pernbahasan kebijakan di 
bida.ng Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanama.n 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu {PTSP) dan Ekonomi 
Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Ekonomi Daerah; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pembinaan Sadan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Ekonomi Daerah; 
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(1) Subbagian Ekonorni Daerah merupakan Satuan kerja. Bagia.n 
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu. Pintu {PTSP) dan Ekonomi Daerah 
mempunyai tugas melaksana.kan penyusunan dan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bida.ng ekonorni mikro dan 
ekonomi makro dacrah. 

f. melaporkan dan mempertanggungjawa.bka.n pelaksanaan 
tugas Subbagian Badan Usaha Milik Daerah. 
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e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi d.an 
· pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pembahasan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha 
Milik Daerah; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pembinaan Badan U saha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pernbinaan Badan Usaha 
Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(2) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin 
oleh seora.ng Kepala. Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah. 

(3) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai 
tugas: 

(1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan 
Satuan kerja Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpa.du Satu Pintu (PTSP) dan 
Ekonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksariaan kebijakan di bidang 
Pembinaan Badan U saha Milik Daerah. 

f. melaporka.n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaa.n 
tugas Subabagian Penanaman Modal dan PTSP. 
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e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data. dan inforrnasi pela.ksa.na.an kebija.kan. di bida.ng 
Penanaman Modal dan PTSP;dan 
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(1) Ba.gia.n Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi merupakan Unit Kerja Biro Perekonomian - 
dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
pengoordina.sia.n, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan di bidang Perhubungan, Pa.riwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Ekonomi Daerah. 

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagia.n Pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah, Perianaman Modal dan 
Ekonomi Daerah; dan 

g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana. kerja da.n anggaran Bagian Pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Ekonomi 
Daerah; 

f. mela.ksanaka.n kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan i.nformasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
Ekonomi Daerah; 

e. Merumuskan pelaksanaan pemantauan, pengendalian d.a.n 
evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan makro daerah; 

d. melaksanakan pengoordinasian, pernantauan, evaluasi dan 
pembinaan pela.ksanaan kebijakan di bidang Ekonomi 
Daerah; 

c. mela.ksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pembahasan kebijakan di bidang Ekonomi Daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran dari Bagian Pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bah.an renca.na. strategis da.n renca.na. kerja. dan 
anggaran Biro Perekonomian dari Bagian Pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Ekonomi Da.erah mempunya.i tugas : 

(2) Subbagian Ekonom.i Da.era.h dipimpin oleh seora.ng Kepa.la 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada. Kepala Bagian Pemhinaa.n. Ba.da.n Usaha Mili.k 
Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) da.n Ekon.omi Da.era.h. · 
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a.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perhubungan., Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Perhubungan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah clan . bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan, Pariwisata, 
Kebudaya.a.n, Tenaga. Kerja dan Transmigrasi. 

( 1) Subbagian Perhubungan merupakan Satuan kerja Bagian 
Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunya.i tugas melaksanakan penyusunan dan 
perurnusan kebijakan, pengoordinasia.n, pembinaan, 
pemantauan dan evalua.si pelaksanaan kebijakan di bidang 
Perhubungan. 

Pasal 150 

e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja clan Transmigrasi. 

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan, Pariwisata, 
Kebudaya.an, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

c. penyusunan, perumusan dan pembahasan kebijakan di 
bidang Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

a. penyusuna.n rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Perh.ubunga.n, Pariwisata, Kebudayaa.n, 
Tenaga Kerja clan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang 
Perhubungan clan Transportasi, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga 
Kerja dan Transrnigrasi. 

Pasal 149 

(2) Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan berta.nggung ja.wa.b kepa.da. 
Kepala Biro Perekonomian. 
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f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
perneliharaan, penyajia.n, pengemba.ngan dan pemanfaatan 
data dan informa.si pe1aksanaan kebijakan di bidang 
pa.riwisata dan kebuda.yaan; dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pernantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan 
kebudayaan; 

c. mela.ksanaka.n kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pembahasan kebijakan di bidang pariwisata dan 
kebudayaan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokurnen 
pelaksanaan anggaran dari Bagian Bagian Perhubungan, 
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga. Kerja dan Transmigrasi 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja da.n 
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Pariwisata da.n Kebuda.yaan mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan, 
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

( 1} Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Satuan 
kerja Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melak:sanakan 
penyusunan clan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 
pembinaan, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
di bidang pariwisata dan kebudayaan. 

Pa.sal 151 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perhubungan. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengem.banga.n da.n pemanfaa.tan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
Perhubungan; dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan; 

c. melaksanakan kegiatan penyusuna.n, perumusan dan 
pembahasan kebijakan di bidang Perhubungan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Bagian Perhubungan, 
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja clan Transmigrasi 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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(2) Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian. 

(1) Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan da.n Pertanian dan 
merupakan. Unit Kerja Biro Perekonomian dalam 
melaksanakan penyusunan . dan perumusan kebijakan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian. 

Pasal 153 

f. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengernbangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga 
kerja dan transmigrasi;dan 

d. rnelaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja 
dan transmigrasi; 

penyusunan, perumusan dan 
di bidang tenaga kerja dan 

c. melaksanakan kegiatan 
pembahasan kebijakan 
transmigrasi; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran dari Bagian Perhubungan, 
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin · oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan, 
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

( l) Subbagia.n Tenaga Kerja clan Transmigrasi merupakan Satuan 
kerja Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
di bida.ng tenaga kerja dan. tra.nsm.igrasi. 

Pasal 152 
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(2) Subbagian Kela.utan da.n Pertanian dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan, 
Kelautan da.n Perta.n.ian. 

( 1) Subbagian Kelau tan dan Pertanian merupakan Sa.tuan Kerja 
Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 
rnernpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, 
peterna.kan., perika.na.n dan kelautan. 

Pasal 1.55 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian. 

i. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi dinas dan badan Bidang Perekonomian; dan 

penyusunan la po ran 
dan akuntabilitas Biro 

h. pelaksanaan pengordinasian 
keuangan, kegiatan, kinerja 
Perekonomian; 

g. pelaksanaan tuga.s ketatausahaan Biro Perekonomian; 

f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 
rencana kerja dan anggaran Biro Perekonomian; 

e. pelaksa.n.aa.n kegiatan koordinasi operasi pasar, 
pemantauan, pengendalian ketersediaan, distribusi dan 
pemantauan harga bahan pangan; 

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian; 

c. penyusunan, perumusan dan pembahasan kebijakan di 
bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan. dokum.en pelaksa.na.an 
anggaran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian; 

a. penyusunan rencana. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 
menyelenggarakan fungsi : 

(1) Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan 
kebijakan, pengcordinasian, pembinaan, pemantauan, dan 
evaluasi kebijakan di bidang Keta.ha.na.n Pangan, Kelautan da.n 
Pertanian. · 

Pasal 154 
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e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan peman.faatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
ketaha.na.n pangan; 

d. melaksan.aka.n pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan 
pangan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran . Bagian Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian sesua.i denga.n lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pembahasan kebijakan di bidang ketahanan pangan; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana. kerja dan 
angga.ran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Ketahanan Pangan mempunyai tugas : 

(1} Subbagian Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja 
Bagian Keta.hanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan clan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. 

(2) Subbagian Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang K.epala. 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian. 
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f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kelautan dan Pertanian. 

e. melaksana.kan kegiatan penghitnpunan, pengolahan, 
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.dan 

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, 
peternakan, perikanan dan kelautan; 

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan 
pemba.hasan kebija.kan di bida.n.g perta.nia.n, peterna.ka.n, 
perikanan dan kelautan; 

b. melaksanakan renca.na. stra.tegis da.n dokumen. 
pelaksanaan anggaran Bagian Ketahanan . Pangan, 
Kelautan dan Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggara.n Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

. (3) Subbagian Kelautan dan Pertanian mempunyai tugas : 
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j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan 
acara Biro Perekonomia.n; 

1. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Perekonomian; 

h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan 
prasarana dan sarana kerja Biro Pcrekonomian; 

g. rnelaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi 
Biro Perekonomian; 

f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro Perekonomian; 

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Perekonomian; 

d. mela.ksanaka.n kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan dan dokurnen pelaksariaan anggaran Biro 
Perekonomian; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro 
Perekonomian; 

b. rnelaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Biro 
Perekonomian dari Bagian Ketahanan Pangan, Kelauta.n 
dan Pertaniansesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. rnenyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan 
dokumen pelaksanaan anggaran Biro Perekonornian dari 
Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan da.n Pertaniansesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mernpunyai tugas : 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagia.n yang berkedudu.kan di ba.wah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian. 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian 
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, 
barang,_ surat-rnenyurat dan kearsipan serta kerurnahtanggaan 
Biro Perekonornian. 

Pasal 157 

g. melaporka.n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Ketahanan Pangan. 

f. melaksanakan kegiatan koordinasi operasi pasar, 
pemantauan, pengendalian ketersediaan, distribusi da.n 
pemantauan harga bahan pangan; dan 
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d. melaporkan. dan mempertanggungja.wa.bkan pelaksanaan 
tugas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan 

b. mengoordinasikan clan mengendalikan pelaksanaan tugas 
penyelenggara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 
perurnahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 
lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman; 

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pekerjaan 
umum dan penataan ruang, perurnahan dan kawasan 
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, 
pertamanan dan pemakaman; 

Asisten Pernbangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam: 
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Asisten Pembanguna.n da.n Lingkungan Hidup 

Bagian Kelima 

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

s. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan keuangan, 
kegiatan,kinerja dan akuntabilitas Bagian Ketahanan Pangan, 
Kelautan clan Pertanian; clan 

r. melaksanakan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Dina.s dan Badan Bidang Perekonomian; 

q. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran serta anggaran Bagian Ketahanan Pangan., 
Kelautan dan Pertanian; 

p. rnenghimpun bahan dan rnenyusun laporan keuangan, 
kegiata.n, kinerja dan akuntabilitas Biro Perekonomian; 

mengajukan 
saran.a Biro 

dan 
dan 

o. menghimpun bahan, menganalisis 
kebutuhan penyediaan prasarana 
Perekonomian; 

n. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Biro 
Perekonomian 

m. menghimpun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Biro Perekonomian; 

k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Perekonomian; 

l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Biro 
Perekonomian; 
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e. pengelolaan kepegawaian, keuangan clan barang Biro 
. Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

d. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pela.ksanaan. 
kebijaka.n urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasa.n permukiman, pertanahan, 
lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman, 
pema.ntauan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta 
pengendalian penyelesaian kewajiban; 

c. penyusunan kebijakan urusan pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutana.n, 
pertamanan dan pernakaman, pemantauan fasilitas sosial 
dan fasilitas umum serta pengendalian penyelesaian 
kewajiba.n; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggara.n Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana. dimaksud pada 
ayat (1), Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
menyelenggarakan fungsi : 

(1) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, 
memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan 
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ra.kyat 
dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, 
keh.uta.na.n, pertamanan clan pemakaman, pemantauan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta. pengendalian 
penyelesaian kewajiban. 

Pasal 160 

Biro Penataan Kota clan Lingkungan Hidup 

Paragraf 1 

f. Dinas Lingkungan Hidup. 

e. Dinas Kehuta.na.n; dan 

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

c. Dinas Sumber Daya Air; 

b. Dinas Bina Marga; 

a.. Dina.s Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; 

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan : 

Pasal 158 
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(2) Bagian Struktur Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudu.kan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

(1) Bagian Struktur Ruang Kota merupakan Unit Kerja Biro 
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan 
perurrrusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal bina 
marga dan utilitas perkotaan, Infrastruktur transportasi dan 
tata air. 

Pasal 162 

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup sebagaimana tercan.tum dalam Lampiran 
Peraturan Gubernur ini. 

1. Subbagian Pernantauan Program Pembangunan; 
2. Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas 

Umum; dan 
3. Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban. 

d. Bagian Pembangunan Kota, terdiri atas : 

1. Subbagian Ruang Terbuka Hijau; 
2. Subbagian Sanitasi Lingkungan; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

c. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri atas : 

1. Subbagian Penataan Kawasan; 
2. Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota; dan 
3. Subbagian Perum.a.han dan Bangunan. 

b. Bagian Pola Ruang Kota, terdiri dari : 

1. Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan; 
2. Subbagian Infrastruktur Tra.nsporta.si; da.n 
3. Subbagian Tata Air. 

a.. Ba.gia.n Struktur Ruang Kota, terdiri dari : 

( 1) Susunan Organisasi Biro Penataan Kota dan Lingkungan 
Hidup, sebagai berikut: 
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h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

g. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Penataa.n 
Kota dan Lingkungan Hidup; dan 

f. pengelolaan ketatausahaan dan keruma.hta.nggaan Biro 
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

136 



a. menyusun bahan rencana strategis dan renca.na kerja dan 
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan mempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Struktur Ruang 
Kota. 

(1) Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan merupakan 
Satuan Kerja Bagian Struktur Rua.ng Kota dalarn pelaksanaan 
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan 
fasilitasi pembangunan jalan, prasarana dan sarana jalan 
serta kelengkapannya, jembatan, jaringan energi dan 
telekomunikasi, serta sarana jaringan utilitas terpadu. 

Pasal 164 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pela.ksanaan tuga.s dan 
fungsi Bagian Struktur Ruang Kota. 

f. penghimpunan dan penelitian data dan informasi · dalam 
rangka perumusan ke bijakan pemerintah daerah da.la.m hal 
bina marga dan utilitas perkotaa.n, Infra.struktur 
transportasi dan tata air; dan 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah dalam hal bina marga dan utilitas 
perkotaan, Infrastruktur transportasi dan tata air; 

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
dalam hal bina marga dan utilitas perkotaan, Infrastruktur 
transportasi dan tata air; 

c. perumusan, pembahasan dan penyusunan bahan kebijakan 
pemerintah daerah dalam hal bina marga dan utilitas 
perkotaan, Infrastruktur transportasi dan tata air; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Struktur Ruang Kota menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Struktur Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal bina 
ma.rga. dan utilita.s perkota.an., Infra.struktur transporta.si dan 
tata air. 

Pasal 163 
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a.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota. sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Infrastruktur Transportasi mempunya.i tugas : 

(2) Subbagian Infrastruktur Transportasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Struktur Ruang 
Kota. 

(1) Subbagian Infrastruktur Tra.nsportasi merupakan Satuan 
kerja Bagian Struktur Ruang Kota dalam. pelaksanaan 
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 
pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut, udara, 
serta sistem jaringa.n pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan 
perkeretaapian untuk angkutan massal. 
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h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Bina Marga. da.n Utilitas Perkotaan. 

g. mernberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
sesuai dengan tugasnya mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah yang terkait denga.n pelaksanaan 
pembangunan prasarana dan sarana jalan serta 
kelengkapannya, jembatan, jaringan energi dan telekomunikasi 
serta sarana jaringan utilitas terpadu; dan 

f. melaksanakan kegiatan penghim.punan da.n penelitian data 
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan 
pemerintah daerah mengenai pembangunan prasarana dan 
sa.rana. jalan serta kelengka.pa.nnya., jembatan, jaringan 
energi dan telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas 
terpadu; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan 
pemerintah daerah mengenai pembangunan prasarana dan 
sarana jalan serta kelengkapannya, jembatan, jaringan 
energi dan telekomunikasi serta. sarana jaringan utilitas 
terpadu; 

d. mengoordinasikan pelaksa.naa.n kebijakan pemerintah 
daerah mengenai pembangunan jalan, prasarana dan 
sarana jalan serta kelengkapannya, jembatan, jaringan 
energi dan telekomunikasi serta sarana jaringan. util.itas 
terpadu; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
pemba.ngunan jalan, prasarana dan sarana jalan serta 
kelengkapannya, jembatan, jaringan energi dan 
telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas terpadu; 

b. melaksanakan renca.na. strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran dari Bagian Struktur Ruang Kota 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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( 1) Subbagian Tata Air meru.pa.kan Satuan Kerja Bagian Struktur 
Ruang Kota dalarn pelaksanaan kegiatan perumusan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sistem 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air 
termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistern 
pengendalian daya rusak air/ pengendalian banjir berupa 
antara lain sunga.i, saluran, waduk, situ dan polder serta 
tanggul laut. 

Pasal 166 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabka.n pelaksana.a.n 
tugas Subbagian Infrastruktur Tran.sportasi. 

1. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Struktur Ruang 
Kota; dan 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup dari Bagian Struktur Ruang Kota; 

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
sesuai dengan tugasnya mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan 
pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut, 
udara serta sistem jaringan pelayanan lalu lintas angkutan 
jalan dan perkeretaapian untuk angkutan massal; 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data 
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan 
pemerintah daerah dalam hal pembangunan prasarana dan 
sarana transportasi laut, udara serta sistem jaringan 
pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian 
untuk angkutan massal; 

e. melaksanaka.n kegiatan pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan 
prasarana dan sarana transportasi laut, udara serta sistem 
jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan 
perkeretaapian untuk angkutan massal; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi kebijakan pemerintah 
daerah dalam hal pembangunan prasarana dan sarana 
transportasi laut, udara serta sistem jaringan pelayanan 
lalu linta.s a.ngkuta.n jalan dan perkeretaapian untuk 
angkutan massal; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam 
hal pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut, 
udara serta sistem jaringan pelayanan lalu lintas angkutan 
jalan dan perkeretaapian untuk angkutan massal; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
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h. mela.porka.n da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Sub bagian Tata Air. 

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
sesuai dengan tugasnya mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah dalam halpengembangan sistem 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya 
air termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistem 
pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir berupa 
a.ntara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta 
tanggul laut; dan 

f. melaksanakan penghimpunan dan penelitian data dan 
informasi dalam rangka penyusunan ba.ha.n kebijakan 
pemerintah daerah dalam pengembangan sistem konservasi 
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air 
termasuk jaringan a.ir bersih dan pengembangan sistem 
pengendalian daya rusak air/ pengendalian banjir berupa 
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta 
tanggul laut; 

e. melaksanakan pemantaua.n. dan evaluasi kebijakan 
pemerintah daerah dalarn hal pengembangan sistem 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya 
air termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistem 
pengendalian daya rusak air J pengendalian banjir berupa 
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta 
tanggul laut; 

d. rnengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah dalam hal pengembangan sistem konservasi sumber 
daya air, pendayagunaan sumber daya air terma.su.k 
jaringan air bersih dan pengembangan sistern pengendalian 
daya. rusak air/ pengendalian banjir berupa antara lain 
sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta tanggul laut; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan 
penyusunan, bahan. kebijakan pemerintah daerah dalam 
pengembangan sistem konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air termasuk jaringan air 
bersih dan pengembangan sistem pengendalian daya rusak 
air/ pengendalian banjir berupa antara lain sungai, saluran, 
waduk, situ dan polder serta. tan.ggul laut; 

b. mela.ksanaka.n rencana. strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis danrencana kerja dan 
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Tata Air mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berkeduduka.n. di bawah dan bertanggung jawab kepada. 
Kepala Bagian Struktur Ruang Kota. 
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(1) Subba.gian Penataan Kawasan merupakan Satuan kerja 
Bagian Pola Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
implementasi rencana penataan dan pengembangan kawasan, 
termasuk panduan rancang kota atau rencana tata. bangunan 
dan lingkungan. 

Pasal 169 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksan.aan tugas da.n 
f ungsi Bagian Pola Ruang Kota. 

f. penghimpunan dan penelitian data dan informasi mengenai 
pelaksanaan pena.taan kawasan, pemanfaatan ruang kota 
serta perurnahan dan bangunan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
dalarn hal pena.taan kawasan, pemanfaatan ruang kota 
serta perumahan clan bangunan; 

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
dalam penataan kawasan, pemanfaatan ruang kota serta 
perumahan dan bangunan; 

c. pembahasan, penyusunan dan perumusan kebijakan 
. pemerintah daerah dalam penataan kawasan, pemanfaatan 
ruang kota serta perumahan dan bangunan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pengendalian Pola Ruang Kota; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Ba.gian Pengendalian Pola Ruang Kota; 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pola Ruang Kota menyelenggarakan fungsi : 

(1) Bagian Pola Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pernerintah daerah dalam penataan 
kawasan, pemanfaatan ruang kota serta perumahan dan 
bangunan. 

Pasal 168 

(2) Bagian Pola Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

(1.) Bagian Pola. Ruan.g Kota merupakan Unit Kerja Biro Penataan 
Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perumusan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah dalam hal penataan kawasan, 
pemanfaatan ruang kota serta. perumahan dan bangunan. 

Pasal 167 
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(2) Subbagian Pemanfaatan Ruang Kata dipimpin oleh seorang 
Kepa.la. Su.bba.gia.n yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pol.a. Ru.ang Kota. 

(1) Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota merupakan Satuan Kerja 
Bagian Pola Ruang Kota. da.lam pelaksa.naan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pemanta.ua.n da.n evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemcrintah daerah mengenai 
implementasi rencana pola ruang dan implementasi 
mekanisme insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. 
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h. melaporkan da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Penataan Kawasan. 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/ 
pertimbangan/ rekomendasi serta laporan kegiatan mengenai 
implementasi rencana penataan dan pengembangan 
kawasan, termasuk panduan rancang kota atau rencana 
tata bangunan dan lingkungan; dan 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data 
dan. inforrnasi dalam rangka. penyusunan ba.ha.n kebijaka.n 
pemerintah daerah mengenai implementasi rencana 
penataan dan pengembangan kawasan, termasuk panduan 
rancang kota atau rencana tata bangunan dan lingkungan; 

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
dalam implementasi rencana penataan dan pengembangan 
kawasan,termasuk panduan rancang kota atau rencana 
tata bangunan dan lingkungan; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pernerintah 
daerah dalam implementasi rencana penataan dan 
pengembangan kawasan, termasuk panduan rancang kota 
atau rencana tata bangunan clan lingkungan; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan 
penyusunan, ba.han kebijakan pemerintah daerah dalam 
implementasi rencana penataan dan pengembangan 
kawasan.terrnasuk panduan rancang kota atau rencana 
tata bangunan dan lingkungan; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen. 
pelaksanaan anggaran Bagian Pola Ruang Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Pola Ruang Kota sesuai dengan lingkup 
tuga.snya.; 

(3) Subbagian Penataan Kawasan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Penataan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pola Ruang Kota. 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Pola Ruang Kota sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Perumahan dan Bangunan mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Perumahan dan Bangunan dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pola Ruang Kata. 

(1) Subbagia.n Perumahan dan Bangunan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Pola Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi. 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah rnengenai 
implementasi pengem bangan perurnahan, serta pengendalian 
pembangunan dan pelestarian bangunan gedung. 
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h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan. pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota. 

g. rnelaksanakan kegiatan penyusunan saran, pertimbangan 
atau rekomendasi mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah yang terkait dengan implementasi 
rencana pola ruang dan lrnplementasi mekanisme insentif 
dan disinsentif dalam penataan ruang; dan 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data 
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan 
pemerintah daerah mengenai implementasi rencana pola 
ruang dan implementasi mekanisme insentif dan disinsentif 
dalam penataan ruang; 

e. pema.ntauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
dalam implernentasi rencana pola ruang dan implernentasi 
mekanisme insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah dalam impl.ementasi rencana pola rua.ng dan 
implementasi mekanisme insentif dan disinsentif dalam 
penataan ruan.g; 

c. mela.ksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan 
penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
implementasi rencana pola ruang dan implementasi 
meka.nisme insen.tif dan disinsentif dalarn penataan ruang; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan a.ngga.ran Bagian Pola. Ruang Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaranBagian Pola Ruang Kota sesuai dengan lingkup 
tugasnya.; 

(3) Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota mempunyai tugas: 
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(2) Bagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seora.ng Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

( 1) Bagian Lingkungan Hidup merupakan Unit Kerja Biro 
Penataan Kota dan Lin.gkungan Hidup dalam pelaksanaan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 
pengelolaan dan pengembanga.n ruang terbuka hijau, sanitasi 
lingkungan serta ketatausahaan Biro Penataan Kota da.n 
Lingkungan Hidup. 
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j. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perumahan dan Bangunan. 

i. mengoordinasikan penyusunan la.pora.n keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pola Ruang 
Kota; da.n 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pola Rua.ng Kota; 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan. saran/ 
pertimbangan/rekomendasi serta laporan kegiatan 
mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang 
terkait dengan implementasi pengernbangan perumahan, 
serta pengendalian pembangunan dan pelestarian 
bangunan gedung; 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data 
dan informasi dalam rangka penyusuna.n baha.n kebijaka.n 
pernerintah daerah mengenai implernentasi pengembangan 
perumaha.n, serta pengendalian pembangunan dan 
pelestarian bangunan gedung; 

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
dalam im.plementa.si pengemba.ngan perumahan, serta 
pengendalian pembangunan dan pelestarian bangunan 
gedung; 

pemerintah 
perumahan, 

pelestarian 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan 
da.erah dalam implementasi pengembangan 
serta pengendalian pem bangunan dan 
bangunan gedung; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembaha.san da.n 
penyusunan, bahan kebijakan pemerintah daerah dalam 
implementasi pengembangan perumahan, serta 
pengendalian pembangunan dan pelestarian bangunan 
gedung; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pola Ruang Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
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(l} Subbagian Ruang Terbuka Hijau merupakan Satuan Kerja 
Bagian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan 
perurnusan, pengoordinasian, pemantauan clan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
implementasi rencana ruang terbuka hijau publik dan privat, 
pengembangan dan pena.ta.an pema.ka.man serta fasilitasi 
pemantauan kualitas udara. 
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1. pela.pora.n da.n pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup. 

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas Biro Pena.taan Kot.a dan 
Lingkungan Hidup.dan 

g. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana 
kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 
Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, baran.g clan 
ketatausahaan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

e. penghimpunan, pengolahan, serta penyajian data dan 
informasi dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan 
dan pengembangan ruang terbuka hijau, sanitasi 
lingkungan; 

d. pengoordinasian, pembinaan, peman.ta.uan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan 
dengan pengelolaan da.n pengembangan ruang terbuka 
hijau, sanitasi lingkungan; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
pengembangan ruang terbuka hijau, sanitasi lingkunga.n; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Lingkungan Hidup; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
'anggaran, Bagian Lingkungan Hidup; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pengoordinasian, pema.ntauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah rnengenai 
pengelolaan dan. pengembangan ruang terbuka hijau, sanitasi 
lingkungan serta ketatausahaan Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup. 

Pasal 173 
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( 1) Subbagian Sanitasi Lingkungan merupakan Satuan kerja 
Bagian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebija.kan. pemerintah daerah yang berkaitan 
dengan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah, 
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan 
disinsentif dala.m peningkatan kualitas lingkungan. 

Pasal 175 

h. melaporka.n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Ruang Terbuka Hijau. 

g. melaksa.na.kan. kegia.tan penyusunan bahan saran/ 
pertimbangan/rekomendasi serta laporan kegiatan 
mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang 
terkait denga.n. implementasi rencana ruang terbuka hijau 
publik dan privat, pengembangan. da.n pena.taan 
pemakaman serta fasilitasi pemantauan kualitas udara; 
clan 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan serta 
penyajian data dan informasi mengenai implementasi 
rencana ruang terbuka hijau publik da.n priva.t, 
pengembangan dan penataan pemakaman serta fasilitasi 
pemantauan kualitas udara; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan. pemerintah daerah dalam implementasi rencana. 
ruang terbuka hijau publik dan privat, pengernbangan dan 
penataan pemakaman serta fasilitasi pemantauan kualitas 
udara; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah dalam implementasi rencana ruang terbuka hijau 
publik dan privat, pengembangan dan penataan 
pernakaman serta fasilitasi pemantauan kua.litas uda.ra 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan kebijakan pemerintah daerah yang terkait 
dengan implementasi rencana ruang terbuka hijau publik 
dan privat, pengembangan dan penataan pemakaman 
serta fasilitasi pemantauan kualitas udara; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai denga.n 
lingkup tugasnya; 

r3) Subbagian Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup. 
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(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian 
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat dan 
kearsipan serta kerumahtanggaan Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup. 

Pasal 176 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian San.itasi Lingkungan. 

g. melaksanakan kegiatan penyusuna.n ba.ha.n saran/ 
pertimbangan/ rekomendasi serta laporan kegiatan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang terkait 
dengan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah, 
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan 
disinsentif dalarn peningkatan kualitas lingkungan; dan 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
serta penyajian data dan inforrnasi mengenai 
peningkatan kualitas pengelolaan air limbah, 
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan 
disinsentif dalam peningkatan kualitas lingkungan; 

e. malaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah dalarn peningkatan 
kualitas pengelolaan air limbah, persampahan, serta 
implem.en.tasi regula.si. insentif da.n disinsentif dalam 
penin.gka.tan kualitas lingkungan; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan air 
limbah, persarnpahan, serta implementasi regulasi 
insentif dan disinsentif dalam peningkatan kualitas 
lingkungan; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan, dan 
pembahasan. bahan kebija.kan. pemerintah daerah yang 
terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan air 
limbah, persampahan, serta implernentasi regulasi 
insentif dan disinsentif dalam peningkatan kualitas 
lingkungan; 

b. melaksanakan renca.na. strategis da.n dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Sanitasi Lingkungan dipimpin oleh seorang 
Kepala. Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan 
Hid up. 
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p. melaksanaan pema.nta.ua.n, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

o. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, 
rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro; 

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Lingkungan 
Hid up; 

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan a.ngga.ran Bagian Lingkungan 
Hid up; 

k. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan 
acara Biro Pen.ataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

1. melaksa.na.ka.n pengelolaan teknologi informasi dan ruang 
rapat Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

J. mela.ksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup; 

1. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan 
sarana kerja Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Biro Penataan Kota 
dan Lingkungan Hidup; 

g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat Biro Penataan 
Kota dan Lingkungan Hidup; 

I, rnelaksanakan pengelolaan barang Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup; 

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Biro Penataan Kota 
dan Lingkungan Hidup; 

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Biro Penataan 
Kota dan Lingkungan Hidup; 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan anggaran Biro 
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; · 

b. melaksa.nakan renca.na strategis da.n dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menghimpun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Lingkungan Hidup; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup. 
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d. pengoordinasian pela.ksana.an kebijakan pemerintah daerah 
dalam hal pemantauan program pembangunan, 
pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta 
penyelesaian pemenuhan kewajiban; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
pemerintah daera.h dalam hal pemantauan program 
pembangunan, pernantauan fasilitas sosial dan fasilita.s 
um um serta penyelesaian pemenuhan kewajiban.; 

b. pelaksanaan rencana strategis clan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pembanguna.n Kota.; 

a. penyusuna.n renca.na. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Pembangunan Kota; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pembangunan Kata menyelenggarakan fungsi: 

(1} Bagian Pembangunan Kota mempunyai tuga.s melaksanakan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 
pemantauan program pernbangunan, pemantauan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum serta penyelesaian pernenuhan 
kewajiban .. 

Pasal 178 

(2) Bagian Pembangunan Kota di.pi.mpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. 

(1) Bagian Pembangunan Kota merupakan Unit Kerja Biro 
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan 
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal 
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas 
sosial da.n fa.silitas umum serta penyelesaian pemenuhan 
kewajiban. 

Pasal 177 

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subba.gi.a.n Ta.ta Usaha Biro. 

s. menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan, 
memanfaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro 
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 

r. menghimpun bahan clan menyusun laporan keuangan, 
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Biro Penataan Kota dan 
Lingkungan Hidup; 

mengajukan 
sarana Biro 

dan 
dan 

q. menghimpun bahan, menganalisis 
kebutuhan penyediaan prasarana 
Penata.a.n Kota clan Lingkungan Hidup; 
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e. rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebija.kan pemeri.nta.h da.erah yang terkait dengan 
pemantauan proses pembangunan dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan pembangunan yang -dibiayai 
Anggaran Penda.patan dan Belanja. Daerah; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah yang terkait dengan pemantauan proses 
pem bangunan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 
pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pernerintah daerah yang 
terkait dengan pemantauan proses pembangunan dan 
fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan yang 
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pembangunan Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Pembangunan Kota sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagia.n Pemantauan Program Pembangunan mempunyai 
tugas : 

(2) Subbagian Pemantauan Program Pembangunan dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pembangunan Kota. 

( 1) Subbagian Pemantauan Program Pembangunan merupakan 
Satuan kerja Bagian Pembangunan Kata. dalam pelaksana.a.n 
kegiatan · perumusan, pengoordinasian,. pemantauan dan 
evaluasi kebijakan pemerintah da.erah mengen.a.i 
pemantauan proses pembangunan dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan pem.ban.guna.n yang dibiayai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 179 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bagian Pembangunan Kota. 

f. pengh.impuna.n dan pengolahan data dan informasi dalam 
rangka penyusunan kebijakan pemerintah daera.h da.la.m 
hal pemantauan program pembangunan, pemantauan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penyelesaian 
pemenuhan kewajiban; dan 

e. pemantauan dan evaluasi pel.a.ksa.na.a.n kebijakan pemerintah 
daerah dalam hal pemantauan program pembangunan, 
pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta 
penyelesaian pemenuhan kewajiban; 
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c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan 
penyusunan kebija.ka.n pemerin.ta.h daerah yang terkait 
dengan Izin Prinsip Pembebasan Lahan, Izin Prinsip 
Pemanfaatan Tanah dan kewajiban penyediaan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum serta fasilitasi penyelesaian 
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

b. melaksanaka.n rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemba.ngu.na.n. Kota sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
anggaran.Bagian Pembangunan Kota sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
dipimpin oleh seora.ng Kepala. Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pembangunan Kota. 

( 1) Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
merupakan Satuan Kerja Bagian Pembangunan Kota dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian, 
pemantauan dan evaluasi kebijak:an pemerintah daerah 
rnengenai Izin Prinsip Pembebasan Laban, Izin Prinsip 
Pemanfa.ata.n Tana.h dan kewajiba.n penyediaan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum serta fasilitasi penyelesaian 
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

Pasal 180 

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemantauan Program Pembangunan. 

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja. dan akuntabilitas Bagia.n Pengendalian 
Pernbangunan Kota; dan 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian PengendaJian 
Pembangunan Kota; 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/ 
pertimbangan/rekomendasi · serta laporan kegiatan 
mengen.a.i pelaksanaan kebijaka.n yang terkait dengan 
pemantauan proses pernbangunan dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan pembangunan yang dibiayai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f. melaksa.naka.n kegiata.n penghimpunan, pengolahan dan 
penyajian data dan informasi mengenai pemantauan 
proses pembangunan dan fasilitasi penyelesaian 
permasalahan pembangunan yang dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

151 



b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pembangunan Kotas esuai dengan lingkup 
tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
angga.ra.n, Bagian Pembangunan Kota sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban rnempunyai 
tugas: 

(2) Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban dipirnpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada K.epala Ba.gian Pembangunan Kota. 

( 1) Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban rnerupakan 
Satuan Kerja Bagian Pernbangunan K.ota da.la.m pelaksana.an 
kegiatan perurnusan, pengoordinasian, pemantauan dan 
eva1uasi kebijakan pemerintah daerah mengenai penyelesaian 
kewajiban dan sanksi rumah susun, kewajiban tambahan dan 
kewajiba.n tertun.da.. 

Pasal 181 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan. pelaksa.na.an 
tugas Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan 
Fasilitas Umum. 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/ 
pertimbangan/rekomen.dasi serta laporan kegia.ta.n 
mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
yang terkait dengan Izin Prinsip Pembebasan Laban, Izin 
Prinsip Pemanfaatan Tanah dan kewajiban penyediaan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta fasilitasi 
penyelesaian permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum; dan 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
serta penyajian data dan informasi mengenai pemenuhan 
kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum 
serta fasilitasi penyelesaian permasalahan fasilitas sosial 
dan fasilitas umum; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerint.ah daerah. yang terka.it dengan Izin 
Prinsip Pembebasan Lahan, Izin Prinsip Pemanfaatan 
Tanah dan kewajiban penyediaa.n fa.silita.s sosial dan 
fasilitas umum serta fasilitasi penyelesaian 
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah yang terkait dengan Izin Prinsip Pembebasan 
Lahan, Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan kewajiban 
penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta 
fasilitasi penyelesaian permasalahan fasilitas sosial dan 
f asilita.s um um; 
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b. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

a. Dinas Pendidikan; 

Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan : 

Pasal 185 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan 

d. melaporkan dan mempertanggungjawabk:an pelaksanaan tugas 
Asisten Kesejahteraan Ra.kya.t. 

a. mengoordinasi.ka.n penyusunan kebijakan pendidikan, 
kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, mental 
spiritual, kepemudaan dan olahraga; 

b. mengoordinasik:an dan mengendalikan pelaksanaan tugas 
pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan rnasyarakat, 
pemberdayaan perempuan dan perli.ndungan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
perpustakaan, kearsipan, mental spiritual, kepemudaan dan 
olahraga; 

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam : 

Asisten Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 182 

Bagian Keenam 

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, serta 
penyajian data dan informasi mengenai penyelesaian 
kewajiban dan sanksi rumah susun, kewajiban tambahan 
dan kewajiban tertunda; 

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/ 
pertimbangan/rekomendasi serta laporan kegiatan 
rnengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
mengenai penyelesaian kewajiban dan sanksi rumah susun, 
kewajiban tambahan dan kewajiban tertunda; dan 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subba.gia.n Pengendalian Penyelesaia.n Kewajiban. 

e. melaksanakan pema.ntauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah mengenai penyelesaian 
kewajiban da.n sanksi rumah susun, kewajiba.n. tambahan 
dan kewajiban tertunda; 

d. rnengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah mengenai penyelesaian kewajiban dan sanksi rumah 
susun, kewajiban tambahan dan kewajiban tertunda.; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan 
penyusunan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
penyelesaian kewajiban dan sanksi rumah susun, 
kewajiban. tambahan dan kewajiban tertunda; 
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i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial. 

h. pengelola.an kearsipan, data dan informasi Biro 
Kesejahteraan Sosial; dan 

. g. pengelola.a.n ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

e. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebija.ka.n makro 
sistem kesejahteraan sosial daerah; 

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan, sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

c. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan kesehatan, 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan clan perlindun.gan anak serta pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

b. pela.ksa.naan rencana stra.tegis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ), Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : 

( 1) Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunankebijakan, mengoordinasikan, mernantau, 
mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan 
urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Pasal 183 

Biro Kesejahteraan Sosial 

Paragraf 1 

f. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk; 

e. Dinas Kesehatan; dan 

d. Dinas Sosial; 

c. Dinas Perpustakaan dan Kea.rsipa.n; 
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dokurnen b. pelaksanaan rencana strrategis dan 
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
a.nggara.n, Bagian Kesehatan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
· ayat (l), Bagian Kesehatan menyelengga.rakan fungsi : 

( 1) Bagian Kesehatan mempunyai tugas perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
kesehatan rnasyarakat, pelayanan. · kesehatan serta 
pengendalian masalah kesehatan.. 

Pasal 186. 

(2) Bagian Kesehatan dipimpin oleh seora.ng Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah da.n bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. 

( 1) Bagian Kesehatan merupakan Unit Kerja Biro Kesejahteraan 
Sosial dalam pelaksanaan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah . daerah di bidang kesehatan 
masya.rakat, pelayanan kesehatan serta pengendalian 
ma.salah kesehatan.. 

Pasal 185 

Keseiahteraan Sosial 
Lampiran Peraturan 

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro 
sebagaimana tercantum dalam 
Gubernur ini. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Subbagian Pemberdayaan Masyara.kat; 
2. Subbagian Pemberdayaan Perempuan d.an 

Perlindungan Anak; dan 
3. Subbagian Tata Usaha Biro. 

c. Bagian Pemberdayaan, terdiri dari: 

1. Subbagian Perlindungan Sosial; 
2. Subbagian Penanggulangan Kemiskinan; dan 
3. Subbagian Rehabilitasi Sosial. 

b. Bagian Sosial, terdiri dari : · 

1. Subbagian Kesehatan Masyarakat; 
2. Subbagian Pelayanan Kesehatan; dan 
3. Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan. 

a. Bagian Kesehatan, terdiri dari : 

( l) Susuna.n. Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: 

Pa.sal 184 
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d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebija.ka.n 
pemcrintah daerah di bidang kesehatan rnasyarakat 
meliputi kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, 
peran serta masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kefarrnasian. 

c. melaksanakan kegiatan perumusa.n, penyusunan dan 
pernbahasan bahan kebijakan pernerintah daerah di 
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan 
keluarga, gizi, promosi kesehatan, peran serta 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, 
kesehatan olahraga, dan kefarmasian. 

b. melaksanakan rencana strategis dandokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuai dengan lingkup 
tugasnya.; 

(3) Subbagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan. 

(1) Subbagian Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja 
Bagian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
pengoordinasian, - pernbinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
kesehatan masyarakat meliputi keseha.ta.n keluarga., gizi, 
promosi kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan 
lingkunga.n, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan 
kefarmasian .. 
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f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Kesehatan. 

e. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi 
sebagai bahan penyusuna.n kebijakan Pemerintah da.erah · 
di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan 
serta pengendalian masalah kesehatan; dan 

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan serta 
pengendalian masalah kesehatan; 

pembahasan kebijakan 
kesehatan masyarakat, 
pengendalian rnasalah 

c. perurnusan, penyusunan dan 
pemerinta.h da.erah di bidang 
pelayanan kesehatan serta 
kesehatan; 
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f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pelayanan Kesehatan. 

(2) Subbagian Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesehatan. 

(3) Subba.gia.n Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis da.n rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan perurnusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan 
kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas 
kesehatan dasar, tradisional dan komplementer, 
sta.n.da.risa.si mutu pelayanan kesehatan, pengembangan 
dan pemberdayaa.n. SOM kesehatan; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah da.erah di bidang pelayanan kesehatan 
meliputi fasilitas layanan kesehatan rujukan dan krisis 
kesehatan, fasilitas kesehatan dasar, tradisional dan 
komplementer, standarisasi mutu pelayanan kesehatan, 
pengembangan dan pemberdayaan SOM kesehatan; 

e. melaksanakan kegiatan penghirnpunan, pengolahan, 
penyajian, pcmeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan inforrnasi sebagai bahan 
penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pelayanan kesehatan, rneliputi fasilitas layanan 
kesehatan rujukan · dan krisis kesehatan, fasilitas 
kesehatan dasar, tradisional dan komplernenter, 
standarisasi mutu pelayanan kesehatan, pengernbangan 
dan pemberdayaan SDM kesehatan; dan 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengola.han, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi kesehatan sebagai 
bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan 
keluarga, grzi, promosi kesehatan, peran serta 
ma.syarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, 
kesehata.n olahra.ga. da.n kefarma.sian; dan 

f. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan tuga.s 
Subbagian Kesehatan Masyarakat. 
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( 1) Subbagian Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan kerja 
Bagian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pernantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pelayanan kesehatan, meliputi meliputi fasilitas layanan 
kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan 
dasar, tradisional dan komplementer, standarisasi mutu 
pelayanan kesehatan, pengem.bangan da.n pemberdaya.a.n 
SOM kesehatan. 
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h. melaporkan. da.n memperta.nggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pengeendalain Masalah Kesehatan. 

g. mengoordinasikan · penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan ak:untabilitas Biro Kesejahteraan 
Sosial yang terkait tugas dan fungsi Bagian Kesehatan; 
dan 

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Keseha.tan; 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi pengendalian masalah 
kesehatan rneliputi penyakit menular, tular vector, 
zoonosis, penyakit tiak menular, kesehatan jiwa, Napza, 
surveilans, epidemologi da.n imunisasi, serta alat 
kesehatan 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah di bidang pengendalian masalah 
kesehatan meliputi penyakit menular, tular vector, 
zoonosis, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, Napza, 
surveilans, epidemologi dan imunisasi, serta alat 
kesehatan 

c. melaksanakan kegiatan perurnusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pernerintah daerah di 
bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi 
penyakit menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak 
menular, kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi 
dan imunisasi, serta alat kesehatan 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai 
tugas : 

(2) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan. 

( 1) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan 
Satuan K.erja Ba.gian Keseha.ta.n dalam pelaksanaan 
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, 
pema.ntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah di bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi 
penya.kit menular tular vector, zoonosis, penyakit tidak 
rnenular, kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi 
dan imunisasi, serta alat kesehatan, 
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(2) Subbagian Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial. 

(1) Subbagian Perlindunga.n Sosial merupakan Satuan Kerja 
Bagian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
perlindungan sosial meliputi perlindungan sosial korban 
bencana, jaminan sosial, pemulihan dan reintegrasi, serta 
promosi sosial dan bina. undian 
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f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Sosial. 

e. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi 
sebagai bahan penyusunan di bidang perlindungan 
sosial, penanggulangan kemiskinan dan rehabilitasi 
sosial; 

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan clan 
rehabilitasi sosial; 

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial, 
penanggulangan kemiskinan dan rehabilitasi sosial; 

dokumen dan b. pelaksanaan rencana strategis 
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Sosial; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Sosial menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Sosial mempunyai tugas perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan 
rehabilitasi sosial. 
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(2) Bagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. 
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. 

(1) Bagian Sosial merupakan Unit Kerja Biro Kesejahteraan 
Sosial dalam pelaksanaan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial, 
penanggulangan kerniskinan da.n rehabilitasi sosial. 
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a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
da.n a.nggaran Bagia.n Sosial sesua.i dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Penanggulangan Kemi.skinan mernpunyai tuga.s : 

(2) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sosial. 

(1) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
penanggulangan kemiskinan meliputi pemberdayaan fakir 
miskin, data fakir miskin, pemberdayaan tenaga dan 
lembaga kesejahteraan sosial serta nilai kepahlawanan; 
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h. melaporkan clan mempertanggurigjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perlindungan Sosial. 

g. mengoordinasikan penyusuna.n laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Kesejahteraan 
Sosial yang terkait tugas dan fungsi Bagian Sosial; dan . 

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja anggaran Bagian Sosial; 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan 
penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
perlindungan sosial meliputi perlindunga.n sosial korba.n 
bencana, jaminan sosial, pemulihan dan reintegrasi, 
serta promosi sosial dan bina undian; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial 
meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan 
sosial, pemulihan dan reintegrasi, serta promosi sosial 
dan bina undian; 

c. melaksanakan kegiata.n perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang perlindungan sosial meliputi perlindungan sosial 
korban bencana, j aminan sosial, pemulihan dan 
reintegrasi, serta promosi sosial dan bina undian; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Sosia1 sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Perlindungan Sosia.1 mempun.yai tugas: 
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c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah da.erah di 
bida.ng bida.ng rehabilitasi sosia.l meliputi rehabilitasi 
sosial anak dan Iansia, penyandang disabilitas, tuna 
sosial, dan korban tindak kekerasan serta fasilitas sosial; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial sesuai d.enga.n 
lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Sosial sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3) Subbagian Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Sosial. 

( 1) Subbagian Rehabilitasi Sosial merupakan Satuan Kerja 
Bagian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan 
larrsia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban 
tinda.k kekerasa.n serta fasilitas sosial; 
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f. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Penanggulangan Kemiskinan .. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan d.an 
pemanfaatan data dan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan 
meliputi pemberdayaan fakir miskin, data fakir miskin, 
pernberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial 
serta nilai kepahlawanan; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pernerin tah daerah di bidang penanggulangan 
kemiskinan meliputi pemberdayaan fakir miskin, data 
fakir miskin, pemberdayaan tena.ga. dan lembaga 
kesejahteraan sosial serta nilai kepahlawanan; 

c. melaksanakan kegia.tan. perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang penanggulangan kemiskinan meliputi 
pemberdayaan fakir miskin, data fakir miskin, 
pernberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial 
serta nilai kepahlawanan; · 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
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c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
poemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, pemberdayaa.n masyarakat, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta 
ketatausahaan Biro Kesejahteraan Sosial; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan; 

a. penyusuna.n rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pemberdayaan; 

(2) Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pernberdayaan menyelenggarakan fungsi: 

(1) Bagian Pemberdayaan mernpunyai tugas perumusan, 
pengoordinasian, pernbinaan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
pemberdayaan rnasyarakat, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana serta ketatausahaan Biro Kesejahteraan. 
Sosial. 
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(2) Bagian Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. 

(1) Bagian Pemberdayaan merupakan Unit Kerja Biro 
Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan perumusan, 
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan clan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pemberdaya.a.n perempua.n da.n perlindungan anak, 
pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk 
serta keluarga berencana. 
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f. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Rehabilitasi Sosial. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengernbangan dan 
pemanfaatan data dan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan bidang rehabilitasi sosial meliputi rehab sosial 
anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan 
korban tinda.k kekerasan serta fa.silitas sosial; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial meliputi 
rehab sosial anak dan lansia, penyandang disabilitas, 
tuna sosial, da.n korban tindak kekerasan serta fasilitas 
sosial; 
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c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di 

. bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan 
dan. kesejahteraa.n keluarga., peningkatan partisipasi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, pengelolaan dan 
kemitraan RJ.:>'}'RA, pengendalian penduduk da.n keluarga 
berencana 

b. melaksanakan rencana strategis da.n dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan renca.na startegis da.n rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Pemberdayaan sesuai dengan 
1ingkup tugasnya; 

(2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dipitnpin. oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan. 

(3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 

( 1) Su bbagian Pemberdayaan Masyarakat merupakan Satuan 
Kerja Bagian Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegia.ta.n 
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberda.ya.an 
dan kesejahteraan keluarga, peningkatan partisipasi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, pengelolaan dan 
kemitraan RPTRA, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana. 
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1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Pemberdayaan. 

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Biro Kesejahteraan Sosial; dan 

g. pengoordinasian penyusunan bahan rencana stra.tegis 
danrencana kerja dan anggaran Biro Kesejahteraan 
Sosial; 

f. pengelolaan kepegawaia.n, keuangan, barang dan 
ketatausahaan Biro Kesejahteraan Sosial; 

e. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, 
pengembangan dan pemanfaatan data clan in.fonna.si 
sebagai baha.n penyusuna.n kebijakan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan a.nak, 
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana serta ketatausahaan Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan eva.lua.si 
pelaksana.an kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan. 
kelua.rga. beren.ca.na serta ketatausahaan Biro Kesejahteraan 
Sosial; 
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d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, pemantauan 
dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
di bidang pernberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak meliputi perlindungan perempuan da.n anak, 
tumbuh kern.bang anak, PUG dan peningkatan kualitas 
perempua.n 

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang pernberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak meliputi perlindungan perempuan dan anak, 
tumbuh kembang anak, PUG dan peningkatan kualitas 
perernpuan 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan sesuai 
dengan lingkup tuga.sn.ya.; 

a. menyusun bahan rencana strrategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pemberdayaan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak mernpunyai tugas : 

(2) Subbagian Pemberdaya.an Perempuan da.n Perlindunga.n 
Anak dipimpin oleh seora.ng Kepala Subba.gian yang 
berkedudukan di bawah dan berta.nggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pernberdayaan. 

(1) Subbagian Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan 
Anak merupakan Satuan Kerja Bagian Pemberdayaan dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian, pernbinaan, 
pernantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak meliputi perlindungan perempuan da.n anak, tumbuh 
kemba.ng anak, PUG da.n peningkatan kualitas perempuan. 

Pasal 198 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemberdayaan Masyarakat. 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi pemberdayaan masyarakat sebagai 
bahan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan 
masyarakat meliputi pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga, peningkatan partisipasi masyarakat dan 
teknologi tepat guna, pengelolaan dan kemitraan RPTRA, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah di bidang pernberdayaan masyarakat 
rneliputi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, 
peningkatan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat 
guna, pengelolaan dan kemitraan RPTRA, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana 
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g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Kesejahteraan Sosial; 

f. melaksanakan kegiatan kearsipan, data dan informasi 
Biro Kesejahteraan Sosial; 

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro Kesejahteraan Sosial; 

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Kesejahteraan Sosial; 

c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana 
anggaran Biro Kesejahteraan Sosia.l; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pernberdayaan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana. kerja 
dan anggaran, Bagian Pemberdayaan; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Tata Usa.ha Biro dipimpin oleh seora.ng Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan. 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Bagian Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat 
menyurat da.n kearsipan serta kerumahtanggaan Biro 
Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 199 

h. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

g. rnengoordinasikan penyusuna.n laporan keuangan, 
kegiatan kinerja dan akuntabilitas Bagian Pemberdayaan; 
dan 

f. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis 
dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pemberdayaan; 

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak meliputi perlindungan perempuan 
dan anak, tumbuh kembang anak, PUG dan peningkatan 
kualitas perempuan; 
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Biro Pend.idi.ka.n dan Mental Spiritual; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

(2} Untuk melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual menyelenggarakan 
fungsi: 

( 1) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, 
memantau, mengevaluasi dan membina. adrninistrasi 
penyelenggaraan urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, 
kepemudaan dan olahraga, mental spiritual dan lembaga 
keagamaan. 

Pasal 200 

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 

Paragraf 2 

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Biro. 

p. menghimpun, rnengolah, memelihara, mengernbangkan, 
rnemanfaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro 
Kesejahteraan Sosial; dan 

o. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Kesejahteraan 
Sosial; 

n. menghimpun baha.n, mengana.lisis dan mengajukan 
kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

m. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis clan dokumen 
pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan. Sosial; 

1. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Biro Kesejahteraan 
Sosia.l; 

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

J. melaksanakan pengelola.an teknologi informasi Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara 
Biro Kesejahteraan Sosial; 

h. melaksanakan perneliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor mengoordinasikan 
penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja da.n 
anggaran dan dokumen pelaksanaan angga.ran Bagian 
Pemberda.ya.a.n; · 
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(2) Bagan Susun.an. Organisasi Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual sebagairnana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Gubernur ini. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Subbagian Pemuda; 
2. Subbagian Olah Raga; dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

c. Bagian Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : 

1. Subbagian Fasilitasi Kegiatan Masyarakat; 
2. Subbagian Lembaga Mental Spiritual; dan 
3. Subbagian Fasilitas Kegia.tan Mental Spiritual. 

b. Bagian Mental Spiritual, terdiri dari : 

1. Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah; 
2. Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat; dan 
3. Subbagian Perpustakaan dan Arsip. 

a. Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari : 

( 1) Susunan Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, 
sebagai berikut: 

Pasal 201 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

1. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Pendidikan 
dan Mental Spiritual; dan 

h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual; 

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual; 

f. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan makro 
urusan pendidikan, kepemudaan dan. olahraga, 
perpustakaan, kearsipan; 

e. fasilitasi kegiatan mental spiritual, dan lembaga 
keagamaan; 

d. pengoordinasian, pernantauan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan, kepemudaan 

· dan olahraga, perpust.a.kaa.n, kearsipan, mental spiritual 
dan lembaga keagamaan; 

c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan, 
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, 
mental spiritual dan lembaga keagamaan; 
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j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip. 

1. penyiapan bahan laporan Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian 
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip; dan 

urusan h. pengevaluasian pela.ksa.na.a.n. kebijakan 
pendidikan, perpustaka.an dan kearsipan; 

g. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan 
urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan; 

urusan. f. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 
pendidikan, perpustaka.a.n dan kea.rsipa.n; 

e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan urusan pendidikan, 
perpustakaan dan kearsipan; 

d. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan; 

c. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi 
sebagai bahan penyusunan kebijakan urusan 
pendidikan, perpustakaan dan kearsipan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pendidikan, Pcrpusta.kaan dan Arsip; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1.), 
Bagian Pendidikan, Perpustaka.a.n. dan Arsip menyelengga.rakan 
fungsi: 

(1) Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah urusan pendidikan, 
perpustakaan dan kearsipan. 

Pasal 203 

(2) Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
berta.nggung jawa.b kepa.da Kepala Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual. 

(l) Bagian Pen.didika.n, Perpusta.ka.an da.n Arsip merupa.kan 
Unit kerja Biro Pendidikan da.n Mental Spiritual dalam 
pelaksanaan perumusan, pengoordinasian, pernbinaan, 
pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah da.era.h urusan pendidikan, perpustakaa.n da.n 
kearsipan. 

Pasal202 
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h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, 
antara lain meliputi penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dan peningkatan mutu ten.aga. pendidik, 
tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja sarna dan 
kernitraan, pemberdayaan warga sekolah, serta data dan 
informasi pendidikan dasar dan rnenengah; 

g. mela.ksana.kan kegiatan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pendidikan dasar dan menengah, antara lain 
meliputi penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja sama dan 
kemitraan, pemberdayaan warga sekolah, serta data dan 
informasi pendidikan dasar dan menengah; 

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan 
dasar dan menengah, antara lain meliputi penyediaan 
sarana dan prasarana, pengembangan dan peningkatan 
mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta 
didik, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan warga 
sekola.h, serta data dan informa.si pendidikan dasar dan 
menengah; 

e. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan pendidikan dasar dan 
menengah; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksan.aa.n a.nggara.n Bagian Pendidikan, Perpusta.ka.an 
dan Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian 
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pem.a.nfaa.tan data. dan in.form.asi pendidikan dasar dan. 
menengah sebagai bahan penyusunan kebijakan 
pendidikan dasar dan menengah; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan 
Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

{2) Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkeduduka.n di bawa.h 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip. 

(3) Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah mernpunyai 
tugas: 

( 1) Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan 
Satuan Kerja Pendidikan, Perpustakaan dan. Arsipdalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah mengenai pendidikan dasa.r 
dan rnenengah. 

Pasal204 
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e. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasa.n bahan kebijaka.n pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan rnasyarakat 

d. melaksa.na.ka.n kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, perneliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan masyarakatsebagai bahan 
penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan masyarakat; 

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian 
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip sesua.i . denga.n 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencan.a strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan 
dan Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
clan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan 
Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pendidikari Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat mempunyai tugas : 

(2) Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagia.n yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip. 

(1) Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat merupakan Satuan Kerja Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan da.n Arsi.p dala.m pelaksanaan kegiatan, 
perurnusan, pengoordinasian, pernbinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
mengenai pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat. 

Pasal 205 

· k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tuga.s Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

J. menyiapkan bahan laporan Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip yang terkait dengan tugas 
Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 

1. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pendidikan dasar dan menenga.h, antara lain meliputi 
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan 
peningkatan mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan 
dan peserta didik, kerja sama dan kemitraan, 
pernberdayaan warga sekolah, serta data dan informasi 
pendidikan da.sar dan menengah. 
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(2) Subbagian Perpustakaan da.n Arsip dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip. 

(1) Subbagian Perpustakaan dan Arsip merupakan Sa.tuan 
Kerja Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip · dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian, 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah urusan perpustakaan dan kearsipan. 

Pasal 206 

J. menyiapkan bahan laporan Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip yang terkait dengan tugas 
Su.bba.gian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat; dan 

k. melaporkan. da.n mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat. 

1. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 
antara lain meliputi program dan satuan pendidikan, 
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan 
peningkatan mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan 
clan peserta didik, kerja sama. da.n kernitraan, 
pemberdayaan warga lembaga, penguatan dan 
peningkatan mutu lembaga pendidikan, serta data dan 
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat; 

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini. dan 
pendidikan masyarakat, antara lain meliputi program 
dan satuan pendidikan, penyediaan sarana da.n 
prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu tenaga 
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja 
sama dan kemitraan, pemberdayaan warga lembaga, 
penguatan clan peningkatan m.utu lembaga pendidikan, 
serta data dan informasi pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan masyara.kat; 

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan masyarakat, antara lain 
meliputi program dan satuan pendidikan, penyediaan 
sarana dan prasarana, pengembangan dan peningkatan 
mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta. 
didik, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan warga 
lembaga, penguatan dan peningkata.n mutu lembaga 
pendidikan, serta data dan informasi pendidika.n anak 
usia dini dan pendidikan masyarakat; 

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat, antara lain meliputi program dan satuan 
pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja sama da.n 
kemitraan, pemberdayaan warga lembaga, penguatan dan 
peningkatan mutu lembaga pendidikan, serta data. dan 
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat; · 
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h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan 
pelaksanaan kebijakan urusan perpustakaan dan 
kearsipan, antara lain meliputi sarana dan prasarana, 
pengembangan dan peningkatan m.u.tu. pelaku 
perpustakaan dan pelaku .arsip, kerja sama dan. 
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi 
perpustakaan clan kearsipan, data. dan informasi 
perpustakaan dan arsip; 

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan, antara 
lain meliputi sarana dan prasarana, pengembangan dan 
peningkata.n mutu pelaku perpustakaan dan pelaku 
arsip, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan, 
pengembangan dan inovasi perpustakaan dan 
kearsipan, data dan informasi perpustakaan dan arsip; 

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan urusan 
perpustakaan dan kearsipan, antara lain meliputi sarana. 
dan prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu 
pelaku perpustakaan dan pelaku arsi.p, kerja sama dan 
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi 
perpustakaan dan kearsipan, data dan informasi 
perpustakaan da.n arsip; 

e. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan 
pembahasan bahan kebijakan urusan perpustakaan dan 
kearsipan, antara lain rneliputi sarana dan prasarana, 
pengembangan dan peningkatan mutu pelaku 
perpustakaan dan pelaku arsip, kerja sama dan 
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi 
perpustakaan dan kearsipan, data dan inforrnasi 
perpustakaan dan arsip; 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajia.n, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi urusan perpustakaan 
dan kearsipan, antara lain meliputi sarana dan 
prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu pelaku 
perpustakaan dan pelaku arsip, kerja sama dan. 
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan Inovasi 
perpustakaan clan kearsipan, data. clan informasi 
perpustakaan dan arsip; 

dan anggaran Bagian 
dan Arsip sesuai dengan 

c. melaksanakan kegiatan 
Pendidikan, Perpustakaan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan 
dan Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis clan rencana kerja 
dan a.ngga.ra.n Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan 
Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas : 
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informasi 
fasilitasi, 
kegiatan 

c. penghimpunan dan pengolahan data dan 
sebagai bahan penyusunan kebijakan 
pengoordinasian da.n pen.gem ba.nga.n 
kemasyarakatan dan mental spiritual; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Mental Spiritual; 

a. penyu.sun.a.n rencana. strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Mental Spiritual; 

(2) Untuk melaksanakan tuga.s seba.gaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi : 

(1) Ba.gian Ment.al Spiritual mempunyai tugas melaksanakan 
perwnusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah rnengenai 
Fasilitasi Kegiatan masyarakat, Fasi.lita.si lembaga · mental 
spiritual dan bantuan fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual. 

Pasal 208 

(2) Bagian Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala 
Ba.gian. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kcpala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

(1) Bagian Mental Spiritual merupakan Unit Kerja Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan 
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di 
bidang mental spiritual masyarakat, lembaga. mental 
spiritual dan fasilitas keagamaan. 

Pasal 207 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perpustakaan dan Arsip. 

1. mengoordinasikan penyusunan Iaporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip; dan 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggara.n Bagia.n Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip; 

J. menyiapkan bahan laporan Bagian Pendidikan, 
Perpustakaan dan Arsip yang terkait den.gan tugas 
Subbagian Perpustakaan dan Arsip; 

i. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
urusan perpustakaan da.n kearsipan, antara lain 
meliputi sarana dan prasarana, pengenibangan dan 
peningkatan mutu pelaku perpustakaan dan pelaku 
arsip, kerja sama dan kernitraan, pemberdayaan, 
pengembangan da.n inovasi perpustakaan dan 
kearsipan, data. dan informasi perpustakaan dan arsip;. 
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c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Mental 
Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. mela.ksana.ka.n rencana strategis dan dokumen 
. pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan. a.ngga.ra.n Bagian Mental Spiritual sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

Fasilitasi Kegiatan Masyara.ka.t mempunya.i (3) Subbagian 
tugas: 

Subbagian Fasilitasi Kegiatan Masyarakat dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental 
Spiritual. 

(2) 

Subbagian Fasilitasi Kegiatan Masyarakat merupakan 
Satuan Kerja Bagian Mental Spiritual dalarn pelaksanaan 
kegiatan perumusan., pengoordinasian, pernbinaan, 
pemantauan .dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
mengenai Fasilitasi kegiatan masyarakat. 

(1) 
Pasal 209 

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
da.n fungsi Bagian Mental Spiritual; 

m. penyusunan bahan pemberian saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan yang berkaita.n dengan keagamaan; 

kegiatan 1. pelaksanaan sosialisasi kebijakan 
kemasyarakatan dan mental spiritual;· 

k. pengoordinasian, pemantauan, pembinaan dan 
pengevaluasian pelaksanaan kebijakan fasilitasi, 
pengoordinasian kegiatan kemasyarakatan, lembaga 
mental spiritualdan failitasi kegiatan mental spiritual; 

J. pengoordinasian penyelenggaraan haji di daerah; 

1. pelaksanaan penyeleksian, pelatihan, pemberangkatan, 
pemulangan dan pelaporan petugas haji daerah; 

h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; 

g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lembaga 
keagamaan; 

kegiatan f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan 
kemasyarakatan dan mental spiritual; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan belanja hibah da.n / atau 
bantuan sosial kepada lembaga mental spiritual; 

d. pemrosesan pelayanan penzman pendirian rumah 
ibadah; 
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a. · menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Ba.gian Mental Spiritual sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Lembaga Mental Spiritual mempunyai tugas : 

(1) Subbagian Lembaga Mental Spiritual merupakan Satuan 
Kerja Bagian Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan, pengoordinasian, pembinaan pemantauan dan 
evaluasi kebijakan pemerintah daerah rnengenai kegiatan 
lembaga mental spiritual. 

(2) Subbagian Lemba.ga Mental Spiritual dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual. 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kegiatan Kemasyarakatan. 

Pasal 210 

j. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, kegiatan 
perayaan hari besar keagamaan dan atau acara 
keagamaan; dan 

1. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan ba.ntuan 
sosial pada pondok pesantren, Madrasah Diniyah, 
TPQ/TPA dan Majelis Ta'lim; 

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaa.n kebijakan Pernerintah Daerah mengenai 
fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, kegiatan 
pemberdayaan umat, kerjasama dan kemitraan, 
pemberdayaan tokoh agama, data dan informasi kegiatan 
kernasyarakatan, Pondok Pesantren, Tarnan Pendidikan 
Al Qur'an (TPQ), Majelis Ta'lim dan Mualaf. 

g. mela.ksa.na.kan fasilitasi dan koordinasi meliputi 
kegiatan pemberdayaan umat, kerja sama dan 
kemitraan, pemberdayaan tokoh agama, data dan 
informasi kegiatan kemasyarakatan, Pondok Pesantren, 
Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ}, Majelis Ta'lim dan 
Mualaf; 

f. melaksanakan kegiatan pembina.an dan sosialisasi 
kebijakan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan 
pemberdayaan umat, kerjasama dan kemitraan, 
pemberdayaan tokoh aga.ma, data dan inforrnasi kegiatan 
kemasyarakatan, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan 
Al Qur'an (TPQ), Majelis Ta'lim dan Mualaf. 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan 
kajian, serta perumusan dan pembahasan bahan 
kebijakan kegiatan kemasyarakatan 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengola.ha.n, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi kegiatan 
kemasyarakatan sebagai bahan penyusunan kebijakan 
kegiatan kemasyarakatan; 
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(2) Subbagian Fasilitas Kegi.a.tan Mental Spiritual dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
clan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental 
Spiritual. 

(1.) Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual merupakan 
Satuan Kerja Bagian Mental Spiritual dalam pelaksanaan 
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah 
mengenai fasilitas kegiatan mental spiritual. 

Pasal 211 

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Lembaga Mental Spiritual. 

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kcgiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Mental 
Spiritual; dan 

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
rencana kerja dan anggaran Bagian Mental Spiritual; 

1. melaksanakan kegiatan pema.ntauan dan evaluasi 
pe]aksanaan kebijakan Lembaga Mental Spiritual, 
kegiatan lernbaga mental spiritual, kerja sama clan 
kemitraan lembaga mental spiritual, pemberdayaan 
lembaga mental spiritual serta data dan informasi 
lembaga mental spiritual; 

h. pengkoordinasian pelaksanaan belanja hibah kepada 
lembaga mental spiritual dan bantuan social pada 
yayasan keagamaan; 

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi, pengkoordinasian da.n 
monitoring kegiata.n keagamaan ti.ngkat daerah maupun 
nasional; . 

f. melaksanakan kegia.ta.n pembinaan d.an sosialisasi 
kebijakan Lembaga Mental Spiritual (Iembaga yang 
dibentuk inisisasi Pemda dan lem baga hirarki dari 
pemerintah pusat di bidang keagamaan); 

e. rnelaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan 
kajian serta. perumusan dan pembahasan bahan 
kebijakan Lembaga Mental Spiritual; 

! 

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan 
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan 
penyusunan kebijakan Lembaga Mental Spiritual; 

c. rnelaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Mental 
Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. mela.ksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
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(1) Bagian Pemuda dan Olahraga merupakan Unit Kerja Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan 
perumusan, Kebijakan, serta pengoordinasian, pernbinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ke bijakan 
pemerintah daerah urusan kepemudaan da.n olahraga. dan 
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

Pasal 212 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Fasilita.s Kcgiatan Mental Spiritual; 

j. melaksa.nakan kegia.tan seleksi, pelatihan dan pelaporan 
petugas haji daerah serta koordinasi, monitoring dan 
evaluasi pemberangkatan dan pemulangan jarnaah haji 
daerah; 

1. melaksanakan kegia.ta.n proses persetujuan pendirian 
rurnah ibadah; 

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Fasilitas Kegia.ta.n Mental 
Spiritual, penyediaan sarana dan prasarana tempat 
iba.dah, ba.ntuan sosial rumah ibadah, fasilitasi kegiatan 
haji, data dan inforrnasi sarana dan prasarana tempat 
ibadah serta data dan informasi fasilitasi kegiatan haji 
dan bantuan sosial rumah ibadah. 

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan Fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual meliputi 
penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah, 
bantuan sosial rumah ibadah, fasilitasi kegiatan haji, 
data dan informasi sarana dan prasarana tempat ibadah 
serta data dan informasi fasilitasi kegiatan haji dan 
bantuan sosial rumah ibadah. 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan 
kajian serta perumusan dan pembahasan bahan 
kebijakan Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual. 

f. melaksanakan kegiatan pem binaan dan sosialisasi 
kebijaka.n Faeilitas Kegi.a.ta.n Mental Spiritual, bantuan 
sosial rumah ibadah dan fasilitasi kegiatan haji. 

d. melaksanakan kegiata.n penghimpunan, pengolahan, 
penyajian, pemeliharaan, pengernbangan dan 
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan 
penyusunan kebijakan Fasilitas Kegiatan Mental 
Spiritual. 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Mental 
Spiritual sesua.i denga.n lingkup tuga.snya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual mernpunyai 
tugas: 
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m. pengoordinasian penyusunan rencana. strategis dan 
rencana kerja dan anggaran Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual; 

1. pengelolaan kepega.waian., keuangan, barang dan 
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

k. penyusunan rencana strategis Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; 

j. penyia.pa.n fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga; 

urusan kebijakan i. pengevaluasian pelaksanaan 
kepemudaan dan olahraga. 

h. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan 
urusan kepemudaan dan olahraga 

urusan kebijakan g. pengoordinasian pelaksanaan 
kepemudaan dan olahraga; 

f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan urusan kepemudaan 
dan olahraga; 

e. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan 
urusan kepemudaan dan olahraga; 

d. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi 
sebagai bahan penyusunan kebijakan urusa.n 
kepemudaan dan olahraga; 

c. pelaksanaan kegiatan dan anggaran Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi 
Bagian Pemuda dan Olahraga ; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga sesua.i denga.n 
lingkup tugasnya; 

(2) Untuk melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan 
fungsi: 

(1) Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah urusan kepemudaan dan olahraga da.n 
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

Pa.sal 213 

(2) Bagian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 
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g. melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan 
kepemudaan, ant.ara lain mel.iputi pen.yediaan sarana dan 
prasarana, kerja sama dan kemitraan, pernbentukan tata 
kerja satuan tugas pemuda, orrnas kepemudaan, 
pemberdayaan pemuda, penyadaran kepernudaan, 
pengembangan kewirausahaan kepernudaan, lembaga 
kepernudaan, serta data dan informasi kepemudaan; 

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan 
keperrrudaan, antara lain meliputi pen.yediaan sarana dan 
prasarana, kerja sama dan kernitraan, pembentukan tata 
kerja satuan tugas pemuda, ormas kepemudaan, 
pemberdayaan pemuda, penyadaran kepernudaan, 
pengernba.nga.n kewirausahaan kepemudaan, lembaga 
kepcmudaan, serta data dan informasi kepemudaan; 

e. melaksanakan kegiatan penyusun.an bahan kebijakan 
kepemudaan; 

d. melaksanakan penghimpunan, pengolahari, penyajian, 
pemeliharaan, pengembangan dan pernanfaatan data dan 
inforrnasi pemuda sebagai baha.n penyusunan kebijakan 
kepernudaan; 

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Pemuda 
dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga 
sesua.i dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan a.ngga.ran Ba.gian. Pemuda da.n 01.ahraga. sesua.i 
dengan lingkup tugasnya; 

(3) Subbagian Pemuda mempunyai tugas: 

(2) Subbagian Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pemuda clan Olah.raga. . 

(1) Subbagian Pemuda merupakan Satuan Kerja Bagian 
Pemuda dan Ola.hraga dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan kebijakan, serta pengoordinasian, pernbinaan, 
pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah mengenai Kepemudaan. 

Pasal214 

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagia.n Pemuda da.n Olahraga, · 

n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; dan 
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e. rnelaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan 
keolahragaan; 

d. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, penyajian, 
pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data 
dan informasi olahraga sebagai bahan penyusunan 
kebijakan keolahragaan; 

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Pemuda 
da.n Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pela.ksa.na.an rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun ba.han rencana kerja dan a.ngga.ran Bagian 
Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(2) Subba.gian Ola.hraga dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga. 

(3) Subbagian Olahraga mempunyai tugas : 

{1) Subbagian Olahraga merupakan Satuan Kerja · Bagian 
Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan kebijakan, serta pengoordinasian, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah mengenai Olahraga. 

Pasal 215 

m. melaporka.n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemuda. 

1. mengoordinasikan penyusunan lapora.n keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pemuda dan 
Olahraga; dan 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Mental Spiritual; 

J. melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi SKPD Bidang Pemuda; 

, 

i. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
kepernudaan, antara lain meliputi penyediaan sarana dan 
pra.sa.ra.na., kerja sa.ma. dan kemitraa.n, pembentukan tata. 
kerja satuan tugas pemuda, ormas kepemudaan, 
pemberdayaan pemuda, penyadaran kepemudaan, 
pengembangan kewirausahaan kepernudaan, lembaga 
kepemuda.an, serta data d.an informasi kepemudaan; 

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pernbinaan 
pelaksanaan kebijakan kepemudaan, antara lain meliputi 
penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama dan 
kernitraan, pembentukan ta.ta. kerja satuan tuga.s 
pemuda, ormas kepemudaan, pemberdayaan pemuda, 
penyadaran kepemudaan, pengembangan kewirausahaan 
kepemudaan, lembaga kepemudaan, serta data dan 
informasi kepemudaan; 
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b. melaksanakan rencana Strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagi.an Pemuda dan Olahraga 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran, Bagian Pemuda dan Ola.hraga; 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunya.i tugas: 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja 
Bagian Pernuda dan · Olahraga. dalam pelaksanaan kegiatan 
pengelola.an kepegawaian, keuangan, barang, surat 
menyurat serta keruma.hta.nggaan Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual. 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawa.h dan bertanggung 
jawab kepada. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga. . 

J. melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi SKPD Bidang Olahraga; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungja.wabkan pelaksanaan 
tugas Subbagi.a.n Olahraga. 

Pasal216 

1. melaksanakan kegiata.n evaluasi pelaksanaan kebijakan 
keolahragaan, , antara lain rneliputi penyediaan sarana 
dan prasarana, kerja sama dan kemitraan, 
pemberdayaan. kelembagaan dan pelaku, pengembangan 
dan peningkatan mutu prestasi pelaku, pengemba.ngan 
olahraga prestasi, olahraga rekrea.si, dan olahraga 
pendidikan, serta data dan informasi keolahragaan; 

h. melaksanakan kegiatan pema.n.tauan dan pembinaan 
pelaksa.naa.n kebijakan keolahragaan, antara lain 
meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kerja sa.ma 
dan kemitraan, pemberda.yaan kelembagaan dan 
pelaku, pengembangan dan peningkatan rnutu prestasi 
pelaku, pengembangan olahraga prestasi, olahraga 
rekreasi, dan olahraga. pendidikan, serta data dan 
informasi keolahragaan; 

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan 
keolahragaan, antara lain meliputi penyediaan sara.na 
dan prasarana, kerja. sa.ma clan kemitraan, 
pemberdayaan kelembagaan dan pelaku, pengembangan 
dan peningkatan rnutu prestasi pelaku, pengembangan 
olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga 
pendidika.n, serta data dan informasi keolahragaan; 

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan 
keolahragaan, antara lain meliputi penyediaan sarana 
dan pra.sa.rana, kerja sama dan kemitraan, 
pemberdayaan kelembagaan dan pelaku, pengembangan 
dan peningkatan. mutu prestasi pelaku, pengembangan 
ola.hraga. prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga 
pendidikan, serta data dan informasi keolahra.ga.an; 
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s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usa.ha. Biro; 

r. menyiapkan bahan laporan Bagian Pemuda dan 
Olahraga yang terkait dengan tugas Subbagian Tata 
Usaha Biro; dan 

q. menghimpu.n, mengolah, memelihara, mengembangka.n, 
memanfaatkan dan menyajikan data dan inforrnasi Biro 
Pendidikan clan Mental Spiritual; 

p. menghimpun bahan dan rn.en.yusun laporan keuangan, 
kinerja, kegiatan dan. akuntabilitas Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; 

o. melaksanakan proses pengadaan barang dan. ja.sa Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual; 

n. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan 
kebutuh.an perlengkapan/peralatan/inventaris kantor 
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

m. melaksanakan pernantauan, pengendalian dan evaluasi 
dokumen pelaksanaan anggaran Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; 

1. menghimpun bahan da.n menyusun rencana strategis 
dan rencana kerja. dan anggaran Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; 

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual; 

J. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual; 

1. melaksanakan publikasi kegiatan, dan pengaturan acara 
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

h. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
kea.manan clan ketertiban kantor Biro Pendidikan dan 
Mental Spiritual; 

g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

f. melaksanakan kegiatan kearsipan, data dan informasi 
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
barang Biro Pendidikan clan Mental Spiritual; 

c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana 
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
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Seluruh Pejabat Struktura.l, Fungsional dan Pegawai Biro 
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mematuhi 
keten.tua.n peraturan perundang-undangan serta menerapkan 
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifika.si., 
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal 220 

(2) Masing-masing Kepala Biro Sekretaris Daerah 
mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
SKPD/UKPD dan/atau insta.nsi pemerintah/ swasta dalam 
rangka meningkatkan kinerja da.n memperlancar 
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro yang dipimpin. 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Sekretariat 
Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 219 

TATA KERJA 

BAB V 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Biro 
Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Gubemur. 

(3) Ketua Kelompok Jaba.tan Fungsional sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Biro masing 
masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona.l seba.gaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok .Jabatan 
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro. 

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ 
kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok 
Jabatan Fungsional Biro Sekretariat Daerah yang 
ditetapkan oleh Kepala Biro masing-masing. 

Pasal 218 

(2) Pejabat Fungsiona.1 melaksanakan tugas dalarn Susunan 
Organisasi Struktural Biro Sekretariat Daerah. 

(1) Biro Sekretariat Daerah dapat mernpunyai Ja.batan 
Fungsional. 

Pasal 217 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BAB IV 
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Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tenta.ng Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretaria.t Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal226 

BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan rnengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan 
akuntabilitas, serta pengawasan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PAsal225 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan terhadap Biro Sekretaria.t Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 224 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang 
diterima sebagai bahan pengambilan keputusa.n sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(1) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional dan pegawai . Biro Sekretariat Daerah 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk 
kendala yang dihadapi dalam pelaksa.naan tugas) kepada 
atasan masing-rnasing sesuai dengan ketentuan pera.tura.n 
perundang-undangan. 

Pasal 223 

Sel.uruh Pejabat Struktural clan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional 
Biro Sekretariat Daerah menga:wa.si dan mengendalikan pelak.sanaan 
tuga.s bawahan rnasing-masing serta mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan apabila menemukan adanya pen.yimpa.n.gan 
dan/ atau indikasi penyimpanga.n. 

Pasal 222 

(2) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional dan. pegawai Biro Sekretariat Daerah mengikuti 
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing 
sesuai denga.n ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1.) Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kel.ompok Jabatan 
Fungsional memimpin, mengoordinasikan, rnengarahkan, 
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan 
tugas, membina da.n menilai kinerja bawahan rnasing-masing. 

Pasal 221 
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Y ANYUHANAH 
NIP 196508241994032003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINS! DAERAH KHUS S IBUKOTA JAKARTA, 

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2016 NOMOR 62148 

SAEFULLAH 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 2016 

SUMARSONO 

ttd 

Plt. GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 9 Des em.be r 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan. 
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SUMARSONO 
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Plt.GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
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